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SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAY AAN

Salah satu Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan pada Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 1991 ialah bahwa perlu diadakan penyem-
purnaan buku Sejarah Nasional Indonesia mengingat makin
bertambahnya data dan fakta sejarah yang terkumpul. Oleh
karena itu revisi terhadap buku Sejarah Nasional Indonesia
perlu dilakukan bukan sekedar menanggapi pendapat umum
di kalangan masyarakat pembaca, melainkan juga karena ter-
sedianya bahan-bahan penulisan sebagai akibat dari perkem-
bangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu se-
jarah. 4

Sesuai dengan kebijaksanaan di atas, maka Direktorat Jen-
deral Kebudayaan melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumen-
tasi Sejarah Nasional telah melaksanakan pekerjaan penyempur-
naan buku Sejarah Nasional Indonesia tersebut.

Perlu dikemukakan bahwa pekerjaan menyempurnakan
buku itu jaun lebih sulit dan rumit apabila dibandingkan dengan
penulisan baru. Oleh karena itu, untuk memelihara keutuhan
wawasan, penyempurnaan dilakukan dengan berpangkal tolak
pada naskah lama.

Setelah melalui proses yang cukup memakan waktu maka
akhimya tim penulis penyempurna buku Sejarah Nasional In-
donesia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Buku yang
berada di tangan pembaca ini adalah buku Sejarah Nasional
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Indonesia yang telah mengalami revisi, terutama yang menyang-
kut sistematika, susunan bab dan sub-bab, serta uraian per-
masalahan masing-nasing bagian, sehingga berbeda dengan edisi-
edisi sebelumnya.

' Walaupun penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia
ini dilakukan secara sungguh-sungguh oleh satu tim revisi yang
memahami bidangnya, namun bukan berarti bebas dari kesalah-
an dan mempunyai kelemahan-kelemahan. Tetapi, saya yakin
kelemahan, kekeliruan dan bahkan kesalahan itu tidaklah akan
mengurangi arti pentingnya buku ini dalam usaha memenuhi
kebutuhan masyarakat, sebagai sumber informasi sejarah bang-
sanya yang ditulis olen bangsanya sendiri, khususnya untuk
memenuhi kebutuhan dunia pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk
penyelesaian buku ini, atas nama pemerintah, saya mengucap-
kan terima kasih.

Demikianlah sambutan kami dan selamat membaca !!!

Jakarta, Februari 1993
Direktur Jenderal Kebudayaan

Poeger



PENGANTAR TERBITAN REVISI TAHUN 1993

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam Seminar Se-
jarah Nasional II di Yogyakarta pada tahun 1970 ditulis Buku
Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Buku yang terdiri atas enam ji-
lid dan mencakup rentang waktu periode Pra-Sejarah sampai
periode Sejarah Kontemporer itu kemudian diterbitkan pada
tahun 1975.

Sejak awal penerbitannya, Sejarah Nasional Indonesia
telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas maupun
peminat sejarah. Sebagaimana biasa, ada pihak yang kurang
puas dengan isi-uraian buku, baik secara keseluruhan maupun
bagian-bagian tertentu, sebaliknya tidak sedikit yang menghar-
gainya sebagai awal usaha penulisan sejarah bangsa.

Terlepas dari pendapat yang kurang setuju maupun yang
mendukungnya, buku Sejarah Nasional Indonesia telah diteri--
ma sebagai Buku (Sejarah) Induk yang memenuhi kebutuhan
masyarakat luas akan gambaran perjalanan sejarah bangsanya
secara lebih menyeluruh dan tidak terpotong-potong. Sejarah
Nasional Indonesia nampaknya terbit pada waktunya dan ka-
renanya dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai pengisi
kekosongan akan buku sejarah pada waktu itu, baiikkan boleh
dikatakan hingga kini. Bukti menunjukan bahwa permintaan
akan buku Sejarah Nasional Indonesia tetap tinggi, walaupun
telah dicetak ulang beberapa kali.
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Namun demikian, sejak semula pihak proyek menyadari
akan perlunya persebaran dan penyempurnaan buku tersebut.
Boleh dikatakan bahwa setiap tahun proyek senantiasa melaku-
kan evaluasi dan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi fakta
sejarah dan meluruskan interpretasi yang menyertainya. Kegiat-
an itu dilakukan karena memang sejarah sebagai catatan peris-
tiwa di masa lampau itu disusun berdasarkan dokumen tertulis
yang selain langka juga tidak mudah didapat. Sementara itu
pendekatan Sejarah Lisan yang mengandalkan pada ingatan
para pelaku sejarah yang pada umumnya telah lanjut usia dan
terlibat dalam berbagai pekerjaan, seringkali informasinya harus
dikaji kebenarannya. Oleh karena itulah Proyek IDSN sudah
melakukan kegiatan yang mendukung upaya penyempurnaan
buku Sejarah Nasional Indonesia sejak tahun 1980; jadi revisi
yang telah dilakukan tahun 1993 ini bukanlah yang pertama
kali. Revisi pada tahun 1980 itu kemudian diterbitkan oleh
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran
1982/1983. Buku revisi terbitan Proyek IDSN tahun 1982/
1983 itu setelah diperbaiki oleh masing-masing tim penulisnya
kemudian diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan melalui Balai Pustaka. Dengan demikian, buku Se-
jarah Nasional Indonesia edisi revisi tahun 1993 ini sebenarnya
merupakan edisi revisi yang ketiga kalinya, tanpa kecuali buku
Sejarah Nasional Indonesia jilid VI ini.

Menurut prakata yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto
* pada buku Sejarah Nasional Indonesia cetakan keempat (1984),
sesungguhnya Sejarah Nasional Indonesia jilid VI telah menga-
lami perubahan-perubahan tertentu yang membedakannya de-
ngan catatan-catatan edisi terdahulu. Perubahan itu meliputi
pembagian bab (dari tiga bab menjadi lima bab) dan segi uraian
isinya. Tambahan bab baru dalam edisi keempat (1984) ini
ialah uraian yang menyangkut beberapa peristiwa penting pada
masa Orde Baru sampai masa Pembangunan Nasional.

Sampai saat ini minat berbagai pihak khususnya para pe-
merhati dan pengguna sejarah, masih tetap besar. Perhatian
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mereka nampaknya dimaksudkan untuk memperbaiki dan
memperluas serta memperdalam isi buku ini, sedangkan perhati-
an khusus ditujukan terhadap uraian isi jilid VI memang sejak
awal penerbitannya telah memancing banyak pendapat. Hal ini
dapat dimengerti karena isi uraian jilid VI justru menyangkut
masa kini atau dikenal sebagai sejarah kontemporer. Sebagian
besar pelakunya sempat membaca dan terdorong ingin meng-
ungkapkan catatan mereka. Demikian juga masih banyak
orang yang mengalami atau mendengar langsung perjalanan
peristiwa yang belum lama terjadi. Pembicaraan sejarah kontem-
porer selalu mendapat sambutan yang luar biasa.

Tanggapan masyarakat terhadap buku Sejarah Nasional
Indonesia Jilid VI telah mendapat perhatian khusus dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat-pejabat teras Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan. Perhatian itu menunjukkan
betapa pentingnya menyempurnakan dan memperluas penulisan
sejarah kontemporer. Oleh karena itu Rakernas Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992 telah menetapkan
perlunya penyempurnaan buku Sejarah Nasional Indonesia
jilid VI disertai pengumpulan bahan untuk penulisan Sejarah
Nasional Indonesia jilid VII, sebagai jilid baru (tambahan) khusus
mengenai masa Orde Baru.

Keputusan Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan 1992 menunjuk Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mengambil langkah
dan menyusun program guna mewujudkan keputusan Rakernas
tersebut.

Untuk maksud melaksanakan keputusan Rakernas 1992,
pemimpin Proyek IDSN telah membentuk suatu tim yang ber-
tugas merevisi buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI sebagai-
mana yang diputuskan oleh Rakernas Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan itu.

Tim penyempurna telah sepakat bahwa revisi itu harus di-
lakukan secara mendasar, agar dapat diwujudkan hasil seperti
yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun

1992.
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Sehubungan dengan itu telah disusun kembali periodisasi
dalam uraian isi mencakup rentang waktu 1945--1965; dengan
demikian peristiwa yang akan digarap ialah sejak Proklamasi
Kemerdekaan sampai akhir masa Demokrasi Terpimpin, yaitu
sampai pecahnya Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan
oleh Partai Komunis Indonesia. Kesepakatan ini didasari oleh
pemikiran bahwa dewasa ini telah dilakukan pula revisi jilid V
yang mencakup periode penjajahan dalam era pergerakan na-
sional dan juga penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia yang
baru yaitu jilid VII. Dengan adanya langkah yang demikian,
bab-bab tertentu yang berisikan peristiwa menjelang Proklamasi
Kemerdekaan yang semula ada pada jilid VI akan dipindankan
ke jilid V yang sedang mengalami revisi, dan peristiwa sesudah
Gerakan 30 September masuk ke jilid VII yang sedang ditulis.

Untuk maksud itu, Bab I dar jilid VI yang menyangkut
uraian tentang Periode Zaman Jepang dipindahkan ke dalam
jilid V, sedangkan Bab V yang menyangkut uraian tentang Orde
Baru dipindahkan ke jilid VII yang merupakan buku baru dari
Sejarah Nasional Indonesia. Pemindahan bab-bab tersebut di-
lakukan berdasarkan relevansi isi dari masing-masing jilid Seja-
rah Nasional Indonesia. Dipindahkannya Bab I Zaman Jepang
ke jilid V karena isi jilid V ini akan menjadi ’utuh “yaitu yang
hanya menyangkut periode Pergerakan Nasional. Sebagaimana
kita ketahui, zaman Jepang merupakan bagian akhir dari pe-
riode Pergerakan Nasional. Adapun pemindahan Bab V dari
jilid VI yang menyangkut uraian tentang Orde Baru ke jilid VII
yang sedang ditulis, karena memang penulisan dan penambahan
satu jilid baru dari buku-buku Sejarah Nasional Indonesia itu
dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah buku yang sepenuh-
nya mencakup periode Orde Baru, dari awal sampai tahun 1988.

Revisi Sejarah Nasional Indonesia jilid VI tahun 1993 ini
juga menyentuh pada hampir semua bab yang lain, antara lain
dengan menambah fakta-fakta baru yang dapat diperoleh tim
berdasarkan kajian mereka masing-masing, tidak terkecuali
penyempurnaan bidang bahasa dan sistematika penyajian.



Apa yang disajikan dalam buku revisi ini merupakan hasil
maksimal yang dapat diperoleh sampai saat ini dan masih jauh
dari kesempurnaan. Walaupun demikian, hasil ini hendaknya
dapat menjadi landasan perbaikan, apalagi kalau fakta baru
dapat diungkapkan.

Oleh karena itu kami mengundang para pembaca untuk
mengungkapkan pemikiran, kelengkapan fakta dan uraian serta
koreksi sejujurnya untuk kepentingan kebenaran sejarah bangsa
kita dan untuk kepentingan pendidikan sejarah, baik bagi ge-
nerasi kini maupun untuk generasi hari esok.

Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, yang berada di
tangan pembaca sebagai edisi revisi, terwujud karena kerja keras
dari penulis-penulis terdahulu. Sehubungan dengan itu, tim
revisi ingin mengenang jasa besar Prof. Dr. Nugroho Notosusan-
to yang menjadi editor dan perintis penulisan Sejarah Nasional
Indonesia. Tanpa kerja keras dan keteguhan pendiriannya, buku
Sejarah Nasional Indonesia tidak pernah akan terwujud sebagai-
mana adanya sekarang ini.

Jakarta, Februari 1993

Tim Revisi
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BAB 1
PERANG KEMERDEKAAN

A. MENJELANG PROKLAMASI
1. Janji Perdana Menteri Koiso

Pada 7 September 1944 di dalam sidang istimewa ke—85
Teikoku Gimkai (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri
Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan,
bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan
merdeka “kelak di kemudian hari”.! Pernyataan tersebut
dikeluarkannya, karena semakin terjepitnya angkatan perang
Jepang dalam Perang Pasifik. Kepulauan Saipan yang letaknya
sangat dekat dengan Kepulauan Jepang, telah jatuh ke tangan
Amerika pada bulan Juli 1944. Keadaan ini menimbulkan

kegoncangan dalam masyarakat Jepang.?

Situasi dalam negeri Jepang semakin buruk sejak per-
tengahan tahun 1944. Moral masyarakat mulai merosot.
Produksi mesin-mesin perang merosot, yang mengakibatkan
berkurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah
dengan terganggunya jalur logistik karena hilangnya sejumlah
besar kapal angkut dan kapal perang.

\Pandji Poestaka, 15 September 1944, hal 561.
2prof. Dr. LJ. Brugmans, et al, Nederlandsh-Indie onder Jepanse Bezetting :
Gegevens en Documenten over de Jaren 1942—1945, Franeker, 1969, hal. 65.
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Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menye-
babkan jatuhnya Kabinet Tojo pada 17 Juli 1944 dan diang-
. katnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah
satu langkah yang diambil Koiso dalam mempertahankan
pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya ialah
dengan cara mengeluarkan pernyataan ’’Janji Kemerdekaan
terhadap Indonesia di Kelak Kemudian Hari”. Dengan cara
demikian Jepang mengharapkan bahwa serbuan pasukan-
pasukan Sekutu akan disambut oleh penduduk tidak sebagai
pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke ’’negara
merdeka’ .3

Dengan jatuhnya Saipan pada pertengahan tahun 1944
itu, dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang oleh
angkatan perang Sekutu dari Papua (Nugini), Kepulauan
Solomon, dan Kepulauan Marshall, seluruh garis pertahanan
di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang sudah
terbayang. Kemudian kedudukan di kota-kota Ambon, Maka-
sar, Manado, dan Surabaya mengalami serangan udara Sekutu,
bahkan tentara Sekutu telah pula mendarat di kota-kota
minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Menghadapi situasi
yang kritis itu, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di
bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada pada
1 Maret 1945 mengumumkan tentang pembentukan Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu
Junbi Cosakai) disingkat Badan Penyelidik Tindakan ini
merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji
Koiso tentang ’’Kemerdekaan Indonesia di Kelak Kemudian
Hari”. Maksud dan tujuannya ialah ’’untuk mempelajari
dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan
pembentukan Negara Indonesia Merdeka’. Susunan organi-
sasi ini dirancang terdiri atas ’’Badan Perundingan’ (Per-
sidangan) dan kantor Tata Usaha (sekretariat). Badan Perun-
dingan terdiri atas seorang kaico (ketua), dua orang fuku
kaico (ketua muda), dan 60 orang iin (anggota).

3Ibid, hal. 68.



Dari jumlah 60 anggota itu termasuk empat orang golong-
an Arab serta golongan peranakan Belanda, di samping ter-
dapat pula tujuh orang anggota berbangsa Jepang. Mereka
berstatus ’pengurus istimewa’ yang hadir pada setiap per-
sidangan, tetapi tidak mempunyai hak suara.* Pengangkatan
para anggota badan ini diumumkan pada 29 April 1945,
dan yang diangkat menjadi kaico adalah dr. KRT. Radjiman
Wediodiningrat. Fuku kaico pertama dijabat oleh seorang
Jepang yakni shucokan Cirebon bernama Ichibangase dan
RP. Suroso fuku shucokan Magelang diangkat sebagai- fuku
kaico 11, serta kepala sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda
dan Mr. AG. Pringgodigdo.’

2. Rumusan Dasar Negara, UUD 1945

Pada 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian dan
sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan bertempat di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pe-
jambon Jakarta (sekarang gedung BP7). Jenderal Itagaki
(panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singa-
pura yang membawahi Tentara Keduapuluhlima dan Tentara
Keenambelas dan Letnan Jenderal Nagano (panglima Tentara
Keenambelas di Jawa yang baru) menghadiri upacara pertama
ini. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran
bendera Hinomaru oleh Mr. AG. Pringgodigdo yang kemudian
disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh
Toyohito Masuda

Dalam sidang pertama Dokuritsu Junbi Cosakai atau
Badan Penyelidik dimulai dengan membahas dan merumuskan
Undang-Undang Dasar, yang dimulai dengan persoalan ’dasar’
bagi Negara Indonesia Merdeka. Dalam kata pembukaannya,
Ketua dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para
anggota mengenai dasar Negara Indonesia Merdeka yang akan

4Pengumuman Saiko Shikikan pada hari perayaan Jawa baru yang ketiga,
Ken Po, No. 62, (10 Maret 1945).

5Ken Po, No. 67, 25 Mei 1945; dan Asia Raya, 5 Juni 1945.
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dibentuk itu. Ternyata ada tiga anggota yang memenuhi
permintaan tersebut, yakni yang secara khusus membicarakan
dasar negara. Mereka itu secara berturut-turut adalah Mr.
Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Yang dianggap pertama kali mengetengahkan rumusan
dasar Negara Indonesia Merdeka ialah Mr. Muhammad Yamin.
Pada 29 Mei 1945, yakni hari pertama dari persidangan per-
tama Badan Penyelidik, Muhammad Yamin memulai pidato-
nya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut :

"

........... oo o .kewadjlban jang terpikul di atas kepala
dan kedua bahu kita, ialah suatukewadjiban j jang sangat teris-
timewa. K_e.wadjlbansuntuk ikut menje]ldlkl bahan-bahan jang
akan mendjadi,dasar dan susunan negara Jang akan terbentuk
dalam suasana kemerdekaan............

Jadi jelas bahwa pidatonya itu semata-mata mengenai
dasar negara dan yang bersangkutan dengan dasar negara. Di
dalam pidatonya, selanjutnya Muhammad Yamin mengemuka—
kan lima ’Azas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”
sebagai berikut :

(1) Peri Kebangsaan

(2) Peri Kemanusiaan

(3) Peri Ke—Tuhanan

(4) Peri Kerakyatan

(5) Kesejahteraan Rakyat ’

Dua hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr.
Soepomo memulai pidatonya dengan kalimat, ’Paduka Tuan

Ketua, hadirin jang terhormat! . . . . . Soal jang kita bitjara-
kan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnja Negara Indo-

SKutipan tersebut berdasarkan naskah yang pernah ditulis oleh Muhammad
Yamin ketika itu, kemudian diselipkan dalam bukunya yang berjudul Naskah Per-
siapan Undang-Undang Dasar 1945, 1959, hal. 88; Cetakan pertama, disertai kata
pengantar oleh Presiden Soekarno yang ditulis tangan.

" "Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, op. cit., hal 83-107; Llhat pula Nugroho
Notosusanto, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik,
Cetakan ke—2, Jakarta, 1976, hal. 16.



nesia Merdeka . . . . . 8 Sedangkan kata-kata penutupnya
antara lain, . . . .. Sekian sadja Paduka Tuan Ketua, tentang
dasar-dasar jang hendaknja mendirikan Indonesia Merdeka”.®
Dengan demikian kiranya juga jelas, bahwa Prof. Soepomo
pun memusatkan pembicaraannya kepada dasar negara Indo-
nesia Merdeka. Dasar-dasar yang diajukannya untuk Indonesia
Merdeka adalah persatuan”, “’kekeluargaan’, ’’keseimbangan
lahir batin”, musyawarah”, dan ’keadilan rakyat”. 1°

Keesokan harinya, pada 1 Juni 1945, berlangsunglah rapat
terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan
itu -Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian
dikenal dengan nama ’’Lahirnya Pancasila”. Keistimewaan
pidatonya kecuali berisi pandangan atau usul mengenai dasar
Negara Indonesia Merdeka juga berisi usul mengenai nama
bagi dasar negara, yakni Pancasila, Trisila atau Ekasila. ’Saya
namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa,
namanya Pantja Sila . . . . . 11 Setelah mengetengahkan ke-
mungkinan diperasnya Pancasila menjadi hanya tiga azas,
Soekarno mengatakan, ’’Pantja Sila menjadi Trisila, Trisila
menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan, mana yang
tuan-tuan pilih: Tri Sila, Eka atau Pantja Sila’’'*> Jadi yang
lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila (di sam-
ping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih).

Pada kesempatan itu Ir. Soekarno mengemukakan rumusan
lima dasar Negara Indonesia Merdeka sebagai berikut :

8Nugroho Notosusanto, “Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, op. cit,
hal 10; Lihat pula Prof. Dr. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid., hal. 120.

9Nugroho Notosusanto, ibid, Lihat pula Prof. Mr. H Muhammad Yamin,
ibid.

19Nugroho Notosusanto, ibid., hal 17; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid.
hal. 109-121.

11Nugroho Notosusanto, ibid,, hal 10; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid.,
hal. 78.

12Nugroho Notosumnto, Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, op. cit.,
hal 10; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, op. cit., hal. 79.



(1) Kebangsaan Indonesia

(2) Internasionalisme atau Peri—kemanusiaan
(3) Mufakat atau Demokrasi

(4) Kesejahteraan Sosial

(5) Ke—Tuhanan Yang Maha Esa.'?

Dengan berakhirnya rapat 1 Juni itu selesailah pula seluruh
persidangan pertama Dokuritsu * Junbi Cosakai. Selama itu
tidak menghasilkan sesuatu kesimpulan atau rumusan. Se-
lama persidangan berlangsung, anggota hanya mendengarkan
pandangan umum dari pembicara-pembicara yang menge-
tengahkan wusul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia
Merdeka. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakan-
lah ’reses’ selama satu bulan lebih.

Sebelum memasuki reses itu, Badan Penyelidik membentuk
suatu Panitia Kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan
anggotanya Drs. Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadikoesoemo,
Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Oto Iskandar di Nata,
Mr. Muhammad Yamin dan Mr. A.A. Maramis. Mereka bertugas
menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para
anggota yang oleh ketua telah diminta untuk diserahkan melalui
sekretariat. Pada rapat pertama persidangan kedua Badan
Penyelidik 10 Juli 1945, Panitia Kecil itu dimintai laporan oleh
Ketua Radjiman yang telah pula dipenuhi oleh ketuanya,
Ir. Soekarno.!*

Ir. Soekarno melaporkan bahwa Panitia Kecil itu pada
22 Juni mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan
dengan 38 anggota Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Pe-
nyelidik, yang sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang
Cuo Sangi In. Pertemuan itu oleh Ir. Soekarno ditegaskan
merupakan “’rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan

13Nugtoho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan
Pancasila Yang Otentik, hal. 17.

14Nugmho Notosusanto, ”Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, op. cit,
hal. 11; Lihat pula Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid,, hal. 147



anggota-anggota Dokuritsu Junbi Cosakai’’. Hasil dari per-
temuan itu ialah telah ditampungnya suara-suara dan usul-
usul lisan dari pihak anggota Badan Penyelidik.'*

Dengan hasil rapat pertemuan-pertemuan itu terbentuklah
sebuah panitia kecil lain yang anggotanya berjumlah sembilan
orang. Kesembilan anggota itu berkumpul untuk menyusun
rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para
anggota dan kemudian terkenal dengan sebutan Panitia Sembilan
yang terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muhammad
Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Abdulkahar
Muzakkir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim dan Abikusno Tjokro-
sujoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambar-
kan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia
merdeka.

Oleh Mr. Muhammad Yamin rumusan hasil Panitia Sembilan
itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka berbunyi
sebagai berikut :

(1) Ke—Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya

(2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

(3) Persatuan Indonesia

(4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan

(5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia !¢

Rumusan terakhir naskah dasar negara dilakukan pada
persidangan kedua yang dimulai 10 Juli 1945. Pada kesempatan
itu dibahas rencana Undang-Undang Dasar, termasuk soal
pembukaan atau preambulnya oleh sebuah Panitia Perancang

lsNug;roho Notosusanto, ’Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, op. cit,
hal 11; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, op. cit.,, hal. 148.

16Mr. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,

Djakarta— Amsterdam, 1954, hal 12; Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi
Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik, hal 14.



‘Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan
anggota-anggota lainnya AA. Maramis, Oto Iskandar di Nata,
Poeroebojo, Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Dr. Mr.
Soepomo, Mr. Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim, Parada
Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr.
Sartono, Mr. Wongsonegoro, Wurjaningrat, Mr. RP. Singgih,
Tan Eng Hoat, Prof. Dr. PA. Husein Djajadiningrat dan dr.
Sukiman. 7

Dalam rapatnya 11 Juli, Panitia Perancang Undang-Undang
Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambule yang diambil
dari Piagam Jakarta. Panitia tersebut kemudian membentuk
sebuah Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar’’ yang
diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo dengan anggota-anggota
lain Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis,
Mr. RP. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil peru-
musan panitia Kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah
“Panitia penghalus bahasa’®> yang terdiri atas Husein Djaja-
diningrat, Agus Salim, dan Soepomo. Panitia itu bertugas pula
menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-
Undang Dasar yang sudah dibahas itu.'®

Persidangan kedua Dokuritsu Junbi Cosakai dilanjutkan
pada tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno selaku ketua
melaporkan tiga hasil panitia, yakni :

(1) Pernyataan Indonesia Merdeka
(2) Pembukaan Undang-Undang Dasar
(3) Undang-Undang Dasarnya sendiri (batang tubuhnya).

Adapun konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun
dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan
.sisipan yang panjang sekali, terutama di antara alinea pertama

l'7Nug|:ohc» Notosusanto, “Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, op. cit,
hal. 12; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Ngskah Persiapan Undang-Undang Dasar
1945, hal. 250-251.

.~ 18Nygoho Notosusanto, ibid, hal. 12—13; Prof. Mr. Muhammad Yamin,
ibid , hal 261.



dan alinea kedua, sedangkan konsep pembukaan Undang-
Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat
(dan terakhir) ¢ Piagam Jakarta.!®* Kedua konsep itu diterima
oleh sidang setelah berlangsung diskusi kurang lebih satu jam
lamanya.?°

Pembukaan beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945 pada 18 Agustus 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI),?' yakni suatu badan yang
dibentuk pada 7 Agustus 1945. Badan ini sebagai ganti
Dokuritsu Junbi Cosakai. Dalam perkembangan kemudian
yang relatif singkat, anggota-anggotanya ditambah sendiri
oleh pihak Indonesia terlepas dari pengendalian Jepang.

' Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan
adalah konsep yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang
kemudian diambilalih oleh Panitia Kecil.?? Sebelum konsep
itu disahkan, atas prakarsa Drs. Moh. Hatta, setelah menerima
pesan dari tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia Bagian Timur,
sila pertama dasar negara yang tercantum di dalam Pembukaan
itu, yang semula berbunyi, ’Ke—Tuhanan, dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah
menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa Rumusan itu diajukannya
setelah berkonsultasi dengan empat pemuka Islam yakni Ki
Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singo-
dimedjo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan.?*> Rumusan yang otentik
itu berbunyi sebagai berikut :

19Nugroho Notosusanto, ibid, hal. 13; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid.,
hal. 273-276.

2oNug'roho Notosusanto, ibid; Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, ibid,. hal
284 21. Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan
Pancasila Yang Qtentik, hal. 19.

“Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan
Pancasila Yang Otentik, hal. 19.

22Nugroho Notosusanto, ’Mengamankan Pancasila Dasar Negara™, op. cit.,
hal. 14.

23Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Djakarta, 1970,
hal. 59.
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(1) Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

(3) Persatuan Indonesia :

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa
orang telah ikut serta di dalam usaha rumusan Pancasila sebagai
dasar negara. Rumusan individual berasal dari Mr. Muhammad
Yamin, Prof. Mr. Dr. Soepomo dan Ir. Soekarno, sedangkan
rumusan bersama dilakukan oleh para anggota Panitia Sembilan.

3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan
Golongan Pemuda

Memuncaknya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia didorong oleh aktivitas dan golongan-golongan dalam
masyarakat. Golongan tua maupun golongan muda sama-sama
berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera di-
proklamasikan, perbedaan terletak pada cara melaksanakan
keinginan itu. Golongan tua sesuai pandangan politiknya
berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertum-
pahan darah. Mereka menggantungkan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(Dokuritsu Junbi linkai).**

Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) itu diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat
dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka
diwajibkan memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut :

Pertama, untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia
harus ikut dalam perang, karena itu bangsa Indonesia harus
mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama
dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk

24 en Po, No. 70 (10 Juli 1949), hal. 19.
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memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur
Raya.?s

Kedua, Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkung-
an Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, sesuai dengan
cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakko—Iciu.

Dengan dibentuknya PPKI pada 7 Agustus 1945, pada
saat yang sama Dokuritsu Junbi Cosakai dianggap bubar.
Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yama-
moto mengucapkan terimakasihnya dan menegaskan kepada
mereka bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak
dipilih oleh pejabat dilingkungan Tentara Keenambelas, tetapi
oleh Jenderal Besar Terauci sendiri yang menjadi penguasa
tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih dan tidak
hanya wakil-wakil dari Jawa yang ada di bawah pemerintahan
Tentara Keenambelas, tetapi juga dari berbagai pulau. Komposi-
si keanggotaan badan tersebut adalah 12 dari Jawa, tiga dari
Sumatera, dua dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang
dari Sunda Kecil (Nusatenggara), seorang dari Maluku, dan se-
orang dari golongan Cina.?® Ketua ialah Ir. Soekarno, dengan
wakilnya Drs. Moh. Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ah-
mad Subardjo. Atas inisiatif Ir. Soekarno sebagai ketua, anggota
PPKI tanpa seizin Jepang? 7 ditambah enam orang lagi.

Setelah pembentukan badan -itu Jenderal Besar Terauci me-
manggil tiga tokoh Nasional, yakni Ir. Soekarno, Drs. Moh.

25l’engumuman Gunseikan Mayor Jenderal Moiciro Yamamoto, lihat Ken Po,
No. 72 (10 Agustus 1945), hal. 12.

26 Anggota PPKI dari Jawa : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dr. Radjiman We-
diodiningrat, Oto Iskandar di Nata, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Surjo-
hadimidjojo, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, Prof. Mr. Dr. Soepomo,
Abdul Kadir, Purubojo; dari Sumatera :dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul
Abas; dari Sulawesi: Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Andi Pangeran; dari Kalimantan:
A.A. Hamidhan, dari Sunda Kecil (Nusatenggara): Mr. I. Gusti Ketut Pudja; dari
Maluku Mr. J. Latuharhary; golongan Cina: Drs. Yap Tjwan Bing, lihat Prof. M.
Hadji Muhd. Yamin, op. cit., hal. 399, )

27Anggota-anggom itu adalah : Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr.
Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Ahmad Su-
bardjo.
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‘Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada 9 Agustus 1945
mereka berangkat menuju ke markas besar Terauci di Dalat
(Vietnam). Dalam pertemuan di Dalat, Jenderal Besar Terauci
menyampaikan kepada ketiga tokoh tersebut bahwa pemerintah
kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerde-
kaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya da-
pat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia
akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin
pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia
melainkan bagian demi bagian sesuai kondisi setempat.?®

Dalam perjalanan mereka kembali menuju Jakarta, pada 14
Agustus 1945, Kota Hiroshima mengalami pemboman oleh
Sekutu yang disusul dengan hancumya Nagasaki. Setibanya di
Jakarta, 15 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
didatangi Sutan Syahrir dan mendesak untuk memproklamasi-
kan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji Jepang kare-
na Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Namun demikian
Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masih ingin mendapat kepasti-
an tentang kebenaran berita kapitulasi Jepang dari pihak resmi
dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi pada
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.?®

4. Peristiwa Rengasdengklok

Pada 16 Mei 1945 diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa
di Bandung, yang penyelenggaraannya disponsori oleh Angkatan
Moeda Indonesia. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif Jepang
pada pertengahan 1944, kemudian berkembang menjadi suatu
pergerakan pemuda yang anti Jepang.’® Kongres ini dihadiri
lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh

28  \Mohammad Hatta, op. cit., hal. 18-19; lihat juga Brugmans, op. cit., hal.
594-595.

29 Kishi, Nishijima, et. al., op. cit., hal. 457; Muhammad Hatta, op. cit.,
hal. 26-27.

30 sidik, Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Cetakan III, 1964,
hal. 76-77.
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Jawa, antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Tjokroami-
noto, Harsono Tjokroaminoto, serta sejumlah mahasiswa Ika
Daigaku Jakarta. Dalam Kongres Pemuda tersebut para pemim-
pin Angkatan Muda Indonesia menganjurkan agar para pemuda
di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk me-
laksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang bukan hadiah Jepang.
Pertemuan berlangsung dalam suasana militan dan nasionalistis.
Ketika itu hanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa lagu
Kimigayo dan hanya dikibarkan bendera Merah Putih, tanpa
didampingi oleh bendera Hinomaru.3?

Setelah kongres berlangsung selama tiga hari, berhasil me-
ngeluarkan dua resolusi yaitu: pertama, semua golongan Indone-
sia terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di
bawah satu pimpinan nasional saja. Kedua, dipercepatnya pelak-
sanaan resolusi Kemerdekaan Indonesia,®? tetapi, yang diberita-
kan pers resmi dan pers Jepang, resolusi itu diputarbalikkan -
dengan mengatakan bahwa kongres itu menyatakan dukungan
sepenuhnya dan kerjasama erat dengan Jepang dalam usaha
mencapai kemenangan akhir.

Pemutarbalikan isi resolusi Kongres Pemuda oleh pers resmi
Jepang ini menimbulkan amarah beberapa tokoh pemuda yang
hadir, terutama utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni,
Harsono Tjokroaminoto, dan Chairul Saleh. Mereka bertekad
untuk mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indo-
nesia dan bermaksud untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda
yang lebih radikal.

Dalam perkembangan selanjutnya pada 3 Juni 1945 mereka
mengadakan pertemuan rahasia di Jakarta yang dihadiri sekitar
100 pemuda dengan membentuk suatu panitia khusus yang di-
ketuai oleh BM. Diah dengan para anggotanya, yakni Sukarni,
Sudiro, Sjarif Thajeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul
Saleh, F. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan rahasia
itu belum berhasil merumuskan langkah-langkah untuk mereali-

31 yuwancara dengan Diamal Ali di Jakarta, 14 April 1972.
32 45ia Raya, 24 Mei 1945.
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sasikan tekad mereka, karena itu mereka memandang perlu un-
tuk mengadakan pertemuan rahasia lagi pada 15 Juni 1945.
Pertemuan itu berhasil membentuk organisasi Gerakan Angkat-
an Baroe Indonesia.’ 3

Tujuan gerakan tersebut, pertama, mencapai persatuan di
antara seluruh golongan masyarakat Indonesia; kedua, menanam-
kan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka
sebagai rakyat yang berdaulat; dan ketiga, membentuk negara
kesatuan Republik Indonesia dan keempat, mempersatukan In-
donesia bahu-membahu dengan Jepang tetapi jika perlu gerakan
itu bermaksud untuk “mencapai kemerdekaan dengan kekuat-
annya sendiri”.34

Dalam menghadapi aktivitas kelompok pemuda radikal yang
telah membentuk organisasi Angkatan Baru Indonesia, Saiko
Sikikan yang baru, Letjen J. Nagano, meminta kepada Cuo
Sangi In untuk bersidang dan mencari alternatif pemecahannya.
Permintaan saiko sikikan itu dipenuhi dan Cuo Sangi In meng-
adakan sidangnya yang ke-8 pada 2 Juli 1945. Di dalam sidang
itu saiko sikikan menyampaikan kemungkinan pembentukan
organisasi baru bertujuan untuk lebih mengobarkan semangat
dan perang. Permyataannya tentang kemungkinan pembentu-
kan organisasi baru itu mendapat tanggapan dari Cuo Sangi in,
dengan menyarankan pembentukan Gerakan Rakyat Baru yang
dimaksudkan untuk menampung kekuatan-kekuatan yang ada
di dalam masyarakat, saran itu segera direalisasikan. Susunan
pengurus gerakan itu terdiri atas 80 orang termasuk kelompok
pemuda radikal seperti Chairul Saleh, Sukarni, BM. Diah, As-
mara Hadi, Harsono Tjokroaminoto, Sudiro, Supeno, Adam
Malik, S.K. Trimurti, Sutomo, dan Pandu Kartawiguna. Anggo-
tanya terdiri atas penduduk asli Indonesia dan bangsa Jepang,
- golongan Cina, golongan Arab, dan peranakan Eropa.

33 Sudiro, Pengalaman saja di sekitar Proklamasi 17 Agustus 45, Jakarta,
hal. 11-16.

4
Ibid., hal. 9-15.
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Pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda radikal di da-
lamnya dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mere-
ka. Somubuco Mayor Jenderal Nishimura menegaskan bahwa
setiap pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk sepe-
nuhnya kepada Gunseikanbu (pemerintah militer Jepang) dan
mereka harus pula bekerja di bawah pengawasan pejabat-pejabat
Pemerintah Jepang. Gerakan Rakjat Baroe diresmikan pada 28
Juli 1945. Dua organisasi besar, yaitu Jawa Hokokai dan Masju-
mi dilebur menjadi satu, tetapi tidak seorang pun tokoh kelom-
pok pemuda radikal yang bersedia menduduki kursi yang telah
disediakan untuk mereka; dengan demikian semakin tajam per-
selisihan paham antara golongan tua dan golongan muda dalam
cara melaksanakan pembentukan negara Indonesia Merdeka.?$ -

Adanya perbedaan paham itu telah mendorong para pemim-
pin pemuda untuk membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
ke luar kota. Niat itu berdasarkan keputusan rapat yang diada-
kan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa Zaman
Jepang (atau pukul 24.00 WIB) menjelang 16 Agustus 1945
di Asrama Baperpi Cikini No. 71, Jakarta.?® Rapat ini dihadiri
oleh pimpinan kelompok pemuda yaitu Sukarni, Jusuf Kunto,
dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Shodanco Singgih dari
Daidan Peta Jakarta Syu. Bersama Chairul Saleh mereka telah
bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat itu, antara
lain “’menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar
kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari segala pengaruh
Jepang”. Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang,
Shodanco Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan
keputusan tersebut.

;2 Ken Po, No. 70 (10 Juli 1949) hal. 19. 36.

Merupakan asrama pemuda yang juga menjadi markas Baperpi (Badan
Permusyawaratan Pemuda Indonesia); lihat Adam Malik, Riwayatr dan Perdjuangan
Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Djakarta, 1970, hal. 38; berdasar-
kan buku catatan Djohar Nur Tentang Proklamasi 17-8-1945 yang dibuat di Jakarta
pada tahun 1952 dan hasil wawancara dengan yang bersangkutan pada tanggal 16
Juli 1975 di Jakarta.
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- Pelaksanaannya berjalan lancar setelah mereka memperoleh
bantuan .berupa perlengkapan tentara (Peta) dari Cudanco
Latief Hendraningrat yang pada saat itu mewakili Daidanco
Kasman Singodimedjo yang sedang bertugas ke Bandung.?’
Pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang
(pukul 04.00 WIB) Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dijemput
dari rumah mereka oleh sekelompok pemuda dibawa ke luar
kota menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kewedanaan di
Kebupatian Karawang.

Rengasdengklok dipilih menjadi tempat mengamankan
Soekarno—Hatta karena pertimbangan keamanan. Di sini ada
satu cudan (kompi) tentara Peta Daidan Jakarta. Rengasdeng-
klok letaknya terpencil yakni sekitar 15 kilometer ke arah utara
dari pertigaan Kedunggede. Di Kedunggede terdapat pos penja-
gaan tentara PETA, dengan demikian setiap ada gerakan tentara
Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok dapat di-
ketahui.?8

Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengasdeng-
klok. Para pemuda bermaksud menekan mereka supaya segera
melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan tanpa ada kaitan de-
ngan Jepang. Karena kedua pemimpin bangsa itu mempunyai
wibawa yang cukup besar; maka para pemuda yang membawa-
nya ke Rengasdengklok tidak berani memaksakan kehendak-
nya.}’®

Sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subardjo dari
golongan tua dengan Wikana dari golongan muda tercapai kata
sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di
Jakarta. Hal ini didukung oleh kesediaan Laksamana Muda Ta-
dashi Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan
dan menjamin keselamatan mereka. Berdasarkan kesepakatan

37 Wawancara Pusat Sejarah ABRI dengan Drs. Singgih, di Jakarta, pada
7 Juli 1975, transkripsi.
38 Wawancara simultan Pusat Sejarah ABRI, Rengasdengklok, 8 Agustus

1974, transkripsi.
39 Mr. Ahmad Subardjo, lahtmya Republik Indonesia, Djakarta, 1972, hal.

94; Wawancara Rengasdengklok, idem.
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itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengan-
tarkan Mr. Ahmad Subardjo bersama sekretaris pribadinya
Sudiro (mbah) ke Rengasdengklok untuk menjemput Ir. Soekar-
no dan Drs. Moh. Hatta. Rombongan tiba pada pukul 18.00
waktu Jawa Zaman Jepang (pukul 17.30 WIB). Di Rengasdeng-
klok Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda de-
ngan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan
diumumkan pada 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-
lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut komandan
kompi Peta setempat Cudanco Subeno bersedia melepaskan
Ir. Soekamno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.*®

5. Rumusan Teks Proklamasi

Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa Za-
~man Jepang (pukul 23.30 WIB) rombongan menuju rumah
Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Muse-
um Proklamasi instansi di bawah Depdikbud) setelah Soekarno
dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu.

Dari rumah Maeda, Soekarno dan Hatta pergi menemui
Somubuco Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajagi sikap-
nya tentang Proklamasi Kemerdekaan. Mereka ditemani Laksa-
mana Tadashi Maeda bersama Shigetada Nishijima dan Tomigo-
ro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah.* !

Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara
Soekarno—Hatta di satu pihak dengan Nishimura di lain pihak
Soekarmno—Hatta menekankan kepada Nishimura bahwa Jen-
deral Besar Terauci telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak Nishimura
menegaskan garis kebijaksanaan Panglima Tentara Keenambelas
di Jawa, yakni dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu
berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan
lagi mengubah status quo, karena sejak tengah hari sebelumnya

40'Nugroho Notosusanto, The Japanese Occupation and Indonesia Indepen-
dence, Jakarta, 1945, hal. 25.
41 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, hal. 53.
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tentara Jepang semata-mata harus tunduk kepada perintah
Sekutu.

Berdasarkan garis kebijaksanaan itu Nishimura melarang
Soekarno—Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelak-
sanaan  Proklamasi Kemerdekaan,®? karena itu Soekarmo—
Hatta sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi
membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Je-
pang. Mereka hanya mengharap pihak Jepang tidak menghalang-
halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.* 3

Setelah pertemuan itu Soekarno dan Hatta kembali ke ru-
mah Maeda yang dianggap aman dari tindakan campur-tangan
Angkatan Darat. Sesuai dengan kode etik yang berlaku, kedu-
dukan Maeda sebagai kepala Kantor Penghubung Angkatan
Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya
berhubungan dengan Mr. Ahmad Subardjo dan sejumlah pemu-
da Indonesia yang bekerja di kantornya. Berdasarkan hubungan
baik itu rumah Maeda sering dijadikan tempat pertemuan antara
pelbagai golongan Pergerakan Nasional baik golongan tua mau-
pun golongan pemuda.* *

Dalam perkembangan selanjutnya berdatanganlah anggota-
anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda ke kediaman Maeda.
Selanjutnya Soekarno—Hatta bersama Subardjo menuju ruang
makan untuk merumuskan naskah Proklamasi Kemerdeka-
an Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah meninggalkan per-
temuan menuju ke lantai dua. Miyoshi yang semula mengantar
Soekarno—Hatta ke kediaman Maeda masih tetap berada di situ
tatkala naskah Proklamasi dirumuskan; demikian pula se-
jumlah tokoh pemuda antara lain Sukarni, (mbah) Soediro, BM.
Diah, Wikana, Chairul Saleh dan Sajuti Melik. Tokoh-tokoh
lainnya, baik dari golongan tua maupun muda menunggu di se-
rambi muka. Ir. Soekarno menulis konsep Proklamasi pada se-

42 pid., hal. 5354,
:i‘ Moh. Hatta. op. cit., hal. 55.
Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan
Pancasila yang Otentik, hal. 10-11.
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carik kertas, Drs. Moh. Hatta bersama Mr. Ahmad Subardjo
menyumbangkan pikiran secara lisan.** Sebagai hasil pembicara-
an mereka bertiga diperolehlah rumusan tulisan tangan Ir. Soe-
karno yang berbunyi sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan
Indonesia.

Hal-2 jang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.1., diseleng-
garakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-

singkatnja.

Djakarta, 17-8- 05
Wakil-2 bangsa Indonesia,*®

Kalimat pertama merupakan saran Mr. Ahmad Subardjo
yang diambil dari rumusan Dokuritsu Junbi Cosakai, sedangkan
kalimat terakhir sumbangan pikiran Drs. Moh. Hatta. Ia meng-
anggap kalimat pertama hanya merupakan pernyataan dari
kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut
pendapatnya, perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengali-
han kekuasaan. Pendapat itu tertera dalam rumusan kalimat
terakhir dari naskah Proklamasi tersebut.’

Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu
selesai merumuskan naskah Proklamasi, kemudian mereka me-
nuju serambi muka untuk menemui hadirin yang telah ber-
kumpul. Saat itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa zaman
Jepang (pukul 04.00 WIB).*® Ir. Soekarno mulai membuka per-
temuan menjelang subuh dengan membacakan rumusan naskah
Proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang
hadir Ir. Soekarno menyarankan agar bersama-sama menanda-
tangani naskah Proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indone-

45 mid., hal. 11.

46 Ibid., hal. 11-12.

47 Moh. Hatta, op. cit., hal. 57-58; Mr. A. Subardjo, op. cit., hal. 109.
48 Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 11.
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sia.*® Saran itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengam-
bil contoh kepada naskah Declaration of Independence Amerika
Serikat.5® Usul itu ditentang oleh pihak pemuda yang tidak se-
tuju ikutsertanya tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya
sebagai “budak-budak Jepang”*! turut menandatangani naskah
Proklamasi.’> Namun demikian kemudian salah seorang tokoh
pemuda, Sukarni, mengusulkan agar yang menandatangani nas-
kah Proklamasi cukup dua orang saja, yaitu Soekarno-Hatta
atas nama bangsa Indonesia.’® Dengan disetujuinya usul Sukarni
itu oleh hadirin, Ir. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik
untuk mengetik naskah itu berdasarkan konsep tulisan tangan
Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah di-
setujui sebelumnya.’*

Sayuti Melik segera mengetik naskah rumusan Proklamasi
itu. Ada tiga perubahan yang terdapat dalam naskah tersebut,
yakni kata-kata “tempoh” diganti menjadi “tempo” wakil-
wakil bangsa Indonesia’® pada bagian akhir diganti dengan
”Atas nama Bangsa Indonesia”; demikian pula perubahan ter-
jadi pada cara menulis tanggal, yaitu ’Djakarta, 17-8-05” men-
jadi ”Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ’05”. Dengan perubahan
tersebut, naskah yang sudah diketik segera ditandatangani oleh
Soekarno dan Hatta di rumah itu juga.>®

49 .
5o [id., hal. 11-12.

57 Moh. Hatta, op. cit., hal. 59.
Brog Anderson, Revolusi Pemuda terjemahan oleh . . . ... , Jakarta, Sinar
Harapan

53 Nugrolm Notosusanto, op. cit,, hal. 11-12.
53 Ibid, hal. 12-13; Moh. Hatta, op. cit., hal. 60.
54 mid.

55 Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 12-13.
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- PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan

Indonesia. :
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.Ll. dise-

lenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesing-
kat-singkatnja. ;
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen’05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
(tandatangan Soekarno)
(tandatangan Hatta)

Demikianlah pertemuan yang menghasilkan naskah Prokla-
masi Kemerdekaan itu berlangsung pada 17 Agustus 1945 dini
hari. Timbul persoalan tentang bagaimana caranya naskah ter-
sebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan
bahwa Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) di sudut teng-
gara lapangan Monumen Nasional) telah dipersiapkan bagi ber-
kumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembaca-
an naskah Proklamasi. Ir. Soekarno menganggap Lapangan Ika-
da adalah salah satu lapangan umum yang bisa menimbulkan
bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang, karena
itu ia mengusulkan supaya upacara Proklamasi dilakukan di
rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No. 56.

Usul itu disetujui dan pembacaan naskah Proklamasi Kemer-
dekaan Indonesia berlangsung di tempat itu pada Jum’at 17
Agustus 1945 pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul
10.00 WIB) di tengah-tengah bulan Puasa.

B. PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

1. Proklamasi Kemerdekaan
Pada pukul 05.00 (waktu Jawa pada Zaman Jepang), fajar
pagi 17 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia ke luar dari

kediaman Laksamana Maeda. Mereka pulang ke rumah masing-
masing setelah berhasil merumuskan naskah Proklamasi Kemer-
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dekaan Indonesia. Mereka telah sepakat untuk memproklamasi-
kan kemerdekaan di rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan Ti-
mur No. 56 (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemer-
dekaan), pada pukul 10.30 (waktu Jawa pada zaman Jepang)
atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelum pulang, Bung Hatta
berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kan-
tor berita, terutama BM. Diah, agar memperbanyak naskah Pro-
klamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.® ¢

Para pemuda tidak langsung menuju ke rumah masing-ma-
sing, tetapi mereka membagi tugas dalam kelompok-kelompok
untuk menyelenggarakan pembacaan naskah Proklamasi. Ma-
sing-masing kelompok pemuda mengirimkan kurir untuk mem-
beritahukan kepada masyarakat bahwa Proklamasi Kemerdeka-
an akan segera diumumkan. Salah satu kelompok adalah para
pemuda yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (sekarang jalan
Dr. Sahardjo, SH) yang dipimpin Sukarni. Pagi itu mereka juga
melakukan rapat rahasia di Kepu (Kemayoran), kemudian pin-
dah ke Defensielin van den Boscn (sekarang Jalan Bungur Besar)
untuk mengatur pelaksanaan dan cara penyiaran berita Prokla-
masi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan un-
tuk maksud itu. Selebaran, pengeras suara, dan mobil-mobil
akan dikerahkan ke segenap penjuru kota.’” Diusahakan juga
pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi
di Pegangsaan Timur No. 56.

Ribuan selebaran berhasil dicetak dengan mesin stensil pada
pagi itu juga dan segera disebarkan ke pelbagai penjuru kota.
Di dalam situasi yang menegangkan itu para-pemuda memasang
selebaran ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
Berita itu juga secara beranting disampaikan ke luar Kota Ja-
karta.

56 Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Djakarta, 1969,
hal. 53; Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, Kesadaran Nasional: Otobiografi, Jakarta,
1978, hal. 339-340.

57 Adam Malik, Riwajat dan Perdjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945, Djakarta, 1962, hal. 59.
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Tanpa diduga oleh siapa pun pada pagi hari itu, 17 Agustus
1945, para pemuda datang berbondong-bondong menuju ke
Lapangan Ikada, namun pihak Jepang telah mengetahui kegiatan
para pemuda itu, karena itu mereka berusaha menghalang-ha-
langinya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan-pasukan Je-
pang yang bersenjata lengkap.’® Karena informasi dari kawan-
kawannya yang disampaikan secara beranting dari mulut ke mu-
lut bahwa Proklamasi akan diucapkan di tempat itu. Ternyata
Proklamasi tidak jadi diadakan di Lapangan Ikada, melainkan di
Pegangsaan Timur No. 56.5° Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro
juga tiba di Lapangan lkada dan melihat pasukan-pasukan Je-
pang menjaga lapangan itu. Ia segera kembali dan melaporkan
hal itu kepada dr. Muwardi, kepala keamanan Ir. Soekarno
pada waktu itu. Sudiro mendapat penjelasan bahwa Proklamasi
tidak diadakan di Ikada melainkan di Pegangsaan Timur No.
56. Sudiro segera kembali ke Ikada untuk memberitahukan hal
itu kepada anak buahnya.

Pada pagi hari itu juga rumah Ir. Soekarno dipadati oleh
sejumlah massa pemuda yang berbaris secara teratur dan tertib.
Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan naskah Prokla-
masi, dr. Muwardi meminta kepada Cudanco Latief Hendraning-
rat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-
jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno. Permintaan ini dipenuhi oleh
Cudanco Latief, dan beberapa orang prajurit peta berjaga-jaga
di sudut gedung-gedung Jalan Pegangsaan di sekitar jalan kereta
api yang membujur ke belakang rumah itu.%® Di samping itu
di ksatrian mereka di Jaga Monyet telah disiagakan pasukan
yang dipimpin Syodanco Arifin Abdurrahman.

58 Sudiro, Pengalaman saja di sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta,
1974, hal. 20.

%9 Mengenai tempat pembacaan:Proklamasi ini ada perbedaan pendapat. la
menyatakan kepada Sukarni bahwa ia telah memberitahukan para pemuda untuk
berkumpul di Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Sukarni sesungguhnya mengi-
nginkan di Lapangan Ikada. Bung Karno berpendapat bahwa pembacaan naskah
Proklamasi di Ikada akan mengandung risiko yang besar ditinjau dari sudut keamanan
dan politik, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, op. ciz., hal. 340.

60 Keterangan SK. Trimurti, Merdeka, 17 Agustus 1972; wawancara dengan
Prof. DR. Arifin Abdurrachman, Jakarta, 7 Mei 1975; Sudiro, op. cit., hal, 22.
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Persiapan di Pegangsaan Timur No. 56 sendiri cukup sibuk.
Walikota Suwiryo memerintahkan kepada Mr. Wilopo untuk
mempersiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu mikrofon dan
beberapa pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyonoprawoto pergi
ke ruman Gunawan pemilik toko radio Satria di Salemba Te-
ngah No. 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara.
Gunawan mengizinkan dan mengirimkan seorang pemuda ke-
percayaannya untuk melayani penggunaannya.®!

Sudiro, yang pada waktu itu merangkap sebagai sekretaris
Ir. Soekarno, memerintahkan kepada S. Suhud, komandan pe-
ngawal rumah Ir. Soekarno, yang memangku jabatan Pemimpin
Besar Barisan Pelopor), menyiapkan satu tiang bendera. Karena
situasi yang tegang, maka Suhud tidak ingat bahwa di depan
rumah masih ada dua tiang bendera dari pipa besi yang tidak
digunakan.®? Ia tidak ingat sama sekali untuk memindahkan
salah satu tiang itu. Ia malahan mencari sebatang bambu yang
berada di belakang rumai. Bambu itu dibersihkan dan diberi
tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras. Bendera
kan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno. Bentuk dan ukuran ben-
dera itu tidak sesuai dengan ukuran resmi.

Karena ukuran kainnya tidak sempurna, maka sebenarnya
kain itu tidak disiapkan untuk bendera, tetapi untuk keperluan
lain.®® Sebagaimana yang telah disepakati semula, para pemim-
pin bangsa Indonesia menjelang pukul 10.30 telah berdatangan
ke Pegangsaan Timur No. 56. Di antara mereka adalah dr. Bun-
taran Martoatmodjo, Mr. AA. Maramis, Mr. J. Latuharhary,
"Abikusno Tjorosujoso, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokro-
aminoto, Oto Iskandar di Nata, Ki Hadjar Dewantara, Sajuti
Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, Mr. AG.
Pringgodigdo, dan laindain.

61 Tempo, 16 Agustus 1975, hal. 13; Panitia Peringatan 70 tahun Wilopo,
Wilopo 70 Tahun, Jakarta, 1979, hal. 41.

62 Sesudah* Janji Kemerdekaan *‘atau "Janji Koiso” bulan September 1944,
di setiap kantor, kediaman resmi pejabat Indonesia dikibarkan dua bendera secara
berdampingan, Disebelah kanan Hinomaru dan disebelah kiri Sang Merah Putih,
dilihat dari depan.

63 Wawancara dengan S. Suhud, Jakarta, 7 Mei 1972, Keterangan Ibu Fatma-
wati dalam Merdeka, 16 Agustus 1972; Sudiro, op. cit., hal. 21.
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Acara yang ditentukan dalam upacara itu diatur sebagai
berikut :
Pertama, pembacaan Proklamasi
Kedua, pengibaran bendera Merah Putih
Ketiga, sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi

Para pemuda yang berdiri menunggu sejak pagi hari sudah
mulai tidak sabar lagi. Mereka diliputi suasana tegang, berke-
inginan keras agar pembacaan Proklamasi segera dilakukan.
Mereka mendesak dr. Muwardi agar segera mengingatkan Ir.
Soekarno bahwa hari telah siang. Karena desakan mereka,
maka dr. Muwardi memberanikan diri untuk mengetuk pintu
kamar Ir. Soekarno. Setelah dibukakan pintu, Muwardi me-
nyampaikan keinginan para pemuda. Bung Kamo menolak de-
sakan para pemuda itu. Soekarno menyatakan bahwa ia tidak
mungkin melakukan sendiri tanpa hadirnya Drs. Moh. Hatta.

Dokter Muwardi masih mendesak terus, dan menyatakan
bahwa hal itu lebih baik dikerjakan oleh Ir. Soekarno sendiri
tanpa kehadiran Bung Hatta, sebab naskah Proklamasi telah
ditandatangani mereka berdua. Karena didesak terus, maka Ir.
Soekarno menjawab dengan nada marah: ’saya tidak akan
membacakan Proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas
Muwardi tidak mau menunggu, silahkan membaca Proklamasi

sendiri”.%

Justru pada saat itu dari halaman luar terdengar suara-suara,
”Bung Hatta datang’ Lima menit sebelum acara dimulai,
Hatta datang, dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil
menyambut kedatangan Hatta, Soekarno yang ketika itu de-
mam kemudian bangkit dari tidurnya dan langsung berpakaian.
Ia juga mengenakan stelan putih-putih seperti Hatta.

Beberapa menit sebelum pukul 10.30 (waktu Jawa zaman
Jepang), Cudanco latief Hendraningrat mengetuk pintu kamar
Ir. Soekamo, dan setelah dibukakan pintu, ia bertanya: ”Apa-

64 Sudiro op. cit., hal. 30; Cindy Adams, Sukarno: An Autobiography hal
219; Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, hal. 54.
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kah Bung Karno sudah siap?”. Kedua pemimpin itu mengang-
guk, lalu keluar bersama-sama menuju tempat yang tersedia di-
iringi oleh Nyonya Fatmawati Soekarno.®® Upacara berlang-
sung tanpa protokol. Segera Latief memberi aba-aba kepada
seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Semua
berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief mempersilahkan
Ir. Soekamo dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya
semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang man-
tap dan jelas ia mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat
sebelum membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

”’Saoedara-saoedara sekalian! Saja telah minta saoedara ha-
dir disini oentoek menjaksikan soeatoe peristiwa maha penting
dalam sedjarah kita. Berpoeloeh-poeloeh tahoen kita bangsa
Indonesia telah berdjuang oentoek kemerdekaan tanah air kita.
Bahkan telah beratoes-ratoes tahoen. Gelombangnja aksi kita
oentoek mentjapai kemerdekaan kita itoe ada naiknja ada
toeroennja, tetapi djiwa kita tetap menoedjoe kearah tjita-
tjita. Djoega didalam Zaman Jepang, oesaha kita oentoek
mentjapai Kemerdekaan Nasional tidak berhenti. Di dalam
Zaman Jepang ini tampaknja sadja kita menjandarkan diri
kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjoesoen
tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaya kepada kekoeatan sen-
diri. Sekarang tibalah saatnja kita benar-benar mengambil
nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sen-
diri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan
sendiri, akan dapat berdiri dengan koeatnja. Maka kami, tadi
malam telah mengadakan musjawarat dengan pemoeka-pemoeka
rakjat Indonesia dari seloeroeh Indonesia. Permoesjawaratan
itoe seiasekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saat-

nja oentoek menjatakan kemerdekaan kita.

Saoedara-saoedara !
Dengan ini kami menjatakan keboelatan tekad itoe. Dengar-
kanlah Proklamasi kami :

6 Cindy Adams, op. cit., hal. 219.
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PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan
Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan la.ih-lain,
diselenggarakan dengan tjara seksama dan tempo jang sesingkat-
singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen ‘05

Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

Demikianlah saoedarasaoedara !

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satoe ikatan lagi jang
mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Moelai saat ini kita
menjoesoen negara kita! Negara Merdeka, negara Republik
Indonesia Merdeka, kekal dan-abadi. Insya ’Allah, Toehan

memberkati kemerdekaan kita itoe”.%

Tepat pada saat pengucapan Proklamasi itu pengeras suara
yang dipakai rusak. Padahal sebelum dipergunakan telah dicoba
beberapa kali berjalan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan
kabel-kabelnya rusak, terinjak-injak oleh massa.

Acara selanjutnya pengibaran bendera Merah Putih. Soekar-
no dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga
terakhir dari serambi muka, lebih-kurang dua meter di depan
tiang. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah
disediakan, dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Cudanco
Latief. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang me-
mimpin, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia
Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuai-
kan irama lagu Indonesia Raya. Seusai pengerekan bendera di-
teruskan dengan sambutan dari Walikota Suwirjo dan dr. Mu-
wardi.

66l(oen‘sodipxodjo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Pene-
tapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945 (terbitan baru), Jakarta, 1951,
hal Pendahuluan bagian 1.
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Upacara peristiwa besar itu berlangsung dengan penuh khid-
mat sekalipun sangat sederhana selama lebih-kurang satu jam.
Peristiwa ini membawa perubahan yang luar biasa dalam ke-
hidupan bangsa Indonesia.

Berita Proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta se-
gera disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari, 17 Agustus
itu juga, naskah Proklamasi telah sampai ke tangan Kepala
Bagian Radio dari Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen.
Ia menerima naskah itu dari seorang wartawan Domei, yang
bernama Syahruddin. Segera Palenewen memerintahkan F.
Wuz, seorang markonis, untuk menyiarkannya tiga kali secara
berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melakukan tugasnya, ma-
suklah orang Jepang keruangan radio dan mengetahui berita
Proklamasi itu telah tersiar ke luar lewat udara. Dengan maran-
marah Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu di-
hentikan. Tetapi Waidan Palenewen memerintahkan kepada
F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian di-
ulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran ber-
henti. Akibat dari penyiaran itu, pucuk pimpinan tentara
Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut
dan menyatakannya sebagai kekeliruan.®” Pada hari Senin
20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para
pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada Kantor Berita Domei disegel,
para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar
baru dengan bantuan beberapa orang teknisi radio seperti
Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Sukandar. Alat-alat pe-
mancar yang diambil dari kantor berita Domei bagian demi bagi-
an dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen, dan sebagian ke
Menteng No. 31. Akhirnya terciptalah pemancar baru di Men-
teng No. 31, dengan kode panggilan DJK I. Dari sinilah seterus-
nya berita Proklamasi disiarkan.®® Usaha para pemuda dalam
penyiaran berita ini tidak terbatas melalui radio, melainkan

67 Adam Malik, Riwayat Proklamasi, hal. 60. -
68 Tempo, 16 Agustus 1975.
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juga melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian
di Jawa dalam penerbitannya 20 Agustus memuat berita Prokla-
masi dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.
Demikianlah berita Proklamasi tersiar ke seluruh pelosok tanah
air.

2. Pembentukan Lembaga-lembaga Negara

Kesibukan para pemimpin sesudah Proklamasi adalah me-
nyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia (PPKI) merencanakan mengadakan rapat
pada 18 Agustus 1945, rapat yang pertama sesudah Proklamasi.
Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta merencanakan untuk
menambah sembilan orang anggota baru, termasuk dari golong-
an pemuda antara lain Sukarni, Chairul Saleh dan Wikana, te-
tapi setelah berlangsung pembicaraan yang tidak memuaskan
antara Hatta dan Chairul Saleh, para pemuda meninggalkan
rapat itu. Mereka tetap menganggap bahwa PPKI sebagai aparat
buatan Jepang.®® Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta me-
minta Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wachid Hasjim, Mr. Kasman
Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk mem-
bahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar
yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat,
»”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya’t’,. karena para pemeluk agama lain merasa
keberatan atas kalimat tersebut.”® Bung Hatta bersama keempat
anggota tersebut masuk salah satu ruangan untuk bertukar pikir-
an mengenai cara pemecahan masalah tersebut. Dalam waktu
15 menit dicapai kata sepakat untuk menghilangkan kalimat,
“dengan kewajiban menjalankan .syari’at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya ”, yang akan menjadi rintangan bagi persatuan dan

69 Adam Malik, op. cit., hal. 63; Mohammad Hatta, op. cit., hal. 61.

70 Masalah tersebut sesungguhnya telah dibahas atas keberatan Mr. Latuhar-
hary pada Rapat Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, dari
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno,
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang- Undang Dasar 1945, Djakarta, 1971,
hal. 259.
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kesatuan bangsa Indonesia, karena apabila masalah ini dibicara-
kan dalam rapat pleno akan memakan waktu yang lama dan
berlarut-larut.”* Setelah pertukaran pikiran itu, rapat pleno
PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno
dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Soekarno
membuka rapat itu dengan pidato singkat sebagai berikut :

-”Sidang jang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satoe
saat jang mengandoeng sedjarah. Pada hari ini kita menjusun
Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia jang kemerdekaannja
kemarin menoeroet kehendak rakjat telah dipermakloemkan
dengan Proklamasi jang dioemoemkan pula kepada rakjat kira-
kira djam setengah 12 Nippon.

Toean-toean sekalian tentoe mengetahoei dan mengakoei
bahwa kita doedoek dalam suatoe zaman jang beralih sebagai
kilat tjepatnja. Maka berhoeboeng dengan itoe saja minta ke-
pada toean-toean sekalian soepaja kitapoen bertindak didalam
sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita
terlaloe tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah
kita menoeroet garis besarnja sadja jang mengandoeng sedja-
rah”.

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan
rancangan pembukaan dan Undang-undang Dasar yang telah
disiapkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, ber-
hasil dibahas dalam tempo kurang dari 2 jam.”® Sidang diisti-
rahatkan untuk sementara pada pukul 21.50, dan akan dimulai
lagi pukul 03.15. Pada awal pembukaan sidang kedua ini Ir.
Soekarno mengumumkan enam orang anggota baru PPKI.
Mereka adalan Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr.
Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantn
dan Mr. Ahmad Subardjo.

Sebelum meningkat ke acara selanjutnya yaitu pemilihan
presiden dan wakil presiden, Ir. Soekarno meminta agar pasal

71 Moh. Hatta, op. dit., hal. 57-59; T. Muhammad Hassan, ‘’Bung Hatta di
Sumatera”, dalam Bung Hatta mengabdi pada tjita-tfita perdjoeangan bangsa, Djakar-
ta, 1972. hal. 182-183.

72 Muhammad Yamin, op. cit., hal. 399427.
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IIT dalam Aturan Peralihan disahkan.”> Kemudian Oto Iskandar
di Nata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presi-
den dilakukan dengan aklamasi. la memajukan calon Bung Kar-
no sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden.
Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan
Lagu Indonesia Raya. '

Setelah acara pemilihan presiden dan wakil presiden, sidang
“meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan Aturan Pe-
ralihan dan Aturan Tambahan. Dengan perubahan-perubahan
kecil, seluruh rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambah-
an disepakati oleh sidang.

Presiden Soekarno menutup acara pembaiiasan itu dengan
menyatakan : “’Dengan ini toean-toean sekalian, Oendang-
Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia serta Atoeran
Peralihan telah sah ditetapkan”.’* Sebelum rapat PPKI pertama
itu ditutup, presiden menunjuk sembilan orang anggota Panitia
Kecil untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang me-
minta perhatian yang mendesak, yaitu pembagian wilayal ne-
gara, kepolisian, tentara kebangsaan dan perekonomian. Mereka
adalah Oto Iskandar di Nata, Ahmad Subardjo, Sajuti Melik,
Mr. Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, AA.
Hamidhan, Dr. GSSJ. Ratulangi, dan Mr. I Gusti Ktut Pudja.

Rapat dilanjutkan pada hari Minggu 19 Agustus 1945, pukul
10.00. Acara pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil
yang dipimpin oleh Oto Iskandar di Nata. Hasil Panitia Kecil
Oto Iskandar di Nata dibahas dan menghasilkan keputusan :

(1) Pembagian wilayah atas delapan provinsi beserta para calon
gubernurnya yaitu: Sutardjo Kartohadikusumo untuk Jawa
Barat, RP. Soeroso untuk Jawa Tengah, RMTA. Soeryo un-
tuk Jawa Timur, Ir. Pangeran Moh. Noor untuk Borneo
(Kalimantan), DR. GSSJ. Ratulangi untuk Sulawesi, Mr. J.
Latuharhary untuk Maluku, Mr. I Gusti Ketut Pudja untuk

73 Pasal Il Aturan Peralihan itu berbunyi: Untuk pertama kali Presiden dan
Wakil Presiden dipilih oleh Panitya Persediaan Kemerdekaan.

74 Muhammad Yamin, op. dt., hal. 437.
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* Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Mr. T. Mohammad Hassan
untuk Sumatera, dan dua daerah istimewa, yaitu Yogya-
karta dan Surakarta;

(2) Adanya Komite Nasional (Daerah). Sebelum acara dimulai
Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subardjo,
Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimedjo’’
untuk membentuk Panitia Kecil yang merencanakan bentuk
organisasi departemen. Panitia Kecil yang dipimpin oleh
Mr. Ahmad Subardjo mengusulkan adanya 13 kementerian.
Setelah dibahas oleh sidang, diputuskan adanya 11 depar-
temen yaitu: Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar
Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan,
Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Depar-
temen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departe-
men Sosial, Departemen Ketahanan, Departemen Perhu-
bungan, dan Departemen Pekerjaan Umum.”

Pembahasan mengenai masalah departemen ditunda. Kemu-
dian presiden membahas masalah tentara kebangsaan. Dalam
hal ini Oto Iskandar di Nata mengusulkan:

(1) Rencana Pembelaan negara dari Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan yang mengandung polmk perang
tidak dapat diterima;

(2) Tentara Peta di Jawa dan Bali serta Lasykar Rakyat di Su-
matera dibubarkan, karena merupakan organisasi buatan
Jepang, yang kedudukannya di dunia Internasional tidak
berketentuan. Negara Indonesia membutuhkan alat per-
tahanan yang sebaik-baiknya, karena itu diusulkan agar pre-
siden memanggil pemuda-pemuda yang mempunyai Kke-
cakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang
kokoh.

75 Menurut Ahmad Subardjo, bukan Mr. Kasman tetapi Mr. Alex Andries
Maramis, lihat Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, op. cit., hal. 346; Muhammad Yamin,
op. cit., hal. 438. 2

76 Muhammad Yamin, op.cit., hal 461-462..
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Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Urusan
kepolisian oleh Panitia Kecil dimasukkan ke dalam Departemen
Dalam Negeri. Untuk mempersiapkan pembentukan tentara
kebangsaan dan kepolisian, presiden diminta menunjuk pelak-
sananya. Hal itu disetujui oleh sidang, dan kemudian presiden
menunjuk Abdul Kadir, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Oto
Iskandar di Nata untuk mempersiapkan pembentukannya.
Abdul Kadir ditunjuk sebagai ketua pelaksana.”’

Pembicaraan lain dari para anggota menekankan perlunya
ketenteraman dan segera dimulainya perjuangan. Rapat pada
siang hari, 19 Agustus ini, ditutup pada pukul 14.55. Pada
waktu presiden dan wakil presiden akan pulang, mereka diminta
oleh pemuda-pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka
adakan di Jalan Prapatan No. 10.

Presiden dan wakil presiden memenuhi permintaan untuk
hanya hadir pada rapat itu yang ternyata dipimpin oleh Adam
Malik bersama Mr. Kasman Singodimedjo dan Ki Hadjar Dewan-
tara. Hadir pula di situ Sutan Syahrir. Mereka mengharap agar
Soekarno—Hatta melakukan perebutan terhadap kekuasaan
Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Presiden
Soekarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka ke-
hendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Para pemuda me-
nolak pendapat presiden, yang dianggapnya berbahaya dan
merugikan bangsa Indonesia di mata dunia. Adam Malik ke-
mudian membacakan Dekrit mengenai lahirnya tentara Re-
publik Indonesia yang berasal dari Peta dan Heiho.”® Bung
Karmo dan Hatta menyetujui usul pemuda tersebut, namun
belum dapat memutuskan pada saat itu. Rapat kemudian
bubar.

Pada malam hari, 19 Agustus 1945 itu, rapat PPKI dilanjut-
kan di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10.
Rapat antara lain membicarakan pembentukan Komite Nasional

77 Ibid, hal. 464.

78 Menurut Adam Malik, Soekarno-Hatta telah setuju dengan pembentukan
tentara itu, tetapi minta waktu untuk mempertimbangkan. Bung Hatta mempunyai
kesan dari sikap para pemuda bahwa mereka ingin badan mereka diakui sebagai
parlemen; lihat pula dalam karya Mohammad Hatta, op. cit., hal. 63.
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Indonesia (KNI) yang akan membantu presiden. Kemudian
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo,
Oto Iskandar di Nata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran
Martoatmodjo, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadi-
kusumo, dan dr. Tajuludin membahas calon<alon yang akan
diangkat sebagai anggota KNI." Disepakati bahwa anggota KNI
berjumlah 60 orang.”? Rapat pertama KNI ditetapkan 29 Agus-
tus 1945 malam hari bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos
(sekarang Gedung Kesenian) Pasar Baru, Jakarta.

Rapat PPKI dilanjutkan kembali pada 22 Agustus 1945.
Dalam rapat ini telah diputuskan tiga persoalan pokok yang per-
nah dibahas di dalam rapat-rapat sebelumnya yaitu dibentuk-
nya: (1) Komite Nasional, (2) Partai Nasional, dan (3) Badan
Keamanan Rakyat.

Komite Nasional seperti dibicarakan dalam sidang-sidang
BPUPKI merupakan “pendjelmaan keboelatan toejoean dan
tjita-tjita bangsa Indonesia oentoek menjelenggarakan kemer-
dekaan Indonesia. Komite Nasional di poesat memimpin
dan memberi petoenjoek kepada komite-komite nasional dae-
rah. Komite nasional di poesat, di poesat daerah dan daerah di-
pimpin oleh seorang ketoea dan beberapa orang anggota peng-
oeroes jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional”.8?

Pembubaran PPKI pada 29 Agustus 1945 merupakan rapat
pertama KNIP. Dapat dikatakan bahwa KNIP merupakan ke-
lanjutan dari PPKI. Soekarno dan Hatta memilih 135 orang
(termasuk dari mantan anggota PPKI) menjadi anggota KNIP.
Tugas KNIP hanya sebagai badan penasihat presiden dan tidak
mempunyai tugas-tugas membuat perundang-undangan. Pasal
IV Aturan Peralihan UUD menyebutkan bahwa sebelum di-
bentuk MPR, DPR dan DPA segala kekuasaannya dijalankan
oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Seperti diungkapkari dalam sidang BPUPKI rencana pem-
bentukan Partai Nasional yang diumumkan pada 22 Agustus,

79 Muhammad Yamin, op. cit., hal. 461-462.
80 hOKUMEN BPUPKI/PPKL.
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dikatakan partai itu merupakan wahana untuk “memperkoeat
persatoean bangsa dan negara, memperbesar rasa tjinta, setia
dan bakti pada tanah air, mengichtiarkan program ekonomi dan
sosial dan membantoe tertjapainja keadilan sosial dan peri-
kemanoesiaan, dengan djalan perdamaian internasional.”8!

Dalam perkembangannya, Partai Nasional yang merupakan
“Partai Negara’ (staatspartij), dianggap telah melampaui ke-
perluan dan menyaingi KNIP. Pada 1 September 1945 Partai
Nasional dibubarkan 32

Suatu badan yang mampu menolong penduduk yang men-
derita akibat peperangan, justru pada masa setelah PD II sangat
didambakan rakyat Indonesia. Pada 20 Agustus 1945 di Kota
Jakarta berdiri suatu badan yang diberi nama Badan Penolong
Keluarga Korban Perang. Dalam kerangka itu dibentuklah
Badan Keamanan Rakyat (BKR). Juga di dalam pengertian itu
usaha memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat men-
jadi bagian dari BKR®3 Dalam awal pembentukannya, BKR
bukan merupakan barisan yang dipersenjatai.

3. Menegakkan Kedaulatan Negara

Sesudah Proklamasi, terjadilah pertempuran dan bentrokan-
‘bentrokan antara pemuda-pemuda Indonesia melawan aparat
kekuasaan Jepang. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan
guna menegakkan kedaulatan Republik serta untuk memperoleh
senjata. Di dalam rangka ini di Jakarta para pemuda yang di-
pelopori oleh Komite van A\ksis_‘t, Menteng No. 31, mengerah-
kan massa untuk hadir dalam rapat raksasa di Lapangan Ikada
dan agar para pemimpin RI dapat bicara di hadapan mereka 3’
Sambil mengerahkan massa, mereka juga menyampaikan ren-
cana itu kepada presiden. Pada prinsipnya Presiden Soekarno

81 HOKUMEN BPUPKI/PPKI.
82Geomge Mc. Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia. hal. 148,

83 OKUMEN BPUPKI/PPKI.

:; Ejaan ini sesuai dengan asiinya, lihat Adam Malik, op. cit, hal. 76-77.
Ibid
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dan Wakil Presiden Moh. Hatta setuju. Yang belum jelas dan
menjadi persoalan bagi presiden adalah bagaimana sikap
penguasa Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi alat
Sekutu. Apakah mereka memusuhi kita atau tidak. Masalah
yang sulit ini kemudian dibicarakan dalam sidang kabinet ber-
tempat di kediaman presiden. Sidang berlangsung sampai dini
hari 19 September 1945 tanpa menghasilkan suatu keputusan
yang bulat. Sidang dimulai lagi pada pukul 10.00 di sebuah
gedung di Lapangan Banteng Timur (sekarang ini Departemen
Keuangan RI) yang dihadiri oleh para pemimpin pemuda. Para
pemimpin pemuda menyatakan agar rapat raksasa tidak dibatal-
kan. Sementara itu massa sudah berbondong-bondong mem-
banjiri Lapangan lkada siap mendengarkan pidato dari pe-
mimpin-pemimpinnya. Situasi menjadi sangat tegang karena
Lapangan lkada telah dijaga secara ketat oleh pasukan ber-
senjata Jepang, yang juga mengerahkan tank-tanknya. Sewaktu-
waktu bisa terjadi bentrokan berdarah. Sidang memutuskan
agar para pemimpin datang untuk berhadapan muka dengan
massa guna meminta kesediaan mereka mematuhi perintah-
perintahnya. Selanjutnya menyerukan kepada mereka supaya
bubar dan pulang ke rumah masing-masing.3

Akhirnya presiden, wakil presiden dan para menteri menuju
ke Lapangan lkada. Di Lapangan Ikada telah penuh dengan
massa yang membawa pelbagai macam senjata tajam. Tampak
pula pasukan-pasukan Jepang dengan sangkur (bayonet) ter-
hunus di samping tank-tanknya. Mobil presiden dan wakil
presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh
komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan, ke-
mudian diperbolehkan meneruskan perjalanan. Bung Karno
langsung menuju panggung, berpidato singkat. Ia minta ke-
percayaan dan dukungan rakyat kepada Pemerintah Republik
Indonesia atas kebijakan-kebijakan yang ditempuh dengan jalan
mematuhi perintah-perintah dan tunduk kepada disiplin.
Kemudian massa diperintahkan bubar dengan tenang.®7 Perin-

86 A hmad Subardjo Djojoadisurjo, op. cit., hal. 369-373.

il .,.',‘7Ahamd Subardjo Diojoadisujo, hal. 374; lihat pula. Adam Malik op. cit,
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‘tah itu ditaati. Ketaatan rakyat atas perintah itu adalah mani-
festasi pertama daripada kewibawaan Pemerintah Republik
Indonesia atas rakyatnya. Sekalipun rapat raksasa di Lapangan
Ikada ini hanya berlangsung beberapa menit, namun berhasil
menumbuhkan kepercayaan kepada Pemerintah Republik In-
donesia yang baru berusia sebulan itu, sekaligus kepercayaan
kepada rakyat akan kekuatannya sendiri.

Sementara itu di beberapa daerah terjadi pula perebutan
kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan
perundingan. Di beberapa karesidenan di Jawa, pada bulan
September 1945 pimpinan masing-masing daerah menyambut
Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai
bagian Pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa
segala tindakan yang menentang Pemerintah RI akan diambil
tindakan keras.®® Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan
mereka dilarang memasuki kantornya. Pada tahap selanjutnya
para pemuda berusaha untuk merebut senjata dan menguasai
gedung-gedung vital. Di Surabaya selama bulan September,
para pemuda melakukan perebutan senjata di arsenal (gudang
senjata) bekas gedung sekolah Don Bosco, merebut Markas
Pertahanan Jawa Timur (Tobu Jawa Bo-ei tai) merebut pangkal-
an Angkatan Laut Ujung, markas-markas tentara Jepang serta
pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota. Pada 19 September
1945 terjadi insiden bendera di Hotel Yamato (sekarang Hotel
Majapahit). Insiden ini pecah ketika orang-orang Belanda bekas
tawanan Jepang menduduki hotel tersebut, dibantu oleh satu
tim pasukan Sekutu yang ditugasi, untuk mendirikan Markas
RAPWI (Recovery of Allied Prisoner of War and Internees).
Mereka diterjunkan di Gunungsari. Orang-orang Belanda itu
mengibarkan bendera mereka di puncak hotel tersebut. Sudah
tentu peristiwa itu memancing kemarahan para pemuda. Hotel
diserbu oleh para pemuda, karena permintaan Residen Surabaya
Sudirman secara baik-baik agar mereka menurunkan bendera

8t;Sen'ma surat kabar yang ada di Jawa dan Sumatera memuat berita tersebut,
mengenai daerah masing-masing.
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Belanda ditolak. Bentrokan tidak dapat dihindarkan lagi. Bebe-
rapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurun-
kan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek
warna birunya dan mengibarkannya kembali menjadi merah
putih.8°

Sasaran yang harus direbut adalah Markas Kempeitai (Polisi
Militer Jepang) di bekas gedung Raad Van Justitie. Gedung ini
dianggap sebagai lambang kekejaman Pemerintah Jepang. Pada
tanggal 1 Oktober 1945, markas itu diserbu oleh massa. Gedung
dipertahankan dengan gigih oleh pihak Jepang, namun berhasil
direbut massa setelah terjadi pertempuran selama lima jam.
Dalam perebutan ini 25 orang pemuda gugur dan 60 lukaduka
serta 15 orang tentara Jepang mati.?®

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak di-
mulai pada 26 September 1945. Sejak pukul 10.00 pagi hari
semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan
yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka
memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor
kepada Pemerintah Indonesia. Pada 27 September 1945, KNI
daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah
itu telah berada di tangan Pemerintah R1.%!

Sementara itu para pemuda berusaha memperoleh senjata
dari Jepang melalui perundingan namun tidak berhasil. Pada
7 Oktober malam hari, massa pemuda BKR bersama dengan
kelompok pemuda Polisi Istimewa bergerak menuju ke Kota
Baru. Mercka menyerbu markas Batalyon Otsuka (Otsuka
Butai = sekarang gedung SMA). Pertempuran meletus pada
malam itu juga dan akhirnya pasukan Otsuka menyerah. Dalam

89 Team Sejarah Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Jawa Timur, "Peristiwa
Perobekan Bendera Tiga Warna™ dalam Menyongsong Pembangunan Museum Per-
juangan ‘45 Jawa Timur, hal. 63-73.

90S0eara Rakjat, 3 Oktober 1945. Gedung yang dimaksud terletak di depan
kantor Gubernur Jawa Timur. Di tempat itu dibangun Tugu Pahlawan.

91K ementerian Penerangan, Daerah Istimewa Jogjakarta, Dijakarta, 1954,
hal. 39.
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penyerbuan ini 18 orang pemuda Polisi Istimewa gugur.’?
Perebutan kekuasaan di Bandung dipelopori oleh para pemuda,
yang pada bulan September 1945 berusaha merebut senjata
Jepang di Pangkalan Udara Andir (sekarang Pangkalan Udara
Husein Sastranegara) dan pabrik senjata bekas ACW (Artilleri
Constructie Winkel, sekarang Pindad). Pertempuran meluas ke
dalam kota. Pemuda-pemuda berusaha merebut objek-objek
vital dan berlangsung sampai kedatangan pasukan Sekutu di
Kota Bandung pada 17 Oktober 1945.

Di Semarang setelah para pemuda berhasil menguasai kota,
perbenturan yang dahsyat terjadi antara para pemuda melawan
tentara Jepang. Pihak Jepang merasa terancam oleh aksi-aksi
pemuda yang berusaha merebut senjata mereka. Pada 14 Ok-
tober 1945, 400 orang Jepang sipil yang ditawan di pabrik gula
Cepiring dipindahkan oleh para pemuda untuk ditahan di
Penjara Bulu. Sebelum mereka sampai di Penjara Bulu sebagian
tawanan itu melarikan diri dan minta perlindungan kepada
Batalyon Kido (Kido Butai). Para pemuda menjadi marah se-
hingga setiap pelarian orang Jepang yang ditemui disergap dan
ditawan kembali. Akibat insiden ini, pada keesokan harinya
pasukan Jepang menyerbu Kota Semarang dari tangsinya di
Jatingaleh. Sejak hari itu mulailah pertempuran di dalam kota
yang berlangsung selama lima hari. Peristiwa ini disebut Per-
tempuran Lima Hari di Semarang. Korban yang jatuh dalam
pertempuran ini ditaksir 990 orang, dari kedua belah pihak.?3

Rombongan dr. Sam Ratulangie, gubernur Sulawesi, pada
19 Agustus 1945 mendarat di Sapiria Bulukumba. Setibanya
di Makassar (Ujung Pandang) gubernur mulai menyusun pe-
merintahan. Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai sekretaris
daerah.

92/bid, hal. 343; R.P. Soedarsono, “Revolusi Djogia dan sekitarnja” Peneliti-
an Sedjarah, No. 3, Th. 1, hal. 30-31. .

93panitiya Penulisan Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang, Pertempur-
an Lima Hari di Semarang, Semarang 1978, hal. 33; Nugroho Notosusanto, Tentara
Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia, hal. 138-141.
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Beberapa orang dikirim ke daerah-daerah sebagai utusan
gubernur dengan tugas menyusun pemerintahan. Tetapi semua
tindakan gubernur dinilai oleh para pemuda terlalu hati-hati.
Para pemuda yang telah mengorganisasikan diri dalam Pemuda
- Pusat Nasional Indonesia (PPNI) mendesak gubernur agar me-
rebut kekuasaan.

Pada 24 September 1945, pasukan Australia mendarat di
Makassar. Bersama mereka ikut serta pejabat-pejabat NICA
yang memindahkan markasnya dari Morotai ke Makassar. Akti-
vitas perwira NICA yang mencolok ialah menghubungi bekas
pejabat-pejabat Hindia Belanda dan bersikap sebagai pemenang
perang. Jawaban dari beberapa kelompok pemuda yang ter-
gabung dalam PPNI, pelajar-pelajar menengah, adalah aksi
serentak pada 28 Oktober 1945 serta merebut gedung-gedung
dan objek-objek vital seluruh kota Makassar. Akibat peristiwa
itu pasukan Australia melakukan penjagaan ketat dan menahan
tokoh-tokoh pemuda. Pusat gerakan pemuda kemudian di-
pindahkan ke Polombongkeng.® 4

Di Manado sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai
oleh (NICA), usaha menegakkan kedaulatan negara berkobar
juga. Pada 14 Februari 1946, pemuda-pemuda Indonesia ang-
gota KNIL, bergabung dengan Pasukan Pemuda Indonesia
(PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di
Teling. Mereka membebaskan para tahanan yang pro-Republik
Indonesia antara lain Ch. Ch. Taulu, SD. Wuisan, Sumanti,
GA. Maengkom, Kusno Dhanupojo, GE. Dauhan. Sebaliknya
mereka menahan Komandan Garnisun Manado dan semua
pasukan Belanda di Teling dan Penjara Manado. Dengan di-
awali oleh peristiwa itu para pemuda menguasai markas Belanda
di Tomohon dan Tondano. Berita mengenai perebutan kekuasa-
an mereka kirim ke pemerintah pusat di Yogyakarta dan menge-
luarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Taulu,
tentang pembentukan pemerintah sipil pada 16 Februari 1946
dan memilih BW. Lapian sebagai residen. Tentara Republik

94 adik Djawardi, Naskah Sedjarah Corps Hasanuddin 1972, hal. 5-9.
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Indonesia setempat disusun dengan pimpinan kolektif Ch. Ch.
Taulu, SD. Wuisan, dan J. Kaseger.? 5

Di Gorontalo, pada 13 September 1945, terjadi perebutan
senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil
ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap
ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.
Kekuatan mereka berjumlah kurangdebih 600 orang pemuda
yang terlatih.? ¢

Di beberapa kota di Kalimantan sekalipun tentara Sekutu
(Australia) telah mendukung, proklamasi tidak terbendung.
Tentara pendudukan Australia segera mengeluarkan larangan
semua aktivitas politik seperti demonstrasi dan mengibarkan
bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan me-
nyelenggarakan rapat-rapat, namun kaum nasionalis tetap me-
laksanakannya. Di Balikpapan, pada 14 November 1945 se-
jumlah 8.000 orang berkumpul di depan kompleks NICA
sambil membawa Merah Putih.

Di Pulau Sumbawa (NTB), pada bulan Desember 1945
pemuda-pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari
Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda me-
lawan Jepang. Juga di Sape 400 orang pemuda berusaha me-
rebut senjata di markas Jepang, juga di Raba terjadi peristiwa
yang sama.’’

Di Bali, para pemuda telah membentuk beberapa organisasi
seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Republik
Indonesia (PRI), pada akhir bulan Agustus 1945. Mereka ber-
usaha menegakkan kedaulatan RI melalui perundingan, tetapi
mendapat hambatan dari Jepang. Pada 13 Desember 1945
mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan
dari tangan Jepang, tetapi usaha ini pun gagal.?®

95D, Wowor, Sulawesi Utara Bergolak, Jakarta, 1979, hal. 45 Major General
S. Woodburn Kirby et al, The War Against Japan. Jilid V, hal. 355.
97°fbid hal. 573. _
97 Gavin Long, The Final Campaign, Canberra 1963, hal. 373.
98 Nioman S. Pendit, Bali Berdjuang, Den Pasar, 1954, hal 41-44.
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Di Kota Kotaraja (sekarang Banda Aceh), pada 6 Oktober
1945 para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkat-
an Pemuda Indonesia (API). Shucokan (residen)- Aceh me-
manggil para pemimpin pemuda pada 12 Oktober 1945. Ia me-
nyatakan, sekali pun Jepang telah kalah, tetapi keamanan dan
ketertiban masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Jepang,
karena itu ia meminta semua kegiatan mendirikan perkumpulan
yang tanpa izin dihentikan. Perkumpulan yang sudah terlanjur
didirikan supaya dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak
permintaan itu. Sejak hari itu dimulailah perebutan dan peng-
ambilalihan kantor-kantor pemerintah dengan mengibarkan
bendera Merah Putih. Perlucutan senjata Jepang terjadi di
beberapa tempat, yang diwarnai tindak kekerasan insiden ber-
senjata terjadi di Lho’ Nga, Ulee Lheue, Langsa, dan tempat-
tempat lain di Aceh.??

Di Palembang, perebutan kekuasaan terjadi pada 8 Oktober
1945. Residen Sumatera Selatan dr. AK. Gani bersama seluruh
aparat dan jabatan karesidenan dalam suatu upacara karesidenan
menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara itu para pe-
gawai kembali ke kantor masing-masing untuk menaikkan
bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di
seluruh Karesidenan Sumatera Selatan hanya ada satu kekuasa-
an, yakni kekuasaan Republik Indonesia.! 00

Di Biak timbul pemberontakan 14 Maret 1948 yang sasaran-
nya adalah Kamp NICA, tangsi Sorido. Pemberontakan itu
gagal, dua orang pemimpinnya dihukum mati dan beberapa
lainnya dihukum seumur hidup.

Para pejuang seperti, Silas Papare, Martin Ludes dan Lucas
Rum Korem telah merencanakan perlawanan pada 25 Desember
1945 dengan tujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia di

99Gjamaun Gaharu, “Perebutan kekuasaan dari tangan Djepang”, Modal
Revolusi '45, Kutaradja, 1960, hal. 30-37; Hoesin Joesoef, "Detik Proklamasi Atjeh”,
ibid., hal. 43-45; Kementerian Penerangan, Propinsi Sumatera Utara, Djakarta, 1954,
hal. 31.

100% ementerian Penerangan RI, Propinsi Sumatera Selatan, Dijakarta, 1953,
hal. 4243.
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Irian Jaya. Akan tetapi pada malam hari, 14 Desember 1945,
Belanda mencium rencana ini dan mengadakan penangkapan-
penangkapan di Jayapura.! 01

Gubernur Sumatera TM. Hassan tiba di Medan pada 28
Agustus 1945. Di sini ia menjumpai suasana yang penuh keragu-
raguan terhadap Proklamasi, karena kuatnya pengaruh kelom-
pok yang masih mengharapkan hadirnya Pemerintah Hindia
Belanda. Di dalam suasana yang tidak menentu itu, pada 15
September 1945 dr. AK. Gani, residen Palembang, mengirim
telegram yang mengingatkan gubernur agar segera melaksanakan
Keputusan Jakarta. Surat telegram tersebut beredar luas di
kalangan para pemuda. Mereka mendesak gubernur agar me-
nyusun Komite Nasional, para pemuda membentuk Badan
Pemuda Indonesia (BPI) yang dipimpin oleh Achmad Tahir
pada 20 September 1945. Melalui organisasi para pemuda me-
lakukan aksi perebutan kantor-kantor dan objek-objek vital
yang masih diduduki Jepang. Selanjutnya BPI pada 3 Oktober
1945, menyelenggarakan rapat umum mendukung Republik.

Pada akhir bulan Agustus 1945 di Padang dan Bukittinggi
terbentuk dua organisasi pemuda Balai Penerangan Pemuda
Indonesia (BPPI) yang dipimpin oleh Ismail Lengah dan Pemu-
da Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dahlan Djambek.
Dua organisasi ini yang memelopori pembentukan Badan Ke-
amanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Sumatera Barat.
Selahjutnya para pemuda melakukan aksi perebutan kekuasaan,
sedangkan Komite Nasional sibuk menyusun pemerintahan
daerah. Komite memilih Syafei sebagai residen.

Pendaratan pasukan Sekutu dari Brigade 21 Divisi India
26 yang dipimpin oleh Brigadir Chambers di Padang, disambut
dengan kibaran bendera Merah Putih sebagai peringatan bahwa
Sumatera Barat adalah daerah Republik Indonesia. Para pemuda
menolak kedatangan NICA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal
A.1L Spitq. Tentara Sekutu yang berusaha melucuti senjata para

101y Bondan Soedharto MP, ef. al, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di
Irian Jaya, Jayapura, 1991. hal. 442.
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pemuda mendapat perlawanan yang keras. Akibatnya hubung-
an RI dengan Sekutu rusak dan sering kali terjadi insiden ber-
senjata.

4. Menyusun Kekuatan Bersenjata

Sesudah keputusan rapat PPKI 22 Agustus itu, pada 23
Agustus Presiden Soekarno dalam pidatonya mengumumkan
didirikannya tiga badan baru yaitu: Komite Nasional Indonesia
(KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan
Rakyat (BKR). Berkaitan dengan pembentukan BKR, badan
itu bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah
di bawah koordinasi KNI Daerah.!%2 Pada umumnya timbul
kekecewaan di kalangan pemuda karena pemerintah tidak
segera membentuk tentara kebangsaan. Sekali pun demikian
sebagian besar pemuda terutama yang bekas anggota Peta,
KNIL, dan Heiho, dan pemuda-pemuda yang sudah mem-
punyai pengalaman militer, segera membentuk BKR di daerah
tempat tinggalnya dan memanfaatkan BKR itu sebaik-baiknya
sebagai wadah perjuangannya. Para pemuda bekas tentara Peta
Jakarta sepakat membentuk BKR Pusat, untuk mengkoordinasi-
kan BKR, agar BKR Daerah dapat dikendalikan secara terpusat.
Terpilih sebagai pimpinannya Mr. Kasman Singodimedjo bekas
daidanco Jakarta.!®3 Karena Mr. Kasman Singodimedjo di-
angkat oleh pemerintah sebagai ketua KNIP, maka kedudukan-
nya diganti oleh Kaprawi, bekas daidanco Sukabumi. Pimpinan
BKR Pusat terdiri atas Kaprawi, (ketua umum), Sutalaksana
(ketua I), dan Latief Hendraningrat (ketua II) dengan dibantu
oleh Arifin Abdurrachman, Mahmud dan Zulkifli Lubis. Mereka
mengadakan kontak-kontak dengan para pimpinan BKR Jakarta
(Mufreini), Jawa Timur (Drg. Moestopo), Jawa Tengah (Soedir-
man), Jawa Barat (Arudji Kartawinata).

102750 hja, 23 Agustus 1945.
Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus, Abdulkadir, Kasman, Oto Iskandar
di Nata, ditunjuk sebagai Panitya yang mempersiapkan tentara kebangsaan dan polisi;
Muhammad Yamin, op. cit., hal. 464.
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Kelompok BKR Pusat bersama para bekas perwira KNIL
pada bulan September 1945 menghubungi Menteri Penerangan
Amir Syarifuddin dengan maksud agar ia mendesak residen
membentuk tentara kebangsaan. Amir Syarifuddin meminta
jaminan agar para perwira bekas KNIL itu menyatakan diri
mendukung perjuangan bangsa Indonesia dengan segala kon-
sekuensinya, lalu mereka membuat pernyataan bersama.! 04

Sebagian lagi dari para pemuda Indonesia yang pada zaman
Jepang telah membentuk kelompok-kelompok gerakan politik
dan besar peranannya dalam mencetuskan Proklamasi, tidak
puas dengan BKR. Mereka menginginkan dibentuknya tentara
kebangsaan. Setelah usul mereka mengenai pembentukan ten-
tara kebangsaan ditolak oleh presiden dan wakil presiden,
mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian
menyatukan diri dalam Komite van Aksi, pimpinan Adam
Malik,! %5 Sukarni, Chairul Saleh, dan Maruto Nitimihardjo.
Komite van Aksi bermarkas di Jalan Menteng No. 31. Badan-
badan perjuangan yang bernaung di bawah Komite van Aksi
adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat
Indonesia (BARA), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).!?¢
Kemudian badan-badan perjuangan lainnya dibentuk oleh para
pemuda di seluruh Jawa seperti Barisan Banteng, Kebaktian
Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku
(PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Republik Indonesia (PRI),
Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Sosialis Indonesia
(Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI).
Ada juga badan yang membentuk badan perjuangan yang ber-
sifat khusus seperti kesatuan-kesatuan pelajar (Tentara Pelajar
atau TP, Tentara Genie Pelajar atau TGP dan Tentara Republik
Indonesia Pelajar atau TRIP).

104 wawancara dengan Prof. Dr. Arifin Abdurrachman, Latief Hendraningrat,
Mahmud, Samidjo Mangoenwirono, Didi Kartasasmita, M.R.A. Soewardi, Yogya-
karta, 18 Desember 1976.

105 Adam Malik, Riwajat dan Perdjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, 17 Agustus 1945, Dijakarta, 1962, hal. 66-67; Adam Malik, Mengabdi
Republik, I, Jakarta, 1978; hal. 27. )

1% 1bid, hal. 71-72.
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Pembentukan badan-badan perjuangan itu tidak terbatas di
Jawa saja melainkan juga di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan,
Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Di Aceh dibentuk Angkatan
Pemuda Indonesia (API) di bawah pimpinan Sjamaun Gaharu
dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) kemudian menjadi Pemuda
Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan A. Hasymil0’
Di Sumatera Utara dibentuk Pemuda Republik Andalas; di
Sumatera Barat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indo-
nesia Andalas Barat.!%% Di Sulawesi Selatan dibentuk Pusat
Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) di bawah pimpinan Manai
Sophian, Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Pemuda
'Merah Putih, Penunjang Republik Indonesia (PRI).! °°

Sementara itu di Jakarta sebagian dari kelompok bekas
tentara Peta menemui Presiden Soekarno. Mereka mendesak
presiden agar segera membentuk Tentara Kebangsaan dan
mencalonkan Soepriadi sebagai pemimpin tertingginya. Pre-
siden Soekarno menyetujui usul mereka. Menteri Penerangan
Amir Syarifuddin yang pemah ditemui oleh kelompok-kelom-
pok bekas perwira Peta dan KNIL menyampaikan masalah
pembentukan tentara kebangsaan ini kepada Wakil Presiden
Mohammad Hatta. Masalah ini kemudian dibahas dalam sidang
kabinet, dan diputuskan pimpinan tertinggi tentara adalah
seorang kepala staf. Calon kepala staf yang dipilih adalah
pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo.

Soekarno dan Hatta bertemu untuk membicarakan masalah
dan memutuskan pembentukan tentara kebangsaan. Pimpinan
tertinggi tentara kebangsaan ditunjuk Soepriadi, seorang tokoh
pemberontak tentara Peta Blitar, dan QOerip Soemohardjo
diangkat sebagai kepala stafnya. Sebelum diumumkan maklu-
mat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, Hatta memerin-
tahkan memanggil Oerip Soemohardjo ke Jakarta untuk
- memangku jabatan kepala Staf Umum TKR. !!° Pada 5 Okto

_lo-'SemgnMerdeh, 27 Oktober 1945.
108 Soeara Moeda, 21 November 1945.

199 Soeara Moeda, 21 November 1945, Mereka mengadakan Kongres di Yogya-
karta, pada 10-11 November 1945. .
~1%Nasution, TNI 1.
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ber dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan
berdirinya tentara kebangsaan yang disebut Tentara Keamanan
Rakyat (TKR). Soepriadi diangkat sebagai pimpinan TKR
dan sebagai menteri keamanan rakyat ad interim diangkat
Moh. Suljoadikusumo bekas daidanco Peta.

Atas dasar Maklumat Pemerintah tersebut Oerip Soemo-
hardjo diserahi tugas Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta
sebagai tempat kedudukannya dan para anggota BKR pusat
mantan perwira KNIL sebagai intinya. Sebelum Oerip Soemi-
hardjo mengkonsolidasikan organisasi TKR, di Pulau Jawa
telah terbentuk 10 divisi dan di Sumatera enam divisi. Ber-
kembangnya kekuatan bersenjata yang begitu cepat memer-
lukan pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi. Soepriadi yang ditunjuk sebagai
pimpinan tertinggi TKR ternyata tidak pernah datang untuk
menduduki jabatannya, karena itu pada bulan November
1945 atas prakarsa Markas Tertinggi TKR diadakan ’kon-
ferensi” untuk memilih pimpinan tertinggi TKR yang baru.
Kolonel Sudirman, Komandan Divisi V/Banyumas, terpilih
dalam konferensi tersebut. Sebulan kemudian, pada 18 De-
sember 1945, ia dilantik sebagai Panglima Besar (Pangsar)
TKR dan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal. Oerip Soemo-
hardjo tetap menduduki jabatan Kepala Staf Umum TKR
dengan pangkat letnan jenderal.

Terpilihnya Soedirman merupakan pangkal tolak perkem-
bangan organisasi kekuatan bersenjata. TKR diubah menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI) pada bulan Januari 1946.'!!
Sementara itu kekuatan di luar TKR, para pemuda membentuk
organisasi-organisasi pemuda berupa laskar-laskar atau badan-
badan perjuangan. Atas prakarsa Chairul Saleh dan Sukarni
diselenggarakan kongres pemuda seluruh Indonesia di Jogyakarta
pada 10 November 1945. Kongres dipimpin oleh Chairul Saleh
dan Sukamni dan dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi

l"”Amanat Panglima Besar Soedirman, 7 Juni 1946”, Kumpulan Amanat
Panglima Besar Djenderal Soedirman, Djakarta, 1970, hal 16.
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pemuda. Organisasi-organisasi pemuda terpecah dalam tiga
kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang ber
aliran nasionalis, sedangkan dua kelompok lainnya bersaing
secara tajam yaitu kelompok Chairul Saleh dan kelompok
Soemarsono. Kelompok Soemarsono yang terdiri atas beberapa
organisasi membentuk organisasi Pemuda Sosialis Indonesia
(Pesindo), namun organisasi-organisasi pemuda itu sepakat
membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKPI).!!* Dalam
perkembangan selanjutnya Badan-badan Perjuangan ini di-
tampung di dalam wadah Biro Perjuangan, di bawah naungan
Kementerian Pertahanan. Kedua kelompok pejuang ini
kemudian diintegrasikan menjadi TNI (Tentara Nasional Indo-
nesia) pada bulan Juni 1947.113

C. PERTEMPURAN-PERTEMPURAN AWAL
1. Kedatangan Pasukan Sekutu dan Belanda

Faktor baru bagi para pemuda dalam melaksanakan pe-
rebutan kekuasaan itu adalah kedatangan pasukan Sekutu di
Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka ada di. bawah Komando
Asia Tenggara (South East Asia Command = SEAC) di bawah
pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Kelompok
Penghubung Sekutu (Force 136) pertama kali datang ke Indone-
sia pada 8 September 1945 di bawah pimpinan Mayor Green-
halgh. Mereka diterjunkan di Bandar Udara Kemayoran dengan
tugas mempersiapkan pembentukkan markas besar Sekutu
dan mengadakan kontak dengan kamp-kamp interniran Sekutu.

Kedatangan Greenhalgh disusul oleh berlabuhnya kapal
penjelajah Cumberland, yang diikuti oleh fregat Belanda,
Tromp, di Tanjung Priok pada 15.September 1945. Kapal itu
membawa Panglima- Skadron Penjelajah V Inggris Laksamana

' _"zA. Dahlan Ranuwihardjo, SH., Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi,
Jakarta, 1979, hal. 16—20.

M3Nugroho Notosusanto, The Dual Function of ihe Indonesian Armed
Forces, Djakarta, 1970, hal 6; Kedaulatan Rakjat, 1 November 1945, A.H. Nasution,
Tentara Nasional Indonesia, I, Diakarta, 1968, hal. 86.
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Muda WR. Patterson dan mendaratkan sebagian Pasukan Sekutu
yang bertugas di Indonesia. Pasukan ini merupakan komando
bawahan SEAC yang diberi nama Allied Forces Netherlands
East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jenderal
Sir Philip Christison. AFNEI berkekuatan tiga divisi dengan
tugas melaksanakan Perintah Gabungan Kepala-kepala Staf
Sekutu yang diberikan kepada SEAC, di antaranya :

(1) menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,

(2) membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,

(3) melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian
dipulangkan, _

(4) menegakkan dan mempertahankan keadaan damai terutama
di kota-kota besar (Jakarta Semarang, Surabaya, Padang,
Medan) untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah
sipil,

(5) menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan
menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.!*

Pasukan Sekutu pertama kali mendarat di Jakarta pada
29 September 1945. Kedatangan pasukan-pasukan Sekutu di
beberapa kota mulamula disambut dengan sikap netral oleh
pihak Indonesia, tetapi setelah diketahui pasukan Sekutu datang
bersama orang-orang NICA (Netherlands Indies Civil Adminis-
tration) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan
kembali kekuasaan Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia
kemudian berubah. Rakyat bangkit menentang dan menolak
kedatangan mereka. Situasi keamanan menjadi lebih buruk
sejak NICA mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang
baru dilepaskan dari tawanan Jepang. Orang-orang NICA
dan KNIL di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya berusaha
memancing kerusuhan dengan teror dan mengadakan provo-
kasi-provokasi. Reaksi pemuda dan Pemerintah RI atas sikap
tentara Sekutu ini disadari oleh Christison. Pasukan-pasukan
Sekutu tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Repu-
blik Indonesia, karena itu Christison mau berunding dengan

l“lndependent, 29 Desember 1945.
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Pemerintah RI dan mengakui de facto Republik Indonesia
pada 1 Oktober 1945.!'S Pengakuan ini diperkuat dengan
penegasan Christison, bahwa Sekutu tidak akan mencampuri
persoalan yang menyangkut status ketatanegaraan Indonesia.
Sejak pengakuan de facto itu, masuknya pasukan Sekutu ke
wilayah RI diterima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI.

Namun kenyataannya di kota-kota yang didatangi oleh
pasukan Sekutu terjadi insiden-insiden bersenjata bahkan
pertempuran-pertempuran. Pasukan-pasukan Sekutu sudah
tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dan juga
tidak menghargai pemimpin-pemimpinnya.

Akibatnya perlawanan terhadap pasukan Sekutu mening-
kat sampai akhir tahun 1945. Pihak Sekutu sudah merasa
kewalahan, menuduh Pemerintah RI tidak mampu menegak-
kan keamanan dan ketertiban. Tuduhan itu mendapat sambut-
an hangat dari Panglima Angkatan Perang Belanda Laksamana
Helfrich, dan dijadikan dasar untuk menambah jumlah pasukan-
nya guna membantu pasukan Jenderal Christison. !!¢

Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menolak
tuduhan tersebut. Pemerintah RI sekali lagi memperingatkan
Sekutu akan tugas-tugasnya. Sekutu tidak berhak mencampuri
persoalan politik yang semata-mata urusan pihak Indonesia
dan Belanda. Tugas yang dihadapi oleh pasukan Indonesia
dan Sekutu adalah sama, yakni menegakkan keamanan dan
ketertiban. Tidak amannya dan tidak tertibnya keadaan, di- .
sebabkan  karena teror yang dilakukan oleh Sekutu dan
~ gerombolan NICA. Dan perbuatan itulah yang ditentang oleh
rakyat Indonesia, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran
di beberapa daerah. !'? "

“5Osman Raliby, Sedjarah Hari Pahlawan, Diakarta, 1952, hal. 15; Vice
Admiral The Earl Mountbatten of Burma, Report to the Combined Chiefs of Staff
by the Supreme Allied Commander South East Asia, 1943—1945, hal. 290.

usEvazingNews, 28 Desember 1945.
Wp.q
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2. Pertempuran Surabaya

Pertempuran yang paling berdarah sejak masuknya pasukan
Sekutu ke Indonesia terjadi di Surabaya. Pertempuran melawan
pasukan Sekutu ini tidak terlepas kaitannya dengan peristiwa-
peristiwa sebelumnya, dalam usaha perebutan kekuasaan
dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai pada 2 September
1945. Para pemuda berhasil memiliki senjata dan bersama para
pemuka pemerintah telah siap menghadapi pelbagai ancaman.
Pada 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir
A.W.S. Mallaby, mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah satu-
an bawahan dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal
D.C. Hawthorn. Brigade ini mendapat tugas dari panglima
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) untuk melucuti
serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu
di Jawa Timur. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh
pemerintah daerah Jawa Timur, yang dipimpin oleh Gubernur
RMTA. Suryo. Setelah Mallaby mengadakan pertemuan dengan
wakil-wakil Pemerintah RI Jawa Timur dihasilkan kesepakatan
sebagai berikut :

(1) Inggris berjanji bahwa di dalam tentara mereka tidak ter-
dapat Angkatan Perang Belanda,

(2) Disetujui kerjasama antara keduabelah pihak untuk men-
jamin keamanan dan ketentraman,

(3) Akan segera dibentuk Contact Bureau (Kontak Biro) agar
kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya,

(4) Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. '8

Sejak itu pihak RI memperkenankan tentara Inggris memasuki
kota, dengan syarat hanya menguasai objek-objek yang sesuai
dengan tugasnya, seperti kamp-kamp interniran.

Ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada 26
Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari Field Security
Section di bawah pimpinan Kapten Shaw, menyerbu penjara
Kalisosok. Mereka berusaha membebaskan Kolonel Huiyer,
perwira Angkaran Laut Belanda dan kawan-kawan, utusan

118 55eara Rakjat, 26 Oktober 1945.
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thorn atasan Brigadir Mallaby, tiba di Surabaya. Presiden
didampingi oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, Menteri
Penerangan Amir Syarifuddin, dan Pemerintah RI Jawa Timur
berunding dengan Sekutu. Perundingan siang hari itu menghasil-
kan keputusan, >’segera diumumkan penghentian kontak senjata
antara kedua belah pihak”. Perundingan dilanjutkan pada
malam hari antara Presiden Soekarno yang didampingi oleh
wakil Pemerintah RI di Surabaya dan wakil Pemuda dengan
pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal Hawthorn. Perun-
dingan ini menghasilkan pengakuan terhadap eksistensi RI
oleh Sekutu dan usaha-usaha menghindari bentrokan senjata
diatur sebagai berikut :

(1) Surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Mayor
Jenderal D.C. Hawthorn dinyatakan tidak berlaku,

(2) TKR dan Polisi diakui oleh Sekutu,

(3) Seluruh Kota Surabaya tidak dijaga tentara Sekutu kecuali
kamp-kamp tawanan yang dijaga oleh tentara Sekutu
bersama-sama TKR,

(4) Untuk sementara waktu pelabuhan Tanjung Perak dijaga
bersama TKR, Polisi dan tentara Sekutu guna menyelesai-
kan tugas pengiriman obat-obatan untuk tawanan perang.'?!

Pelaksanaan hasil perundingan dalam rangka *’menyelamat-
kan” pasukan Mallaby dari kehancurannya, dipertegas oleh
penjelasan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin.

(1) Dibentuk suatu Kontak Biro yang terdiri dari unsur peme-
rintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris,

(2) Daerah pelabuhan yang dijaga bersama, kedudukan masing-
masing ditentukan oleh Kontak Biro,

(3) Daerah Darmo, daerah Kamp interniran orang-orang Eropa
dijaga oleh tentara Sekutu. Hubungan antara Darmo dengan
Pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat
pelaksanaan pemindahan interniran,

(4) Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada
masing-masing pihak.

121 porah Putih, 30 Oktober 1945.
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Pada perundingan tersebut disepakati nama-nama anggota
Kontak Biro dari kedua belah pihak. Dari pihak Inggris lima
orang, yaitu Brigadir A.W.S. Mallaby, Kolonel L.H.O. Pugh,
Wing Commander Groom, Mayor M. Hubson, dan Kapten H.
Shaw, sedangkan dari pihak Indonesia sembilan orang anggota,
yaitu Residen Sudirman, Doel Amowo, Atmaji, Mohammad,
Sungkono, Suyono Prawirobismo, Kusnandar, Roeslan Abdul-
gani, dan TD. Kundan sebagai juru bahasa. Perundingan selesai
pada 30 Oktober 1945. Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal
D.C. Hawthorn meninggalkan Surabaya pada pukull3.00.

Sementara itu di beberapa tempat masih terjadi kontak
senjata, sekalipun sudah diumumkan adanya gencatan senjata,
karena itu para anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak
bersama-sama mendatangi objek-objek yang masih terjadi
pertempuran. Mereka bermaksud menghentikan pertempuran
setempat-setempat itu.

Tempat terakhir yang dikunjungi oleh kedua belah pihak
adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung
ini masih diduduki oleh pasukan Inggris dan dikepung oleh
ratusan pemuda. Setibanya rombongan di tempat ini terjadi
insiden baru. Pemuda-pemuda menuntut agar Mallaby meme-
rintahkan pasukannya menyerah. Mallaby tidak dapat mene-
rima tuntutan itu. Tiba-tiba terjadi tembakan gencar berasal
dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris dengan
maksud melindungi Mallaby. Pemuda-pemuda membalasnya.
Akibat tembakan tersebut terjadi keributan dan kekacauan.
Para anggota Kontak Biro tercerai-berai mencari perlindung-
an sendiri-sendiri. Dalam kekacauan itu Mallaby terbunuh di
dalam mobilnya.

Dengan terbunuhnya Brigadir Mallaby, pihak Inggris
menuntut pertanggungjawaban Pemerintah RI di Surabaya.
Pada 31 Oktober 1945 Letnan Jenderal Christison, panglima
AFNEI, memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka
menyerah jika tidak ingin dihancurleburkan.

Rakyat Surabaya tidak dapat memenuhi tuntutan Chris-
_ tison. Kontak Biro Indonesia mengumumkan, bahwa kematian
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Mallaby adalah akibat kecelakaan, tidak dapat dipastikan
apakah ia mati akibat tembakan rakyat atau tembakan dari
tentaranya sendiri.'?? '

Satu minggu setelah terbunuhnya Mallaby, pihak Inggris
mengirim pasukan baru ke Surabaya di bawah pimpinan Mayor
Jenderal E.C. Mansergh. Pada 7 November, Mansergh menulis
surat kepada Gubernur Soerjo, yang isinya menuduh bahwa
gubernur tidak menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai
oleh gerombolan perampok yang menghalang-halangi tugas
Sekutu. Pada akhir suratnya ia mengancam bahwa pasukan
Inggris akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti *’ge-
rombolan yang tidak mengenal tertib hukum’’, itu serta me-
manggil’’ Gubernur Soerjo untuk “menghadap’’. 123

Dalam surat balasannya 9 November 1945, Gubernur Soerjo
membantah semua tuduhan Mansergh. Gubernur Soerjo mengu-
tus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyam-
paikan surat balasan. Pihak Inggris kemudian menyebar pam-
flet yang berisi ultimatum kepada Bangsa Indonesia di
Surabaya. Ultimatum itu bertanggal 9 November 1945 yang
maknanya dirasakan menghina martabat dan harga diri bangsa
Indonesia. Isi pokoknya adalah pihak Inggris ingin membalas
kematian Mallaby, rakyat Surabaya harus bertanggung jawab.
Ultimatum itu disertai instruksi agar semua pemimpin Indo-
nesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah,
harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan
meletakkan tangan mereka di atas kepala dan kemudian me-
nandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menye-
rah tanpa syarat.!?* Pemuda-pemuda bersenjata harus menye-
rahkan senjatanya dengan berbaris sambil membawa bendera
putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00, 10
November 1945. Apabila ultimatum tidak diindahkan, Inggris
akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara.

122 50eara Rakjat, 3 Oktober 1945.
123100 hari di Surabaya, hal. 73-74.
1241 ukisan Revolusi.
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Ultimatum ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Man-
sergh. Dalam menanggapi ultimatum ini para pemimpin di
Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka berusaha menelepon
presiden, namun diterima oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad
Subardjo. Menteri luar negeri menyerahkan kepada rakyat
Surabaya untuk menentukan sikap. Secara resmi pada pukul
22.00, Gubernur Soerjo melalui radio, menyatakan menolak
ultimatum Inggris_.

Sementara itu para pemuda sudah siap siaga membuat
pertahanan di dalam kota. Komandan BKR Kota, Soengkono,
pada 9 November pukul 17.00 mengundang semua unsur
kekuatan rakyat yang terdiri atas para pimpinan TKR, PRI,
BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR
Laut untuk berkumpul di Markas BKR—Kota Jalan Pregolan
No. 4. Soengkono mempersilakan mereka yang ingin mening-
galkan kota. Semua yang hadir bertekad untuk mempertahan-
kan Kota Surabaya. Mereka membubuhkan tandatangan pada
secarik kertas sebagai tanda setuju dan diteruskan dengan
ikrar bersama. Soéngkono dipilih sebagai komandan pertahanan.

Kota Surabaya dibagi dalam tiga sektor pertahanan yang
melipufi sektor Barat, sektor Tengah dan sektor Timur. Sektor
Barat dipimpin oleh Koenkiyat, Sektor Tengah dipimpin
oleh Kretarto dan Marhadi, dan Sektor Timur dipimpin oleh
Kadim Prawirodihardjo.!*® Lini pertahanan pertama ditentu-
kan Jalan Jakarta ke Krembangan, Kapasan dan Kedungcowek.
Lini kedua di sekitar Viaduct. Lini ketiga di daerah Darmo.
Sementara itu radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung
Tomo (Sutomo) membakar semangat juang rakyat. Siaran
ini dipancarkan dari Jalan Mawar No. 4.

Sesudah batas waktu ultimatum Sekutu habis, keadaan
semakin gawat. Surabaya digempur dengan meriam dari laut
dan dibom oleh kapal-kapal udara Inggris. Kontak senjata
pertama yang terjadi di lini pertama berlangsung sampai pukul

125 wawancara dengan Midjen (Pur) Soengkono, Sumbaya, 4-6 Nopember
1974. . .
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18.00. Inggris berhasil menguasai lini pertama. Gerakan pasukan
Inggris dibantu dengan pemboman yang ditujukan pada sasaran
pemusatan kekuatan pemuda. Surabaya yang digempur oleh
Inggris dengan kekuatan lebih dari-satu divisi itu berhasil
dipertahankan oleh para pemuda hampir tiga minggu lamanya.
Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun
pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan
berat. Sekalipun dalam pertempuran yang terakhir di Gunung-
sari pada 28 November 1945, Surabaya jatuh ke tangan Inggris,
namun perlawanan secara sporadis masih terus berlangsung.
Untuk selanjutnya markas Pertahanan Surabaya dipindahkan
ke Desa Lebaniwaras yang terkenal dengan nama Markas Kali.

3. Pertempuran Ambarawa

Hampir bersamaan dengan pertempuran Surabaya, per-
tempuran di Ambarawa terjadi sejak 20 November dan berakhir
15 Desember 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak
dipersimpangan Semarang—Magelang dan Semarang—Solo. Pe-
ristiwa ini dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang.
Sesudah Brigade Artileri dari Divisi India ke—23 mendarat di
Semarang pada 20 Oktober 1945, mereka meneruskan per-
jalanannya ke Ambarawa dan Magelang. Oleh pihak RI mereka
diperkenankan mengurus interniran yang berada di kamp-kamp
interniran Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka dibon-
cengi oleh orang-orang NICA, yang kemudian mempersenjatai
para bekas tawanan itu. Pada 26 Oktober 1945 pecah insiden
di Magelang yang berlanjut menjadi pertempuran antara TKR
dan tentara Sekutu. Pasukan Inggris hampir saja mengulangi
pertempuran Surabaya. Pertempuran berhenti setelah Presiden
Soekarno dan Brigadir Bethell datang di Magelang atas permin-
taan Markas Besar Sekutu pada 2 November 1945. Mereka
mengadakan perundingan dan mencapai kata sepakat yang
dituangkan ke dalam naskah persetujuan yang terdiri atas 12
pasal. Naskah persetujuan itu antara lain berisi :

(1) Pihak Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di
Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi
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dan mengurus evakuasi APWI. Jumlah pasukan Sekutu
dibatasi sejumlah yang diperlukan,

(2) Jalan raya Magelang — Ambarawa terbuka bagi lalu-lintas
Indonesia dan Sekutu,

(3) Sekutu berjanji mengakui aktivitas NICA dalam badan-
badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Kesempatan dan kele-
mahan pasal-pasal persetujuan itu disalahgunakan untuk me-
nambah jumlah serdadunya yang berada di Magelang.

Sementara itu pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah
pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto
melawan tentara Sekutu. Pasukan sekutu yang berada di Mage-
lang ditarik ke Ambarawa pada 21 November 1945 dengan
lindungan pesawat-pesawat terbang. Pertempuran berkobar
di dalam kota pada 22 November 1945. Pasukan Sekutu me-
lakukan pemboman terhadap kampung-kampung di sekitar
Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan-pasukan pemuda
yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di
kuburan Belanda, sehingga membentuk garis pertahanan sepan-
jang rel kereta api yang membelah Kota Ambarawa. Dari
arah Magelang, Batalyon TKR dari Divisi V/Purwokerto di
bawah pimpinan Imam Adrongi, pada 21 November 1945
melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul pasukan
Sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Batalyon Imam
Adrongi berhasil menduduki Pingit kemudian merebut desa-
desa di sekitarnya. 126

Sementara itu batalyon Imam Adrongi meneruskan gerakan
pengejarannya. Kemudian disusul datangnya tiga batalyon
yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalyon 10 Divisi III
di bawah pimpinan Mayor Soeharto (sekarang presiden), Batal-
yon 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono dan pasukan pemuda
pimpinan Sugeng. Dengan demikian kedudukan musuh ter-

1265emdam VII/Diponegoro, Palagan Ambarawa dan Hari Indanteri, Sema-
rang, 1967, hal. 53.
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kepung. Musuh mencoba mematahkan kepungan itu, mengada-
kan gerakan melambung dengan menggunakan tank-tanknya
sehingga kedudukan pasukan kita terancam dari belakang.
Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan kita diperintahkan
oleh masing-masing komandannya untuk mundur ke Bedono.
Dengan datangnya bantuan dari Resimen 2 di bawah pimpinan
M. Sarbini dan batalyon Polisi Istimewa di bawah Onie Sastro-
atmodjo serta satu batalyon dari Yogyakarta, gerakan musuh
berhasil ditahan di Desa Jambu.

Di Desa Jambu, para komandan pasukan mengadakan
rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar.
Rapat ini menghasilkan terbentuknya satu komando yang
disebut Markas Pimpinan Pertempuran (MPP) yang bertempat
di Magelang. Sejak itu medan Ambarawa dibagi atas empat
sektor yaitu Sektor Utara, Sektor Selatan, Sektor Timur dan
Sektor Barat.

Kekuatan pasukan yang bertempur di Ambarawa sejumlah
19 batalyon. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan
yang berasal dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur.
Sejak gugurnya Letnan Kolonel Isdiman itu, Kolonel Soedir-
man, panglima divisi di Purwokerto, mengambil alih pimpinan
pasukan. Situasi pertempuran berubah menjadi semakin meng-
untungkan pasukan kita. Pada 5 Desember 1945 musuh dapat
diusir dari Desa Banyubiru yang merupakan garis pertahanan
terdepan. ‘

Setelah mempelajari situasi pertempuran, Kolonel Soedir-
man pada 11 Desember 1945 mengambil prakarsa untuk me-
ngumpulkan para komandan sektor. Mereka melaporkan situasi
pada sektor masing-masing. Akhirnya Kolonel Soedirman
menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit dan perlu segera
dilaksanakan pukulan terakhir. Rencana pelaksanaannya di-
susun sebagai berikut :

(a) Serangan pendadakan yang serentak dari semua sektor,
(b) Masing-masing komandan sektor memimpin pelaksanaan
serangan, :
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(c;) Pasukan-pasukan Badan-Baﬁan Perjuangan sebagai cadang-
- an,

(d) Ditentukan hari serangan adalah 12 Desember pukul
04. 30 127

Pada 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR
- bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu satu
setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung kedudukan
musuh dalam kota. Diperkirakan pertahanan musuh yang
terkuat di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama
tiga hari. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha
keras untuk melakukan gerakan mundur. Pada 15 Desember
1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa. Peristiwa ini
mempunyai arti penting mengingat letak Kota Ambarawa
yang strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka
mengancam tiga kota utama Jawa Tengah sekaligus, yaitu
Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta, tempat ke-
dudukan Markas Tertinggi TKR.

4. Pertempuran Medan Area

Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir T.E.D. Kelly
. mulai mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945,
dengan kekuatan satu bngade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India
ke—26. Orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil
alih pemerintahan ikut bersama mereka. Pemerintah RI yang
menghormati tugas Sekutu di Sumatera Utara, memperkenan-
kan pasukan itu menempati beberapa hotel di Kota Medan
seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-
lain. Sebagian dari mereka kemudian ditempatkan di Binjai,
Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya.!'?® Sehari
setelah itu sebuah tim dari RAPWI mendarat, kemudian
mereka mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan,
Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Berastagi untuk
membebaskan para tawanan. Atas persetujuan Gubernur T.M.

" 137gemdam VII/Diponegoro, op. cit;, hal. 58.

128Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Medan, 1976, hal.
240.
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Hassan mereka dikirim ke Medan. Ternyata di antara para bekas
tawanan itu membentuk sebuah batalyon KNIL di Medan.
Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai “pemenang”
dalam perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden
dengan para pemuda. Insiden pertama terjadi di sebuah hotel
di Jalan Bali (sekarang Kantor Polisi Kota) Medan pada 13
Oktober 1945. Insiden itu berawal dari seorang penghuni hotel
bangsa Belanda yang merampas dan menginjak-injak lencana
merah putih para pejalan kaki. Akibatnya hotel tersebut di-
serang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh
korban 96 orang luka-luka, sebagian besar adalah orang-orang
NICA.'?* Insiden itu kemudian menjalar di beberapa kota
lainnya seperti Pematang Siantar dan Berastagi.

Sementara itu pada 10 Oktober 1945, terbentuk TKR
Sumatera Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir.!* Selan-
jutnya diadakan pemanggilan terhadap para mantan giyugun
dan heiho di seluruh Sumatera Timur. Panggilan ini mendapat
sambutan yang luar biasa. Di samping TKR, di Sumatera Timur
terbentuk pula organisasi badan-badan perjuangan yang pada
15 Oktober berfusi menjadi Pemuda Republik Indonesia.
(PRI) Sumatera Timur dan sebulan kemudian berubah menjadi
Pemuda Sosials Indonesia (Pesindo). Setelah terbentuknya
partai-partai politik pada bulan November 1945 menyusul
‘pula laskah-laskar partai PNI memiliki Nasional Pelopor Indo-
nesia (Napindo), PKI mempunyai barisan Merah, Masyumi
memiliki Hizbullah, Parkindo membentuk Pemuda Parkindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Sekutu me-
mulai aksinya untuk melemahkan kekuatan Republik dengan
mengultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan
senjatanya kepada Sekutu. Hal ini juga dilakukan oleh Briga-
dir T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada 18 Oktober
1945, Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukung-
an dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Sekutu pun

" 12%Team Asistensi Pangdam II/Bukit Barisan, Sejarah Perjuangan Komando
Daerah Militer II/Bukit Barisan, Jilid 1, Medan, 1977, hal. 107.
130Biro Sejarah Prima, op. cit., hal. 212.
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melakukan aksi-aksi terornya sehingga timbul rasa permusuhan
di kalangan pemuda. Patroli-patroli pasukan Inggris ke luar
kota tidak pernah aman. Keselamatan mereka tidak dijamin
oleh Pemerintah RI. Meningkatnya korban di pihak Inggris
menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan me-
nentukan secara sepihak batas kekuasaannya.

Pada 1 Desember 1945 pihak Sekutu memasang papan-
papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di
pelbagai sudut pinggiran Kota Medan. Sejak saat itulah istilah
Medan Area menjadi terkenal. Tindakan sepihak Inggris ini
merupakan tantangan bagi para pemuda. Pasukan Inggris
bersama NICA kemudian melakukan aksi ’pembersihan’ ter-
hadap unsur-unsur Republik yang berada di Kota Medan. Para
pemuda membalas aksi-aksi mereka dan membuat Medan
menjadi tempat yang tidak aman. Setiap usaha pengusiran
dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi tembak
menembak. Pada 10 Desember 1945 pasukan Inggris dan
NICA yang berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di
Trepes berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris
diculik oleh pemuda dan beberapa buah truk dihancurkan.
Karena peristiwa ini, maka Brigadir T.E.D. Kelly kembali
mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka.
Barang siapa yang terbukti melanggar akan ditembak mati.
Daerah yang ditentukan adalah delapan setengah kilometer
dari batas Kota Medan dan Belawan.!®' Perlawanan semakin
memuncak. Pada bulan April 1946 tentara Inggris berhasil
mendesak kedudukan Pemerintah RI ke luar Kota Medan.
Gubernur, markas Divisi - TKR, walikota Medan pindah ke
Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris sepenuhnya meng-
uasai Kota Medan.

Setelah melakukan konsolidasi di luar kota, pada 10 Agus-
tus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-
komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan
memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama:

31Biro Sejarah Prima, op. cit, hal. 255.
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Komando Resimen Lasykar Rakyat Medan Area. Daerah per
tempuran Medan Area dibagi atas empat sektor dan tiap sektor
dibagi lagi atas empat sub sektor. Setiap sektor berkekuatan:
satu batalyon. Markas komando berkedudukan di Sudi Menger-
ti (Trepes).!* Di bawah komando inilah kemudian mereka
meneruskan perjuangan di Medan Area.

D. STRATEGI DIPLOMASI
1. Diplomasi Sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian

Pada 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan sebuah
maklumat politik. Dinyatakan dalam maklumat tersebut bahwa
pemerintah menginginkan pengakuan terhadap Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia dari Sekutu maupun dari pihak
Belanda serta berjanji akan mengembalikan semua milik asing
atau memberi ganti rugi atas milik asing yang dikuasai oleh
pemerintah. Bersamaan dengan maklumat itu dikeluarkan
pula pernyataan bahwa pemerintah menyukai berdirinya partai-
partai politik sebagai sarana perjuangan.'3® Sebagai realisasi
Maklumat Pemerintah tersebut kabinet presidensial yang
dipimpin oleh presiden diganti dengan kabinet ministerial.
Sebagai perdana menteri ditunjuk Sutan Sjahrir, yang segera
membentuk pemerintah baru (Kabinet Sjarir). Program Kabinet
Sjahrir antara lain meneruskan garis kebijakan kabinet sebelum-
nya, yaitu segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak
Belanda dan Inggris.

Hasil dari kontak itu disepakati akan diadakan perundingan
segitiga diJakarta. Pemerintah Inggris yang ingin secepatnya
melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugasnya di Indo-
nesia mengirimkan Sir Archibald Clard Kerr sebagai duta
istimewa ke Indonesia.'>* Pemerintah Belanda diwakili oleh
Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook, sedangkan
Pemerintah RI diwakili oleh Perdana Menteri Syahrir. Pe-

!32Biro Sejarah Prima, op. cit., hal. 285.
133 Berita Repoeblik Indonesia, No. I, Tahun I, 17 November 1945, hal. 3.
134 Soeara Moeda, 17 Februari 1946.
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rundingan dimulai pada 10 Februari 1946. Pada awal perun-
dingan van Mook menyampaikan pernyataan politik peme-
rintahnya yang terdiri atas enam fasal yang isinya mengulangi
pidato ratu Belanda pada 7 Desember 1942, sebagai berikut :

(1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk
federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam
lingkungan kerajaan Nederland,

(2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan
luar negeri diurus oleh Pemerintah Belanda,

(3) Sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk
pemerintah peralihan selama 10 tahun,

(4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Sementara perundingan berlangsung suatu gabungan organi-
sasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP) melakukan oposisi
terhadap Kabinet Sjahrir.'3* Persatuan Perjuangan berpendapat
bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar penga-
kuan 100% terhadap Republik Indonesia Di dalam sidang
KNIP di Solo (28 Februari -- 2 Maret 1946) mayoritas suara
menentang kebijakan Kabinet Sjahrir. Karena oposisi yang
terlalu kuat, maka Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya
kepada presiden, tetapi presiden menunjuk kembali Sutan
Sjahrir menjadi formatur kabinet.

Kabinet Sjahrir kedua terbentuk pada 12 Maret 1946.
Kabinet baru ini menyusun jawaban yang berisi usul balasan
Pemerintah RI yang terdiri atas 12 fasal antara lain :

(1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang ber-

.daulat penuh atas wilayah bekas wilayah Belanda,

135 persatuan Perjuangan dibentuk pada 4-5 Januari 1946 di Surakarta
atas prakarsa Tan Malaka (Lasjkar, 7 Januari 1946). Semula bernama Volksfront
Pada tanggal 15—16 Januari 1946 dibentuk badan tetap bernama Persatuan Per
juangan (PP). Program minimum PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pe-
ngakuan kemerdekaan 100%. PP diikuti oleh semua organisasi massa bahkan BPKNIP
menyambut lahirnya PP, Berita Repoeblik Indonesia, No. 7, Tahun II, 1 Februari
1946, hal 56.
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(2) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942 menjadi
tanggungan Pemerintah RI,

(3).Federasi Indonesia — Belanda akan dilaksanakan dalam
masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan per-
tahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang ter-
diri atas orang-orang Indonesia dan Belanda,

(4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika
perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia,

(5) Pemerintah Belanda harus membantu Pemerintah Indonesia
untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB),

(6) Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus
dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawas-
an terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan
interniran lainnya.!3¢

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, tetapi
Pemerintah Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan
Pemerintah RI tersebut meskipun pihak Republik sudah mem-
berikan konsesi-konsesi, yang oleh sebagian besar rakyat Indo-
nesia sukar diterima. Kemudian van Mook mengajukan usul
pribadi. Ia bersedia mengakui Republik Indonesia sebagai
wakil Jawa dalam rangka kerjasama pembentukan negara
federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Nederland.
Wakil dari semua bagian Hindia Belanda dan wakil semua
golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struk-
tur negara Indonesia. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda
akan mendarat untuk menggantikan tentara Sekutu. '3’

Pada 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir memberikan jawaban
yang disertai konsep persetujuan dalam bentuk traktat yang
isinya antara lain :

136pr. H.J. van Mook, Indonesie, Nederland en de Wereld, Amsterdam,
1949, hal 123—124.

'37 Alastair M. Tailor, Indonesian Independence and the United Nations,
London, 1960.
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(1) Supaya Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto
RI atas Jawa dan Sumatera,

(2) Supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk Negara
Indonesia Serikat (NIS),

(3) Negara Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland,
Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan
kenegaraan Belanda.

Dengan jawaban Pemerintah RI tersebut, pendapat kedua
belah pihak telah saling mendekati, karena itu kedua belah
pihak memandang perlu perundingan ditingkatkan. Setelah
perundingan di Jakarta antara Sutan Sjahrir dan van Mook yang
disaksikan oleh Archibald Clark Kerr berakhir kedua pemerin-
tah sepakat mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (Negeri
Belanda). Pemerintah RI mengirimkan tiga orang delegasi yang
terdir atas Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim
Pringgodigdo. !3® Mereka berangkat ke Nederland pada 4 April
1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi
Belanda terdiri atas Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Iden-
burgh, Dr. van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid II dari
Pontianak, dan Surio Santoso.

Dalam perundingan ini ternyata pihak Belanda menolak
konsep hasil pertemuan Sjahrir — van Mook — Clark Kerr di
Jakarta, terutama usul Clark Kerr tentang pengakuan de facto
kedaulatan RI atas Jawa dan Madura yang dikurangi dengan
daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu, sedangkan
Republik Indonesia masih harus tetap menjadi bagian dari
Kerajaan Nederland; demikian juga campur tangan Republik
dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah
Republik ditolak oleh Belanda. Perundingan yang berlangsung
selama 10 hari itu (14 - 25 April 1946 gagal. Untuk sementara
waktu hubungan  Indonesia—Belanda terputus. Pada 2 Mei
1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahnya yang
terdiri atas tiga pokok :

138prs.  Susanto Tirtoprodjo SH, Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia,
Djakarta, 1963, hal 19.
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(1) Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai
bagian dari persemakmuran (gemeennebest) Indonesia
yang berbentuk federasi (serikat),

(2) Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan
Nederland, Suriname, dan Curasao di lain pihak akan me-
rupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda,

(3) Pemerintah Belanda akan mengakui de facto kekuasaan RI
atas Jawa, Madura, dan Sumatera dikurangi dengan daerah-
daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada 17 Juni 1946 ditolak oleh Pemerintah
RI, karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Usul
balasan Pemerintah RI antara lain : R

(1) Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura,
Sumatera, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai
oleh tentara Inggris dan Belanda;

(2) Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal
ini gemeenebest, rijkverband, koloni, trusteeship territory
atau federasi a’la Vietnam) dan menghendaki penghentian
pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan
Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah
jumlah pasukannya;

(3) Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan
(overgangs-periode) di bawah kedaulatan Belanda. '3

2. Reaksi Terhadap Strategi Diplomasi

Sesudah Kabinet Sjahrir dijatuhkan oleh Persatuan Per-
juangan dalam sidang KNIP di Solo pada pertengahan bulan
Februari 1946, sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharap-
kan pimpinan PP Tan Malaka yang ditunjuk sebagai formatur
kabinet. Penunjukan Sutan Sjahrir sebagai formatur menim-
bulkan ketidakpuasan kelompok PP. Sebelum presiden me-
nunjuk Sjahrir, Adam Malik menghadap presiden meminta

139K ementerian Penerangan Republik Indonesia, Lukisan Revolusi Rakjat
hdonefiz, Jogjakarta, 1949, hal. 354 dan seterusnya.
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agar Tan Malaka diberi mandat untuk menyusun kabinet.
Presiden menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima Tan
Malaka sebagai formatur. Jawaban yang sama juga diberikan
oleh wakil presiden kepada Chairul Saleh, ketika ia menghadap
wakil presiden.'®® Keinginan kelompok PP ini berdasarkan
atas mayoritas suara dalam KNIP dan merupakan kesempatan
untuk menghantam lawan politiknya, namun presiden dan
wakil presiden mempertahankan Sutan Sjahrirkarena kebijakan
politiknya sesuai dengan garis Soekarno—Hatta, khususnya
mengenai politik diplomasi Tan Malaka dan kelompoknya
menghendaki politik konfrontasi total terhadap Belanda.

Pada 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk, dan
mengumumkan program Kkabinetnya, yang antara lain me-
neruskan kebijakan diplomasinya, dengan mengajukan usul
balasan kepada Pemerintah Belanda. Persatuan Perjuangan
tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Sjahrir, sekali-
pun program kabinet baru sudah merupakan kompromi antara
pendapat Persatuan Perjuangan dengan haluan politik pemerin-
tah. Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan
Malaka dan kawan-kawan yang menginginkan kedudukan
dalam pemerintahan.!4!

Pada 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik, khususnya
dari Persatuan Perjuangan, ditangkap. Pemerintah menyatakan
bahwa tujuan penangkapan untuk mencegah timbulnya bahaya
yang lebih besar sebagai akibat tindakan pemimpin-pemimpin
politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka menga-
caukan, melemahkan dan memecah persatuan. Mereka melaku-
kan oposisi yang tidak sehat dan tidak loyal melainkan hendak
melemahkan pemerintah dan indikasi kuat mereka akan mengu-
bah susunan negara di luar undang-undang.'#?

140 A dam Malik, Mengabdi Republik, jilid II, Jakarta, 1978, hal. 167-168;
Mohammad Hatta, Memori, Jakarta, 1978, hal. 481—-482.

141 Sapta Darma Muhammad Yamin.

192 Kedaulatan Rakyat, 1 April 1946, Pengumuman Pemerintah sebagai
penjelasan dari Pengumuman Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tanggal
13 Maret 1946.
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yang ditugasi untuk membahas penyelesaian masalah terse-
but.

Ketiga, masalah golongan minoritas, Pemerintah RI ber-
janji akan melindungi mereka.'#

Sebagai realisasi pertemuan Sjahrir—Lord Killearn pada
17 September 1946 Pemerintah RI mengirimkan delegasi TRI
dalam rangka pembicaraan gencatan senjata. Delegasi dipim-
pin oleh Jenderal Mayor Sudibjo beserta enam anggotanya,
antara lain Komodor S. Surjadarma, Kolonel M. Simbolon,
dan Kolonel TB. Simatupang.'*® Dalam perundingan dengan
Inggris ini delegasi Indonesia mengajukan nota yang terdiri
atas lima fasal :

(1) gencatan senjata secara total di darat, laut dan udara,

(2) penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia,

(3) jaminan dari Inggris bahwa Sekutu tidak akan menyerah-
kan senjata-senjatanya kepada pihak Belanda,

(4) pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut

. dan udara oleh pihak RI,

(5) penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari
seluruh Indonesia. 146
Setelah berunding selama lima hari (9 - 14 Oktober 1946)

tercapai persetujuan sebagai berikut :

(1) Delegasi Indonesia, Inggris dan Belanda mengadakan gen-
catan senjata atas dasar kedudukan dan kekuatan militer
masing-masing pada saat dicapainya,

(2) Disetujui bersama pembentukan Komisi Gencatan Senjata
yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelak-
sanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelang-
garnya,

(3) Komisi ini bekerja sampai 30 November 1946. Susunan
Komisi Gencatan Senjata dari pihak Inggris adalah Mr.

144 K edaulatan Rakjat, 20 Agustus 1946.
145 ¥ edaulatan Rakjat, 16 September 1946.
146 1bid, 25 September 1946.
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Wright, Mayor Jenderal A.C. Mansergh, Kolonel Laut
Cooper, Komodor Udara Stevens, dan Mayor Jenderal
Formann, dari pihak Indonesia dr. Sudarsono, Jenderal
Soedirman, Laksamana Muda M. Nazir, dan Komodor
(Jenderal—Mayor) Surjadarma, dan dari pihak Belanda
Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke,
dan Mayor Jenderal Kengen,

(4) Disetujui bersama membetuk sub komisi teknis yang terdiri
atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia, dan Belanda.
Tugas sub komisi ini adalah selekasnya memberi perintah
penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk
pedoman pelaksanaan gencatan senjata, dan membentuk
badan arbitrase. 4’

Persetujuan mengenai gencatan senjata tersebut di atas
tercapai baru pada tingkat prinsip dan bersifat politis.!4®
Karena itu Panglima Besar Soedirman dalam pidato radionya
menegaskan bahwa belum ada perintah penghentian tembak-
menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan gencatan
senjata. Sesuai dengan persetujuan itu pada akhir November
dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan antara
Indonesia dan Belanda untuk menetapkan garis demarkasi.
Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata
dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan sesuatu
keputusan.

Kabinet Sjahrir III melanjutkan perundingan politik dengan
Belanda, setelah membeku hampir lima bulan, sejak penolakan
usul Belanda bulan Juni 1946 dan krisis politik di dalam negeri
bulan Juni 1946. Dalam perundingan ini Perdana Menteri
Sjahrir memimpin sendiri delegasi Indonesia RI. Anggota
delegasi berjumlah enam orang; tiga orang yaitu Mr. Moh.
Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan dr. AK. Gani, sedangkan
tiga anggota-anggota cadangan yaitu Mr. Amir Sjarifuddin,
dr. Sudarsono, dan Dr. J. Leimena. Yang dijadikan dasar dan

147 ¢ edaulatan Rakjat, 10 Oktober 1946.
148 1bid, 18 Oktober 1946.



72

pedoman perundingan adalah program politik pemerintah,

yang terdiri atas :

(a) berunding atas dasar pengakuan Negara Republik Indonesia,
merdeka 100%,

(b) mempersiapkan rakyat dan negara disegala lapangan, politik,
militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan RI.4¢

Pihak Belanda membentuk komisi perundingan yang ber-
nama Komisi Jenderal. Komisi ditugasi untuk berunding dengan
Indonesia, dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan anggota
Max van Poll, F. de Boer dan H.J. van Mook. Perundingan
dimulai pada 7 Oktober 1946 di Jakarta.!*® Dalam perundingan
ini Komisi Jenderal mengajukan usul-usul, antara lain, ’seandai-
nya Pemerintah RI bersedia menerima masa peralihan, di-
usulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara
bagian’. Usul lainnya adalah, ”Komisi Jenderal menuntut
agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga benar-
benar menguasai keadaan di daerah yang dikuasainya”. Pihak
RI menyatakan bahwa dalam pikiran Komisi Jenderal masih
diliputi oleh rijkseenheidsgedachte (gagasan kesatuan Kerajaan
Belanda), sehingga masih menuntut RI agar tetap dalam ling-
kungan Kerajaan Belanda. Usul-usul komisi sulit diterima oleh
RI hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan
tertunda. Kemudian pihak RI membuka kemacetan dengan
usul baru yang berisi tawaran pengembalian hak-hak milik
swasta Belanda. Karena tawaran-tawaran ini dianggap mengun-
tungkan, maka Komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi
dengan pemerintahnya. Akhirnya perundingan diteruskan di
Linggajati, suatu tempat peristirahatan di selatan Cirebon,
pada 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada
15 November dan telah tersusun berupa naskah persetujuan
yang terdiri atas 17 fasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh
delegasi kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepa-
da pemerintah masing-masing. Isi naskah persetujuan itu antara
lain adalah :

199 1hid,, 7 Oktober 1946.
15075id , 8 Oktober 1946.
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(1) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggara-
kan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang
diberi nama Negara Indonesia Serikat,

(2) Pemerintah NIS akan bekerjasama dengan Pemerintah
Belanda membentuk Uni Indonesia—Belanda. !5!

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagai macam tanggapan
dari masyarakat Indonesia. Mengenai masalah ini, Sutan Sjahrir
menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima
oleh rakyat dan tanggapan dari masyarakat dijawab secara
tuntas.

’Naskah persetoedjoean boekanlah oentoek ditafsirkan,
sehingga menimboelkan anggapan seolah-olah meroepakan
soerat wasiat jang menentukan hidoep-mati dan tidak dapat
dioebah-oebah. Naskah sekedar alat oentoek mentjari djalan
baroe bagi perdjoeangan di masa mendatang dan sebagai batoe
lontjatan mentjapai toejoean, jaitu memperbaiki kedoedoekan
politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakjat,
oentoek menoendjoekkan djalan jang baik, jang tidak semata-
mata beroepa statoes juridis, tetapi kedoedoekan politik”. 152

Beberapa partai politik menyatakan menentang naskah
persetujuan itu adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia
(PNI), Partai Wanita. Angkatan Comunis Muda (Acoma),
Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai
Rakyat Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo,
BII, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia
(Parkindo) dan Partai Katholik, sebaliknya Dewan Pusat Kongres
Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah
persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi
mereka yang berbentuk federasi. Kelompok yang menolak
Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia,
yang terdiri atas partai serta organisasi tersebut di atas, se-
hingga ratifikasi persetujuan itu oleh KNIP tertunda, karena
suara kelompok ini merupakan suara mayoritas. !53

15

1| ihatlampiran 3.
152 §oeara Merdeka, 3 Desember 1946.
153 goeara Merdeka, 3 Desember 1946.
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Untuk mendobrak kemacetan di KNIP, pemerintah ber-
tindak mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP. Untuk
memperoleh suara mayoritas yang pro—Linggajati, pada bulan
Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946. Per-
. aturan ini berisi tentang susunan baru KNIP, dengan menambah
jumlah anggota dan melarang para pejabat negara aktif sebagai
anggota KNIP. Kepada partai-partai politik besar disuruh
agar memilih calon-calon anggota sejumlah dua kali lipat jumlah
hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-
wakil dari daerah di luar Jawa dan Madura.!**-

Peraturan presiden ini mendapat tantangan keras dari
partai-partai yang anti—Linggajati. PNI dan Masyumi berpen-
dapat bahwa peraturan presiden tersebut tidak sah, karena
setelah ada kabinet, presiden tidak boleh melakukan tindakan
yang bersifat legislatif.!> Mereka juga menggugat bahwa per-
aturan itu dibuat tanpa konsultasi dengan Badan Pekerja KNIP.
Hal ini mereka anggap sebagai pemerkosaan terhadap hak-hak
rakyat,’® namun partai-partai pemerintah khususnya Partai
Sosialis menyatakan bahwa peraturan presiden tersebut sah -
berdasarkan hak prerogatif presiden. Di dalam sidang pleno
Komite Nasional Indonesia Pusat di Malang, presiden menolak
keberatan golongan penentang peraturan ini. Ia menyatakan
bahwa penambahan anggota baru, membuat susunan KNIP
menjadi lebih sempurna dan lebih mewakili seluruh rakyat
Indonesia. Presiden mempersilakan sidang untuk memper-
timbangkan keputusan Badan Pekerja yang menentang per-
aturan presiden tersebut.!’’

Perdebatan pro dan kontra PP No. 6/1946 yang semakin
tajam akhirnya telah mendorong Wakil Presiden Drs. Moh.
Hatta untuk tampil dan berpidato di depan sidang KNIP di
Malang pada 27 Februari 1947. Ia menyatakan, ™. . . .. kalaoe

154 nid 4 Yanuari 1947,

155 mbid, 15 Januari 1947.
156 pid, 4 Januari 1947.
157 Parada Harahap, Saat Bersejarah, Djakarta, 1951, hal. 20.
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pertanggoengdjawaban kami dirasa tidak memoeaskan, lebih
baik mentjari Presiden dan Wakil Presiden baroe . . . .”’!58

Sidang menerima Peraturan Presiden tersebut, dan pada
28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP.!5?
Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh
dukungan dari KNIP untuk meratifikasi Persetujuan Lingga-
jati. Akhirnya pada 25 Maret 1947 naskah persetujuan itu
ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemermtah
masing-masing.

Sekalipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani,
namun hubungan Indonesia—Belanda tidak bertambah baik.
Perbedaan tafsir mengenai beberapa fasal persetujuan menjadi
pangkal perselisihan, apa lagi pihak Belanda secara terang-
terangan melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan
bersama pada 12 Februari 1947, sebelum persetujuan ditanda-
tangani. Pada 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan
nota kepada Pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota
tersebut harus dijawab oleh Pemerintah RI dalam ’tempo”
dua minggu.'®° Isinota tersebut adalah :

(1) Membentuk pemerintahan peralihan bersama,

(2) Garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-
pengacauan di daerah yang bergabung dalam Konferensi
Malino seperti NIT, Kalimantan, Bali dan lain-lainnya harus
-dihentikan,

(3) Sehubungan dengan tugas tentara, harus diadakan pem-
bicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini
perlu sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan
Belanda tinggal di Indonesia untuk membangun suatu per-
tahanan yang modern,

158 Soeara Rakjar, 28 Pebruari 1947. lihat juga : Susanto Zuhdi, "Perjanjian
Linggarjati dilihat dari beberapa Surat Kabar Lokal di Jawa”, hal. 145—14, dalam
AB. Lapian & PJ. Drooglever (penyunting), Menelusuri Jalur Linggajati Diplomasi
Dalam Persepektif Sejarah, Jakarta 1992.

159 1hid , hal. 45; Soeara Merdeka, 14 Februari 1947.

60 Aferdeka, 30 Mei 1947.
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@) Pekerjaan bersama ‘dalam waktu yang singkat, dapat dijamin
dengan pembentukan alat kepolisian (Gendarmerie) yang
dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri,

(5) Tentang masalah perekonomian, hasil-hasil perkebunan
dan devisa diawasi bersama.!¢!

Pada 8 Juni 1947 Pemerintah RI menyampaikan nota
balasan yang terdiri atas empat pokok masalah, yaitu masalah
pemerintahan peralihan/politik, masalah militer, masalah
ekonomi dan masalah-masalah lainnya.

Mengenai masalah politik, pemerintah menyatakan bersedia
mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya
tidak selaras dengan persetujuan Linggajati. Status Borneo
harus dibicarakan bersama oleh RI—Belanda. RI tetap diakui
sebagaimana termaktub dalam persetujuan Linggajati. Dalam
bidang militer Pemerintah RI menyetujui dimiliterisasi daerah
demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan
daerah bebas militer itu kepada polisi. Peta demarkasi dikemba-
likan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak
harus diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun
masing-masing. Penyelenggaraan fasal 16 tentang pertahanan
Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Serikat sebagai kewajib-
an nasional dan pada dasarnya harus dilakukan oleh tentara
nasional sendiri. Gendarmerie bersama ditolak. !5

Meskipun nota balasan itu cukup tegas, tetapi Sjahrir
dianggap terlalu jauh memberikan konsesi kepada Belanda
sehingga partainya sendiri melepaskan dukungannya, yang ke-
mudian disusul oleh partai-partai lain. Akhirnya Kabinet Sjahrir
III menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.!®3

161 4 htera, No. 7, Tahun L, 15 Juni 1947, hal. 2.
162 prerdeka, 10 Juni 1947.
163 Nasional, 27 Juni 1947,
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E. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA I
1. Aksi Militer I

Gejala-gejala bahwa pihak militer Belanda akan melakukan
aksi militer sudah terlihat sejak awal 1947. Pada 17 Maret
1947 dengan kekuatan 4.000 orang marinir yang dipimpin
oleh Letnan Van Der Harelt, Belanda menyerbu Kota Mojo-
kerto (Jawa Timur). Peristiwa ini merupakan pelanggaran
atas persetujuan penghentian tembak-menembak yang di-
berlakukan sejak 15 Februari 1947. Pemerintah RI mengaju-
kan protes kepada Komisi Jenderal dan menuntut agar pasukan
Belanda ditarik mundur dari Mojokerto. Surat jawaban Komisi
Jenderal kepada Pemerintah RI cukup singkat, yaitu : “Peme-
rintah Belanda menyatakan menyesal atas peristiwa itu’’,
tanpa suatu keterangan yang jelas. !4

Serbuan Belanda terhadap Mojokerto merupakan -aksi
unjuk kekuatan. Sampai awal 1947 tentara Belanda di Jawa
dan Sumatera berkekuatan tiga divisi. Di Jawa Timur ditempat-
kan satu divisi yang disebut Divisi C yang terdiri atas tiga
brigadir. Di Jawa Barat ditempatkan Divisi 7 Desember yang
berkekuatan tiga brigadir. Di Sumatera telah tersusun tiga
brigadir berdiri sendiri yang masing-masing ditempatkan di
Medan (Brigadir X), di Padang (Brigadir Y), dan di Palembang
(Brigadir Z).165

Peristiwa pelanggaran gencatan senjata ini diamati oleh
pimpinan nasional dan pimpinan TRI. Pada 5 Mei 1947 presiden
mengeluarkan penetapan, yang dalam waktu yang singkat
TRI diintegrasi dengan laskar menjadi satu organisasi tentara.
Panitia kerja integrasi dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno
dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Pertahanan
Amir Syarifuddin, Panglima Besar Jenderal Soedirman, dan
Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Panitia
Kerja menghasilkan keputusan, mensahkan nama Tentara

164 50ara Rakjat, 4 Maret 1947.

165 pr. AH. Nasution, Sedjarah Perdjuangan Nasional di Bidang Bersendjata,
Jakarta 1965, hal 104.
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Nasional Indonesia (TNI) sebagai wadah bagi semua pejuang
bersenjata. Sementara itu Markas Besar Angkatan Perang
mengadakan rapat-rapat untuk menyusun rencana pertahanan
yang disebut dengan istilah Wehrkreise, artinya *’setiap daerah
berswadaya mempertahankan daerah masing-masing dengan
mengintegrasikan semua kekuatan yang ada di daerah itu’’.
Sebagai realisasi dari rencana itu di Jawa Timur dibentuk
daerah pertahanan dan Kolonel Drs. Moestapa diangkat sebagai
panglimanya dan Kolonel AH. Nasution sebagai panglima
pertahanan Jawa Barat, namun dalam pelaksanaanya TRI
masih menggunakan sistem pertahanan linier, belum memadai
makna sistem Wehrkreise.

Belanda memerlukan waktu *+ empat bulan sebelum pasu-
kannya yang dikenal dengan Aksi Militer I. Dalam bulan April
dan awal Mei 1947 telah ditetapkan dua jenis rencana, yaitu :

(1) Dengan menguasai strategi militer diarahkan untuk mengua-
sai ekonomi pada bagian penting Jawa dan Sumatera.
(2) Dengan serangan tentara menguasai seluruh Jawa.

Pada 21 Juli 1947 dari kota-kota di Pulau Jawa dan Suma-
tera yang telah diduduki Belanda melancarkan serangan ke
wilayah RI. Dari Jakarta dan Surabaya, Markas Belanda me-
nguasai daerah-daerah perkebunan subur dengan tujuan untuk
menguasai Yogyakarta, Ibukota RI. Di Sumatera, dari Palem-
bang dan Medan pasukan Belanda menyerbu daerah-daerah
yang kaya secara ekonomi. Dengan keunggulan persenjataan-
nya, pasukan Belanda dengan mudah menerobos daerah-daerah
RI, apa lagi pertahanan TNI yang karena tidak berpengalaman
yang bersipat linier, dengan mudah pasukan Belanda melewati
jalan-jalan raya dan menguasai kota-kota dan daerah di sekitar-
nya. Pasukan TNI yang tidak mampu menahan serbuan itu
menyingkir ke samping membentuk kantong-kantong pertahan-
an gerilya di daerah-daerah pedalaman.

5
18 aP.M.l-l. Groen, Marsroutes en Dwaalspolen Het Nederland Militair Stra-
tegisch Bleid Indonesia 1945—1950, s Gravenhage 1991, hal. 92.
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2. Diplomasi yang Gagal

Agresi terbuka Belanda pada 21 Juli 1947 menimbulkan
reaksi dari dunia. Pada 30 Juli 1947 Pemerintah India dan
Australia mengajukan permintaan resmi pada PBB agar masalah
Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Ke-
amanan. Permintaan itu diterima baik dan pada 31 Juli di-
masukkan sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan.
Pada 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan peng-
hentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada 4
Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan
gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler, yang anggota-
anggotanya terdiri atas para konsul jenderal yang ada di Indo-
nedia. Komisi Konsuler diketuai eleh Konsul Jenderal Amerika
Dr. Walter Foote dan beranggotakan konsul jenderal Cina,
konsul jenderal Belgia, konsul jenderal Perancis, konsul jenderal
Inggris, dan konsul jenderal Australia.!®® Komisi Konsuler ini
diperkuat oleh personel militer Amerika Serikat dan Perancis
sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan
Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sejak 30 Juli
sampai 4 Agustus pasukan Belanda masih mengadakan gerakan
militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang
dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-
pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah peng-
hentian tembak-menembak tidak memuaskan. Belum ada tin-
dakan yang praktis dalam menyelesaikan masalah penghentian
tembak-menembak untuk mengurangi jumlah korban yang
jatuh.!'¢7?

Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia
akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat, bahwa untuk me-
ngawasi penghentian permusuhan harus dibentuk sebuah komisi
jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilakan masing-masing
memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi peng-

166

167 Merdeka, 15 Oktober 1947.

Ibid., 11 Oktober 1947.
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hentian tembak-menembak. Dua negara yang terpilih oleh
Indonesia dan Belanda dipersilakan memilih satu negara ketiga
untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintah Indonesia
meminta Australia menjadi anggota komisi, Belanda memilih
Belgia dan kedua negara yang terpilih itu memilih Amerika
Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul
Van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham.
Komisi PBB ini dikenal sebagai United Nations Comission for
Indonesia (UNCI) atau Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam
masalah militer, KTN hanya berkewajiban memberikan saran
dan usul, dan tidak mempunyai hak untuk memutuskan. KTN
mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947, setelah
KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah,
akhirnya disepakati untuk kembali ke meja perundingan.
Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi
ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa di
Jakarta tidak ada jawatan RI yang aktif.! 68 Republik meng-
inginkan perundingan diselenggarakan pada suatu tempat di
luar daerah pendudukan Belanda. KTN mengambil jalan tengah
dan mengusulkan agar kedua belah pihak menerima tempat pe-
rundingan di atas sebuah kapal Amerika Serikat yang disedia-
kan atas perantaraan KTN.

Sebelum itu sudah dibentuk komisi untuk melaksanakan
gencatan senjata yang disebut Komisi Teknis. Anggota-anggota
Komisi Teknis dari pihak Republik dipimpin Menteri Kesehatan
Dr. J. Leimena. Anggota-anggotanya adalah Mr. Abdul Madjid,
Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Mayor Jenderal Didi
Kartasasmita, Kolonel Simbolon, dan Letnan Kolonel Bus-
tomi!®® Komisi Teknis pihak Belanda dipimpin oleh van
Vredenburgh dengan anggota-anggota Mayor Jenderal Buurman
van Vreden, Kolonel Drost, Mr. Zulkarnaen, Letnan Kolonel
Surio Santoso, Dr. Stuyt, dan Dr. P.J. Koets.!7? Di dalam

::g Merdeka, 22 Oktober 1947.
Ibid, 3 November 1947. Kolonel M. Simbolon dan Letnan Kolonel Bus-

tomi dari Sumatera.
170 Min Pao, 18 November 1947.
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perundingan Komisi Teknis itu, usul mengenai daerah bebas
militer dianggap kurang praktis dan Belanda tetap menuntut
dipertahankannya garis demarkasi sesudah 21 Juli 1947 yakni
garis yang menghubungkan kedudukan-kedudukan pasukan
Belanda yang dimajukan sesudah ke luarnya perintah Dewan
Keamanan untuk menghentikan tembak-menembak. Garis
demarkasi ini terkenal dengan garis Van Mook. Kemudian
mereka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingannya
di Kaliurang, yang isinya “dilarang melakukan sabotase, inti-
midasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacam
terhadap orang-orang, golongan dan harta benda kedua pihak.”

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, presiden memberikan
mandat kepada Mr. Amir Sjarifuddin sebagai formatur kabinet.
Kabinet Amir Sjarifuddin meneruskan program kabinet lama
berunding dengan Belanda. Karena kedua belah pihak menerima
usul KTN dipimpin oleh Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifuddin
sendiri, dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua.
Anggota-anggota terdiri atas dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Sjahrir,
H. Agus Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan, Ir.
Djuanda dan Setiadjid, serta 32 orang penasihat.! 7!

Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojo-
atmodjo, dengan Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil
ketua. Anggota-anggotanya terdiri atas Dr. P.J. Koets, Mr. Dr.
Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran
Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. van
Ophuyzen, dan A. Th. Baud sebagai sekretaris.! 72 Perundingan
yang diselenggarakan di geladak kapal angkut pasukan milik
Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville, dibuka pada
8 Desember 1947 di bawah pimpinan Herremans, wakil Belgia
di dalam KTN.173

Ketika kedua belah pihak sepakat untuk kembali berunding,
perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu. Pihak Be-

171
172
173

Merdeka, 29 Oktober 1947.
Kedaulatan Rakjat, 9 November 1947.
Merdeka, 9 November 1947.
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landa menolak saran KTN untuk melaksanakan keputusan
Dewan Keamanan PBB dan menolak merundingkan soal-soal
politik selama masalah gencatan senjata belum beres.!74

Karena perundingan macet, maka Pemerintah Indonesia kemu-
dian mengeluarkan keterangan mengenai sebab-sebab kemacetan
tersebut. Dinyatakan bahwa pihak Belanda hanya menyetujui
hal-hal yang menguntungkan dirinya. Gerakan pasukan Belanda
cenderung ingin berusaha menduduki daerah RI seluas mungkin
dengan dalih operasi-operasi “pembersihan”, namun situasi
pada 4 Agustus 1947 menunjukkan bahwa pihak Belanda hanya
menduduki kota-kota saja, di luar kota Pemerintah RI dan TNI
tetap utuh dan aktif. Garis depan pertahanan RI ada di mana-
mana, membentuk kantong-kantong pertahanan di belakang
kedudukan Belanda yang terdepan, karena ketika Belanda
menyerbu TNI tidak mundur, melainkan bergerak ke samping.

Untuk mengatasi kemacetan perundingan Komisi Teknis
itu, KTN mengajukan usul baru, yaitu supaya masing-masing
pihak berunding dulu dengan KTN. Kedua belah pihak setuju
dan mengadakan perundingan pendahuluan dengan KTN. Dari
hasil perundingan itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan
Linggajati dapat dijadikan dasar perundingan selanjutnya,
namun terbentur oleh masalah gencatan senjata. Belanda tetap
menginginkan adanya garis demarkasi van Mook, sedangkan
pihak Republik menolak. Wakil Australia mengusulkan diada-
kannya daerah demiliterisasi yang diawasi oleh polisi. Pasukan
masing-masing mundur sejauh 10 kilometer. Kemudian KTN
mengajukan usul politik yang didasarkan atas persetujuan
Linggajati, yaitu:

(a) Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia,

(b) Kerjasama Indonesia—Belanda,

(c) Suatu negara yang berdaulat atas dasar federasi,

(d) Uni antara Indonesia Serikat dan bagian lain Kerajaan

Nederland.

134 Ibid., 11 Desember 1947.
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Sebagai balasan atas usul KTN, pihak Belanda mengajukan
12 usulan prinsip politik untuk disampaikan kepada pihak In-
donesia. Usul-usul prinsip Belanda antara lain, pengurangan pa-
sukan dan menghidupkan kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul
itu tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda. Belan-
da menyatakan bahwa usul tersebut adalah usaha yang terakhir,
dan apabila ditolak, Belanda tidak mau lagi melanjutkan perun-
dingan, dan RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN
menyadari bahwa sikap ultimatif pihak Belanda itu mengakibat-
kan situasi menjadi sangat berbahaya. Untuk mengatasi masalah
itu, Dr. Graham mengajukan enam prinsip tambahan untuk
mencapai penyelesaian politik. Karena prinsip-prinsip itu oleh
KTN disampaikan kepada mereka, maka Pemerintah RI men-
dapat jaminan KTN, bahwa kekuasaan Republik tidak akan
berkurang selama masa peralihan sampai diserahkannya ke-
daulatan Belanda kepada negara federal Indonesia. RI mau me-
nerima prinsip-prinsip KTN itu karena prinsip yang ke 4 dari
enam prinsip itu dinyatakan bahwa antara enam bulan
sampai satu tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan
politik akan diadakan plebisit di seluruh Indonesia di bawah
pengawasan KTN, untuk menentukan apakah penduduk ber-
hasrat bergabung dengan Republik atau tidak. Pihak Belanda
juga berjanji akan menerima prinsip yang diajukan oleh KTN
apabila pihak RI menyetujui sampai batas waktu 9 Januari
1948. Akhirnya pada 17 Januari kedua belah pihak bertemu
kembali di geladak kapal Renville untuk menandatangani per-
setujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah
disetujui bersama dengan disaksikan oleh KTN.

Sementara perundingan Renville berlangsung, pihak Belan-
da masih berusaha membentuk negara-negara boneka. Konfe-
rensi Jawa Barat Il diselenggarakan di Bandung pada 16 - 19
Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat sebagai
negara yang terlepas dari RI. Konferensi ini mendapat tantang-
an dari rakyat Jawa Barat sendiri, yang menyatakan bahwa
Jawa Barat tak dapat dipisahkan dengan RI.!7% Di samping

175 Merdeka, 22 Desember 1945.
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itu Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat sebagai-
mana dinyatakan oleh Dr. Beel pada 19 Desember 1947 dan
membentuk Negara Sumatera Timur! 76

Di pihak RI, ketika berlangsungnya perundingan Kabinet
Amir Syarifuddin diadakan reshuffle untuk memperkuat Kabi-
net 169 dalam melaksanakan perundingan.!’’ Kabinet Amir
menjadi kabinet koalisi yang kuat dan kompak, namun setelah
Kabinet Amir menerima Persetujuan Renville, kembali partai-
partai politik menentangnya. Masjumi yang merupakan pen-
dukung utama kabinet, menarik kembali menteri-menterinya,
karena Masjumi berpendapat bahwa Amir Sjarifuddin menerima
begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik
dan enam tambahan dari KTN. Tindakan Masjumi didukung
oleh PNI. Sebagai hasil sidang Dewan Partai pada 18 Januari,
PNI menuntut supaya Kabinet Amir menyerahkan mandatnya
kepada presiden. PNI menolak Persetujuan Renville, karena per-
setujuan itu tidak menjamin dengan tegas akan kelanjutan dan
kedudukan Republik. Kabinet Amir yang hanya didukung oleh
”Sayap Kiri” tidak berhasil dipertahankan, dan pada 23 Januari
1948 Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandatnya ke-
pada presiden.

F. MENUMPAS PEMBERONTAKAN KOMUNIS
1. Biro Perjuangan, TNI Bagian Masyarakat, Sayap Kiri

Sesudah rapat besar TKR pada bulan November 1945, oleh
beberapa perwira diusulkan agar pada Markas Tertinggi di-
bentuk badan pendidikan tentara. Usul tersebut disetujui oleh
pimpinan TKR dan sebagai realisasinya dibentuk suatu komisi
yang bertugas menyusun garis-garis besar tentang pendidikan
tentara. Anggota komisi terdiri atas enam orang.!’® Di sam-

_ }'7’6Merdeka, 22 Desember 1945.
7 Hasil reshuffle kabinet tanggal 12 November 1947 adalah Partai Sosialis
7 kursi, Masyumi 5 kursi, PNI 7 kursi, PSII 5 kursi, PBI, PKI, Partai Katholik, Par-
kindo, Badan Kongres Pemuda masing-masing 1 kursi, golongan tak berpartai 5§ kursi.
Jumlah 37 kursi, Merdeka, 13 November 1947.

_ 178 Anggota komisi: KRT. Soegiono Josodiningrat, Mr. Sunario, Mr. Kasman,
Surjadarma, Kaprawi, Martono Tirtonegoro.
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ping komisi dibentuk pula staf Badan Pendidikan Tentara yang
beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat.! 7 Kedua badan itu
pada bulan Februari 1946 berhasil merumuskan lima bidang
pendidikan. bagi TRI, yaitu bidang politik, agama, kejiwaan,
sosial, dan pengetahuan umum. Anggota-anggota badan pen-
didikan itu kemudian diangkat sebagai perwira TRI.

Pada organisasi TRI dan Kementerian Pertahanan, bulan
Mei 1946 terdapat kesepakatan antara Menteri Pertahanan,
pimpinan TRI dan pimpinan laskar-laskar pada 24 Mei 1946,
bahwa Badan Pendidikan ini dialihkan dari Markas Tertinggi
TRI ke Kementerian Pertahanan.!®? Namanya diubah menjadi
Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), yang akan dipimpin
oleh opsir-opsir politik. Pada 30 Mei 1946, 55 opsir-opsir poli-
tik dilantik oleh menteri pertahanan. Sebagai pimpinan Pepolit
ditunjuk Sukono Djojopratignjo dengan pangkat letnan jenderal

Rumusan Komisi pendidikan yang telah disepakati itu, sejak
dibentuknya Pepolit tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan
persoalan baru dalam tubuh TRI. Para opsir politik ditugasi
untuk merapatkan hubungan antara tentara dan rakyat diper-
bantukan pada setiap divisi sebanyak lima orang diberi pangkat
letnan kolonel.! 8! Opsir-opsir politik dan Pepolit, ternyata di-
manfaatkan oleh Menteri Keamanan Amir Sjarifuddin untuk
kepentingan kelompoknya, sehingga Pepolit tumbuh menjadi
semacam komisaris politik seperti pada Angkatan Perang Uni
Soviet yang berkedudukan sejajar dengan para komandan -
pasukan, karena itu para panglima divisi dan para komandan
pasukan menolak kehadiran mereka. Akibatnya aktivitas
Pepolit merosot di daerah-daerah. Reorganisasi memutuskan
membentuk lembaga baru yaitu Biro Perjuangan dan dikukuh-

179,Anggota4mggota Staf Pendidikan: R. Sukono Djojopratignjo, Wijono,
dr. Moestopo, Farid Ma’ruf, H. Abdullah Mukti, Anwar Tjokroaminoto, Soemarsono,
Kedaulatan Rakjat, 22 Januari 1946; Tentara Keselamatan Rakjat, No. 2, Tahun I,
25 Januari 1946, hal. 43.

180 4ntara, 25 Mei 1946.

181 pid,, 30 Mei 1946.
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kannya Dewan Penasihat Pimpinan Tentara.! 82 Biro Perjuangan
adalah badan pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang
bertugas menampung semua laskar-laskar bersenjata. Terbentuk-
nya Biro Perjuangan sangat menguntungkan bila dilihat dari
segi ketahanan nasional. Laskar-laskar atau badan badan per-
juangan yang semula terpecah-pecah di dalam pelbagai kelom-
pok ideologi dan anak” partai politik dapat disatukan dan
dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki
potensi cadangan yang tangguh dan besar di samping tentara
reguler.!83 Pembagian tugas dan rombongan antara tentara
reguler dan laskar-laskar rakyat sebagai partisan dapat diatur
secara serasi dan harmonis.! 84 Biro Perjuangan akan merupakan
pusat cadangan nasional yang menyalurkan dan mengatur tugas
cadangan di dalam rangka ketahanan nasional. Tugas cadangan
tidak semata-mata untuk bertempur, tetapi merupakan tenaga
yang aktif dan berperan di dalam masyarakat, seperti aktivitas
menambah produksi.!®5 Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin
berusaha keras untuk menguasai biro ini untuk kepentingan
politik kelompoknya. Pimpinan biro ini dipegang oleh sekelom-
pok orang yang seideologi dengan Amir Sjarifuddin, yaitu ke-
lompok komunis. Menteri Pertahanan menunjuk Djokosujono
dan Ir. Sakirman sebagai kepala dan wakil kepala. Mereka men-
dapat pangkat jenderal mayor. Biro ini peranannya penting
setelah Kabinet Sjahrir III mendapat tantangan dari kelompok
Persatuan Perjuangan, terutama setelah terjadi penculikan atas
Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan
negara dalam keadaan bahaya.!®® Organisasi Biro Perjuangan
diperluas  dan ditingkatkan tugasnya sejak bulan September

182 Kodaulatan Rakjat, 2 Mei 1946.
183 pMakiumat MT TKR, tanggal 6 Desember 1945.
84 Nasution, Tentara Nasional I, 1968, hal. 158.

185 Sigsat, No. 14, Tahun 1, 5 April 1947.

186 padq tanggal 28 Juni 1946. Presiden menyatakan negara dalam keadaan
bahaya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1946. Dalam Undang-Undang tersebut
dinyatakan dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Dewan Pertahanan
Daerah (DPD). DPN mengeluarkan Peraturan Negara Nomor 9 Tahun 1946 tentang
Lasykar yang Barisan. Biro Perjuangan adalah wadah daripada Lasykar, berhak mem-
bentuk Inspektorat Pusat dan Daerah.
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1946 dan diberi wewenang untuk mengkoordinasikan Barisan
Cadangan, Dewan Kelaskaran, dan Polisi Tentara Laskar. Fungsi
cadangan sebagaimana yang dikehendaki tidak terlaksana.
Kelompok Amir yang memonopoli Biro Perjuangan ini me-
masukkan seluruh program dan konsepsi perjuangan partainya
sehingga biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik
Amir daripada sebagai badan resmi pemerintah.! 87

Akibat kebijakan yang berat sebelah itu, terjadi dualisme
organisasi dan pelaksanaan tugas di bidang pertahanan nasional.
Reguler (TRI) di bawah pimpinan Jenderal Soedirman diken-
dalikan oleh Markas Tertinggi TKR dan laskarlaskar yang se-
cara de facto dipimpin Menteri Pertahanan melalui Biro Per-
juangan. Laskarddaskar mempunyai posisi dan tugas yang tidak
ada bedanya dengan TR1.188

Keadaan semacam ini disadari oleh pimpinan nasional. Ada-
nya dua kekuatan bersenjata visa menimbulkan perpecahan
nasional. Kemudian dua kekuatan itu disatukan menjadi Ten-
tara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Pimpinan TNI
terdiri atas unsur pimpinan TRI dan laskar yang merupakan
pimpinan kolektif dalam Pucuk Pimpinan TNI (PPTNI), dengan
demikian berakhirlah peranan Biro Perjuangan. Berakhirnya
peranan Biro Perjuangan ini tidak berarti berakhirnya usaha
Amir Sjarifuddin untuk menghimpun kekuatannya. Sebagian
besar laskar yang berideologi komunis tidak bergabung ke da-
lam- TNI secara penuh. Mereka ditampung dalam suatu wadah
yang diberi nama TNI Bagian Masyarakat yang dibentuk pada
bulan Agustus 1974 82

Pemimpin TNI Bagian Masyarakat adalah Ir. Sakirman yang
juga duduk dalam pucuk pimpinan TNI. Pada 26 Oktober 1947
dalam Konferensi TNI Bagian Masyarakat, Wakil Perdana Men-
teri Setiadjit yang sealiran dengan Amir Sjarifuddin menegaskan
pendirian kelompoknya bahwa TNI bagian Masyarakat adalah

187 Dienderal A.H. Nasution, Tentara Nasional Indonesia II, 1968, hal. 41.

188 mbid, hal. 83.

189 mpid. hal. 83. George M. Turman Kahin, Nationalism and Revoiution in
Indonesia, hal. 261, )
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bagian dari usaha mempersatukan tenaga dalam pertahanan

serta memberikan pendidikan ideologi kepada tentara.!®°

Struktur Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif itu diman-

faatkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin, sehingga kelompok

ini secara sah menghimpun kembali kekuatan di bawah naung-

an nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tidak ber-
beda dengan Biro Perjuangan.

Kebijaksanaan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ini me-
mancing perdebatan sengit pada sidang BPKNIP 12 November
1947. Beberapa anggota KNIP menuduh bahwa pembentukkan
TNI Bagian Masyarakat ini terlalu politis, tidak sesuai dengan
konsepsi pertahanan rakyat semesta (Total People’s. defence)

Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Muda Per-
tahanan Arudji Kartawinata menjawab tuduhan lawan-lawan
politiknya bahwa dibentuknya TNI Bagian Masyarakat merupa-
kan konsekuensi dari prinsip-prinsip pertahanan, bahwa tentara
harus mengenal politik, agar mereka sadar membela kepenting-
an politik, jika pada suatu saat pertentangan politik memuncak
berubah menjadi perang.!®’ Tantangan keras datang dari PNI
dan Masyumi. PNI menyatakan TNI bagian Masyarakat bukan-
lah tentara, melainkan organisasi politik, karena hampir 100%
pimpinannya dari kelompok sayap kiri. TNI Bagian Masyarakat
tidak mengikutsertakan semua organisasi-organisasi rakyat,
sehingga tidak tercipta suatu fighting democracy.'®® PNI se-
tuju dalam prinsip, tetapi menolak bentuk itu bahkan mengan-
jurkan agar TNI Bagian Masyarakat dibubarkan saja.!?®> Belum
usai perdebatan mengenai status TNI Bagian Masyarakat, Zainul
Baharuddin dari fraksi Sayap Kiri mengajukan mosi kepada
KNIP tentang rasionalisasi Angkatan Perang (TNI). Mosi ini di-
terima secara aklamasi oleh KNIP, mengingat kondisi organisasi
TNI yang “menggembung”.

190 Beritq Indonesia, 27 Oktober 1947,
191 Merdeka, 13 November 1947.

192 perita Indonesia, 14 November 1947,
193 Ibid, 10 November 1947,
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2. Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang (TNI).

Sesudah jatuhnya Kabinet Amir (Januari 1948), presiden
menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk
kabinet baru. Hatta mencoba membentuk kabinet koalisi de-
ngan mengikutsertakan semua partai dalam kabinet untuk
menggalang persatuan nasional. Ia menawarkan tiga kursi tanpa
portofolio kepada fraksi Sayap Kiri, tetapi Sayap Kiri menuntut
sedikitnya empat kursi termasuk jabatan menteri pertahanan.
Permintaan ini tidak dapat disetujui dan Hatta menyusun kabi-
netnya tanpa Sayap Kiri. Pada 31 Januari 1948 susunan kabinet
baru diumumkan dengan Moh. Hatta sebagai perdana menteri
merangkap menteri pertahanan. Kabinet ini didukung oleh par-
tai-partai Masyumi, PNI, Partai Katholik, dan Parkindo. Satu-
satunya anggota Sayap Kiri yang duduk di dalam kabinet adalah
Supeno sebagai pribadi. Ia menjabat menteri pembangunan dan
pemuda. Program Kabinet Hatta terdiri atas :

(1) Berunding atas dasar Persetujuan Renville,

(2) Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS),
(3) Melaksanakan rasionalisasi,

(4) Pembangunan.

Kabinet Hatta sekalipun mendapat serangan yang tajam dari
kelompok Komunis, tetapi tetap melaksanakan programnya
yang ketiga yaitu rasionalisasi Angkatan Perang (TNI). Tujuan
rasionalisasi adalah untuk perbaikan organisasi sebagai satu-
satunya jalan untuk memerangi inflasi yang membahayakan
kehidupan rakyat. Rasionalisasi dilaksanakan dengan cara yang
baik dan bijaksana, yaitu :

(a) melepaskan mereka dengan sukarela untuk meninggalkan
tentara bagi mereka yang ingin kembali ke pekerjaan semula,

(b) menyerahkan penampungan sebagian rasionalisan kepada
Kementerian Pembangunan dan Pemuda,

(c) mengembalikan 100.000.orang ke dalam masyarakat de-
sa.'“

194 pferdeka, 15 September 1948,
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Rasionalisasi Angkatan Perang (TNI) mendapat tantangan
hebat dari Sayap Kiri pencetus gagasan rasionalisasi. Setelah
Kabinet Hatta terbentuk pada bulan Februari 1948, Amir Sja-
rifuddin bertindak sebagai oposisi, dengan membentuk Front
Demokrasi Rakyat (FDR), yang merupakan fusi dari partai
PKI, Partai Buruh, Pesindo, dan kelompok-kelompok yang
sealiran. FDR menggerakkan ofensif politik dan militer, namun
tidak menggoyahkan kedudukan Kabinet Hatta, karena dukung-
an dua partai politik besar PNI dan Masyumi, serta beberapa
organisasi pemuda seperti BPRI dan organisasi-organisasi yang
tergabung di dalam Badan Perjuangan Seberang (KRIS, IPK,
PIM, GRISK) yang dipimpin oleh Mr. Latuharhary.!%®

Pada akhir bulan Agustus 1945 di Padang dan Bukittinggi
terbentuk dua organisasi pemuda Balai Penerangan Pemuda
Indonesia (BPPI) yang dipimpin oleh Ismail Lengah dan Pemu-
da Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dahlan Djambek.
Dua organisasi ini yang memelopori pembentukan Badan Ke-
amanan Rakyat (BKR) dan Komite Nasional Sumatera Barat.

Selanjutnya para pemuda melakukan aksi perebutan kekua-
saan, sedangkan Komite Nasional sibuk menyusun pemerintah-
an daerah. Komite memilih Syafei sebagai residen.

Pendaratan pasukan Sekutu dari Brigade 21 Divisi Indie 26
yang dipimpin oleh Brigadir Chambers di Padang disambut de-
ngan kibaran bendera Merah Putih sebagai peringatan bahwa
Sumatera Barat adalah daerah Republik Indonesia. Para pemuda
menolak kedatangan NICA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal
A.l. Spitq. Tentara Sekutu yang berusaha melucuti senjata para
pemuda mendapat perlawanan yang keras. Akibatnya hubungan
RI dengan Sekutu rusak dan sering kali terjadi insiden bersen-
jata.

Kabinet Hatta dirongrong dengan aksi-aksi politik dan Or-
ganisasi-organisasi buruh yang bernaung di bawah pengaruh
FDR mengadakan pemogokan di Pabrik Karung Delanggu (Kla-
ten) pada 5 Juli 1948. Lima hari kemudian terjadi bentrokan

195 bid, 16 September 1948.
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antara kelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia
(STII) organisasi petani dari Masyumi yang menentang pemo-
gokan politik itu.'®® Peristiwa tersebut diangkat menjadi pem-
bicaraan di dalam sidang KNIP. Ada tiga mosi yang diajukan,
namun tidak diperoleh keputusan yang pasti apakah mengutuk
atau mendukung. Di Sumatera, FDR juga melakukan aksi-aksi
politik. Rapat-rapat umum diadakan di Bukittinggi, Solok, Ba-
tusangkar, dan Sawahlunto, yang dipimpin oleh Abdul Xarim
Kelompok ini menyerang kebijaksanaan Kabinet Hatta. FDR
“menuntut agar diadakan reshuffle kabinet, dibentuknya kabinet
baru, kabinet parlementer. Sebagai reaksi terhadap pernyataan-
pernyataan FDR. Partai Nasional Indonesia (PNI) menyatakan
setuju resiauffle, tetapi Hatta harus tetap memegang pimpinan,
berhubung dengan gawatnya situasi negara. Sekelompok politisi
lainnya, yaitu para pengikut Tan Malaka pada bulan Juni 1948
membentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) di bawah pimpin-
an dr. Muwardi, Sjamsu Harya Udaya, dan Chairul Salen. Ge-
rakan baru ini bertujuan mengimbangi aksi-aksi FDR, karena
itu mereka menuntut kepada pemerintahh agar membebaskan
Tan Malaka, Sukarni, dan Abikusno;!®? serta para pemimpin
mereka yang dipenjara akibat Peristiwa 3 Jjuli 1946.

Bersamaan dengan aksi-aksi FDR, pada bulan Agustus 1948
Musso, seorang tokoh kawakan PKI yang telah bermukim di
Moskow sejak tahun 1926, tiba kembali ke Indonesia. Keda-
tangan Musso ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis
dan’ membawa perubahan-perubanan besar dalam gerakan ko-
munis. Partai yang berhaluan komunis yakni Partai Sosialis
dan Partai Buruh pada akhir bulan Agustus 1948 berfusi dengan
PKI. Amir Syarifuddin sebagai pemimpin Partai Sosialis menya-
takan bahwa, yang menjadi dasar dari fusi partai-partai itu
adalah perubahan keadaan politik internasional pasca Perang
Dunia II. Partai Sosialis insaf bahwa politik kerjasama dengan
imperialis harus diputuskan sesudah hancurnya fasisme, dan
diganti dengan politik anti-imperialis di bawah pimpinan kaum

komunis”.! %8

};g Merdeka, 12 Juli 1948,
Ibid.

138 Ibid., 1 September 1948,
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Pada bulan Agustus itu juga Musso muncul kembali sebagai
tokoh politik. Ia mengadakan pembaharuan struktur organisasi
Politbiro PKI. Di dalam Sekretariat Umum antara lain duduk
Musso, sedangkan Amir Sjarifuddin menjabat sekretaris urusan
pertahanan.%°

Di bidang politik Musso mengecam kebijaksanaan dan stra-
tegi perjuangan pemerintah. la menganggap revolusi Indonesia
bersifat defensif, karena itu gagal. Untuk memperbaiki kekeliru-
an itu ia menyarankan agar dibentuk Froni Persatuan Nasio-
nal 200

Di dalam tahap perjuangan demokrasi baru, masih diguna-
kan segenap aliran, tetapi pada suatu waktu mereka harus
disingkirkan karena hanya orang-orang PKI yang dapat menye-
lesaikan revolusi.?®! Kampanye politik Musso semakin me-
ningkat dengan mengadakan rapat-rapat umum di beberapa
kota. Dalam rapat umum di Madiun, Musso menuduh, peme-
rintah Hatta membawa negara pada “penjajahan baru dengan
bentuk lain” dan membantah tuduhan bahwa ia menerima
instruksi dari Moskow.2%?

3. Pemberontakan dan Penumpasan

Aksi-aksi politik FDR meningkat menjadi pertentangan
politik. Di Solo terjadi insiden bersenjata antara simpatisan
FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya termasuk juga dengan
TNI. Berawal dari insiden-insiden bersenjata di Solo itu, pada
18 September 1948 di Madiun tokoh-tokoh PKI memprokla-
masikan berdirinya Republik Sovyet Indonesia, sebagai pem-
buka pemberontakan PKI Madiun. Oleh karena pemberontak
Kolonel Djokosuyono diangkat menjadi ’’gubernur militer”
Madiun dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade XXIX,

199 Merdeka, 2 September 1948.
200 1pid, 16 Agustus 1948.

201 ppid, 9 September 1948.
202 ppiq, 15 September 1948.
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menjadi ’komandan komando pertempuran” Madiun. Pihak
pemberontak menguasai Kota Madiun dan Radio Gelora Pe-
muda. Dalam pidato radionya di Madiun, Djokosuyono menya-
takan, ’’bahwa bagian yang terpenting revolusi adalah mem-
bersihkan tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner
kolonial”’. Ia menuduh TNI melakukan kampanye terhadap
kelompok ”pasukan revolusioner” di Solo. Kemudian Musso
menyerang Pemerintah Soekarno Hatta, bahwa mereka telah
menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris
dan hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis.?%3

Pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk
" menumpasnya. Angkatan Perang melancarkan operasi militer
dan hanya dalam waktu dua minggu, yakni pada 30 Septem-
ber 1948, pukul 16.15, Kota Madiun berhasil direbut
kembali.?®* Dua bulan kemudian operasi-operasi penumpasan
dinyatakan selesai.

Sesudah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, kedudukan
PKI dalam KNIP dibekukan, sekalipun tidak ada pernyataan
yang tegas tentang pembubaran PKI. Sebaliknya lawan politik
utama PKI yaitu kelompok GRR melakukan suatu gerakan
politik baru. Muhammad Yamin, salah seorang tokoh pen-
dukung kelompok Tan Malaka, mengajukan saran agar di-
bentuk pemerintahan yang berdasarkan triple platform, yaitu
pemerintahan yang terdiri atas golongan agama, nasionalis,
dan. sosialis, untuk memperoleh dukungan rakyat.?°> Selanjut-
nya GRR mengadakan konsolidasi. Pada 3 Oktober 1948 GRR
dengan partai-partai yang sehaluan mengadakan fusi, yakni
Partai Rakyat, Partai Rakyat Djelata, Partai Buruh Merdeka,
Angkatan Comunis Muda (ACOMA) dan Wanita Rakyat.2%
Hasil fusi itu melahirkan Partai Murba. Setelah pemberontakan
PKI, kegiatan partai politik menurun dan untuk sementara
waktu oposisi terhadap Kabinet Hatta mereda.

203 fi4 21 September 1948.
204 114 2 Oktober 1948.
205 perdeka, 5 Oktober 1948.
206,
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G. MENGHADAPI AKSI MILITER BELANDA II
1. Campur Tangan PBB

Untuk meneruskan perundingan dengan Belanda tentang
pelaksanaan Renville, Pemerintah Hatta menunjuk Mr. Moh.
Roem sebagai ketua delegasi RI. Perundingan-perundingan
yang dilakukan oleh Mr. Roem berkisar di sekitar empat masa-
lah, yaitu soal pemerintahan federal, Uni Indonesia—Belanda,
pemerintahan peralihan, dan sidang konstituante. Sebagai
pendahuluan perdana menteri membuka pembicaraan dengan
van Mook mengenai masalah plebisit, kedudukan RI, dan
penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintah sementara.
Jumlah negara-negara bagian tidak boleh lebih dari ketentu-
an-ketentuan di dalam Linggajati, yaitu RI, Negara Indonesia
Timur, dan Borneo (Kalimantan). Selama adanya pemerintahan
peralihan, RI harus tetap diakui de facto dan hubungan dengan
luar negeri selama masa peralihan tetap terpelihara agar tidak
terjadi kekosongan. Hal ini dapat diselesaikan dengan pasal 1
Prinsip. Pembicaraan pendahuluan ini juga mengalami kegagalan
karena perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan politik.
Delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojo-
atmodjo dan Husein Djajadiningrat setelah tiga minggu berun-
ding dengan pihak RI tidak menghasilkan suatu keputusan apa
pun, Wakil Amerika Serikat dalam KTN mengajukan usul
kompromi untuk menembus kemacetan ini sebagai berikut:

(a) di daerah-daerah Jawa, Madura dan Sumatera dibentuk
distrik-distrik pemilihan yang akan memilih anggota-anggota
konstituante,

(b) sidang konstituante yang menentukan apakah daerah-
daerah (Pasundan, Sumatera Selatan, Sumatera Timur,
Madura) menghendaki masuk Republik Indonesia atau
berdiri sendiri sebagai negara.2%

Pemerintah RI sekali lagi menegaskan bahwa RI belum
pernah menolak plebisit. RI berpendapat bahwa plebisit harus

207 Merdeka, 5 Mei 1948.
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dilaksanakan di daerah-daerah yang dipersengketakan. Untuk
keperluan plebisit ini tentara Rl yang menjadi tulang punggung
pertahanan gerilya akan menyongsong daerah-daerah kantong
gerilya. Plebisit harus diadakan di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Sementara itu tersiar kabar bahwa Pemerintah RI melalui
duta besarnya di Praha, RM. Suripno, telah mengadakan pe-
rundingan dengan Uni Sovyet dan negara-negara Blok Timur
lainnya untuk saling mengadakan pertukaran konsul. Berita
ini sangat berpengaruh bagi usaha meneruskan perundingan,
karena itu Pemerintah Belanda mengirimkan aide memoire
kepada Pemerintah RI mengenai dua hal yakni: ’meminta
kepada RI melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam
Persetujuan Linggajati, yakni pengakuan kedaulatan Belanda
di seluruh Indonesia pada masa peralihan’’, dan ’’sampai di .
mana hubungan luar negeri yang dilakukan oleh RI, terutama
hubungannya dengan Uni Sovyet’’.

Pada 10 Juni 1948 Pemerintah RI mengirimkan jawaban
melalui ketua delegasi Mr. Moh. Roem. Isi jawaban Pemerintah
RI adalah mengenai pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh
Indonesia, RI bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Negara
Indonesia Serikat (NIS). Sebelum NIS dibentuk, kedudukan Rl
tetap seperti sekarang. Tentang perjanjian persahabatan dengan
Uni Sovyet, karena belum diratifikasi oleh KNIP, maka per-
janjian itu belum dianggap berlaku.20®

Karena tidak ada persesuaian pendapat, maka perundingan
tahap ini mengalami kemacetan lagi. Pendapat umum di Indo-
nesia merasa kecewa terhadap KTN yang dianggap lebih banyak
berperan sebagai wasit dari pada sebagai perantara,?® sekalipun
demikian jalan keluar untuk mengatasi kemacetan itu sebenar-
nya telah dirintis oleh usul Du Bois-Critchley, masing-masing
adalah wakil Amerika Serikat dan Australia. Du Bois dipanggil
kembali oleh pemerintahnya, digantikan oleh Merle Cochran.
Cochran mengajukan usul baru untuk mengatasi kemacetan

208
209

Ibid, 10 dan 11 Juni 1948.
Ibid, 10 Agustus 1948.
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itu. Usul itu pada dasarnya tidak berbeda dari usul Du Bois,
tetapi Cochran mendahulukan pembentukan pemerintahan
interim dari pada pembentukan Kkonstituante sebagaimana
yang diusulkan oleh Du Bois-Critchley.2!°

Jalan buntu masih belum dapat ditembus. Pihak RI tetap
berpegang pada usul Du Bois-Critchley dan beranggapan bahwa
perundingan baru dapat dilunasi setelah pihak Belanda men-
jamin imunitas diplomasi pihak Republik. Sebaliknya pihak
Belanda menuduh bahwa keadaan militer di Jawa semakin
buruk, dan jumlah pelanggaran gencatan senjata yang dilikkukan
pihak Republik semakin meningkat.?!!

Tanpa melalui KTN, PM Hatta mengadakan pendekatan
politik baru dengan van Mook. Kedua belah pihak bersedia
" mengadakan perundingan langsung dengan KTN sebagai saksi.
Pada 27 November 1948 delegasi Belanda datang di Indonesia,
terdiri atas Menteri Seberang Lautan Mr. E.M.J.A. Sassen,
Menteri Luar Negeri D.U. Stikker, dan Wakil Pemerintah Agung
Belanda L. Neher.2!2

Perundingan dilangsungkan di Kaliurang antara PM Hatta
dan delegasi Belanda secara langsung tanpa disaksikan KTN.
Perundingan tetap mengalami jalan buntu. Akhirnya PM Hatta
menyatakan bahwa sebab terhentinya perundingan ialah karena
perselisihan masalah prinsip. Setelah gagalnya perundingan,
pada 9 Desember 1948 Pemerintah RI mengirimkan nota ke-
pada KTN mengenai pendirian RI yang isinya:

(1) Pemerintah RI telah mengalah sedapat-dapatnya untuk men-
dekati pendirian Belanda,

(2) Petunjuk yang diberikan kepada Belanda terbatas pada pen-
jajagan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-
syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan
usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian
melalui perundingan,

ii(l) Merdeka., 9 Agustus 1948.

Ibid, 16 September 1948.
212 Pelita Rakyat, 29 Nopember 1948.
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(3) Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan m(';fm-
bentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa merundingkan-
nya dengan RI di bawah pengawasan KTN.

Dua hari kemudian, 11 Desember 1948, KTN juga meneri-
ma nota dari Pemerintah Belanda, yang isinya :

(1) Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mem-
punyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena
itu tidak dapat diharapkan kerjasama yang sungguh-sungguh
untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata,

(2) Pendirian RI mengenai Wakil Tinggi Mahkota, terutama me-
ngenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, ber-
tentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang
ditetapkan dalam bagian pertama pokok-pokok. Persetujuan
Renville, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang
tak dapat dipertahankan, di mana ada dua tentara saling
berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah,

(3) Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa per-
alihan berarti RI menolak naskah persetujuan yang direnca-
nakan oleh KTN pada 10 September sebagai dasar perun-
dingan,

(4) Pemerintah Belanda akan melaksanakan keputusan menge-
nai pembentukkan pemerintahan interim yang direncanakan
atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal.

'Sebagai penutup dari nota tersebut Pemerintah Belanda me-
nyatakan bahwa perundingan di bawah KTN tidak berfaedah,
karena pada hakekatnya RI tidak mau mengakui adanya perjan-
jian gencatan senjata dan Persetujuan Renville.?!?

2. Persiapan-persiapan di Bidang Pertahanan

Berdasarkan perkiraan keadaan setelah diterimanya Persetu-
juan Renville, Belanda berusaha mengepung Republik Indoné-
sia, secara politis, ekonomis dan militer. Gejala-gejala akan da-

213 pelita Rakjat, 15 Desember 1948.
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tangnya suatu serangan militer telah dirasakan oleh pimpinan
Angkatan Perang, sejak Belanda mencoba mengulur waktu
mengenai perundingan pelaksanaan Persetujuan Renville. Di
beberapa tempat tentara Belanda melakukan pemindahan pa-
sukan ke dekat garis demarkasi.?** :

_ Sebagai jawaban atas tindakan Belanda itu, pimpinan Ang-

katan Perang menyusun konsepsi pertahanan yang berdasarkan
konsep Pertahanan Rakyat Semesta (total people’s defence).
Dalam pelaksanaannya, jika sewaktu-waktu terjadi perang,
pelaku perang bukan semata-mata Angkatan Perang, melainkan
seluruh rakyat. Penjabaran konsepsi ini pada tingkat politis
dan strategis berhasil diselesaikan setelah pemberontakan PKI
ditumpas. Penjabarannya didasarkan atas pengalaman selama
menghadapi Belanda pada Aksi Militer I, penarikan lebih-kurang
35.000 prajurit ke luar dari kantong-kantong pertahanan yang
berada di daerah pendudukan Belanda, baik di Jawa maupun di
Sumatera. Dengan mengaji pengalaman perang negara-negara
lain dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi, pimpinan
Angkatan Perang menjabarkan konsepsi pertahanan semesta
dalam bentuk yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Penja-
barannya dituangkan dalam Perintah Siasat Panglima Besar
Angkatan Perang No. 1/1948 yang pokok-pokoknya adalah
bahwa TNI tidak akan melakukan pertahanan linier, namun
ada tiga prinsip yang harus dilaksanakan yaitu:

(a) apabila terjadi serbuan musuh, TNI harus memperlambat
serbuan musuh, melaksanakan pengungsian dan bumiha-
nguskan total.

(b) membentuk kantongkantong pertahanan di tiap-tiap on-
derdistrik militer (kecamatan militer), membentuk pemerin-
tah gerilya dalam bentuk wehrkreise; beberapa kompleks
pegunungan harus dijadikan basis perlawanan genlya

(c) pasukan-pasukan yang berasal dari daerah ”federal” pendu-
dukan Belanda menyusup kembali ke daerah asalnya (aksi

214 Dienderal A.H. Nasution, TNI, Jilid I, Jakarta, 1968. hal. 250-251.
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wingate), sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu
medan perang gerilya yang besar.?'*

Di Sumatera TNI menyusun kantong-kantong pertahanan
di sekitar kota-kota strategis dan bergerak sebagai “"ular membe-
lit”.

Maksud pokok perintah siasat (operasi) tersebut adalah
mengadakan perlawanan gerilya agresif yang dilakukan olen
tentara bersama rakyat dengan mengintegrasikan seluruh
kekuatan untuk menegakkan kedaulatan RI dan memenang-
kan perang. Dalam pelaksanaannya diperlukan organisasi suatu
pemerintah militer gerilya yang dipegang oleh lurah (kepala
desa) sampai kepada pimpinan tertinggi, dalam hal ini Panglima
Besar Soedirman. Politik non-koperasi dan non-kontak dilaksa-
nakan dengan tegas. Semua aparat pemerintah dilarang melaku-
kan kebijaksanaan lain dalam hubungannya dengan musuh.
Organisasi TNI disusun dalam tiga kategori pasukan:

(a) pasukan mobil, yang bertugas tempur dengan perbandingan
senjata dan personil 1 : 1. Pasukan ini disusun dalam divisi,
brigade, batalyon.

(b) pasukan teritorial, yang bertugas melaksanakan pembinaan
teritorial dan perlawanan rakyat, berbagai penyelenggaraan
pemerintahan militer, pasukan ini disusun atas Teritorium,
Sub Teritorial Komando (STC), Komando Distrik Militer
(KDM) dan Komando Onder Distrik Militer (KODM).
Luas teritorium militer, disamakan dengan propinsi, dan
seterusnya. Pasukan mobil dan teritorial membentuk
wehrkreise (lingkaran pertahanan) pada tingkatan yang di-
tentukan.

(c) melaksanakan “wingate”’ (menyusup) ke daerah.kekuasaan
musuh, yang pernah ditinggalkan karena “hijrah” untuk

215 Djenderal A H. Nasution, Op. cit., hal. 189. Istilah Wingate, berasal dari
nama Mayor Jenderal Charles Orde Wingate, Komandan Brigade Pasukan Inggris
yang dalam operasinya melawan Tentara Jepang di Chindit (Myanmar) berhasil
melakukan penyusupan (penetrasi) jauh ke dalam daerah musuh dengan doktrinnya
yang terkenal’ 'the long-range penetration”.
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’ (
diisi dengan kekuatan gerilya, untuk menciptakan kantong
di daerah tersebut.

Sidang kabinet 16 Desember 1948, menunjuk lima orang
menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dr. Sukiman, Menteri Ke-
hakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Persediaan Makanan
Rakyat 1J. Kasimo, Menteri Pembangunan/Pemuda Supeno dan
Menteri Agama K.H. Masjkur untuk diperbantukan kepada Pe-
merintah Militer.

Staf Angkatan Laut dipindahkan ke Aceh di bawah pimpin-
an Kepala Staf Kolonel Subijakto. Beberapa orang perwira di-
tugaskan pada beberapa kesatuan di Sumatera.

Sampai pertengahan Desember 1948, persiapan pertahanan
telah mencapai keadaan sebagai berikut :

(a) Bidang militer, reorganisasi dan rekonstruksi Angkatan Pe-
rang telah diselesaikan,

(b) Bidang pemerintahan, instruksi-instruksi tentang pertahan-
an rakyat telah disebarkan, persiapan militerisasi jawatan-
jawatan vital telah diselesaikan melalui undang-undang
dan peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Gerilya

Setelah perundingan di Kaliurang (Yogyakarta) mengalami
jalan buntu, Belanda melakykan aksi militernya yang kedua ter-
hadap RI. Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta (ibukota RI)
berhasil direbut dan diduduki. Presiden dan wakil presiden
serta sejumlah pembesar negara ditawan oleh tentara Belanda.
Berdasarkan keputusan sidang kabinet, pemerintah telah mem-
berikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Pra-
wiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk
dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Secara kebetulan sejak November 1948 Menteri Syafruddin
Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI sedang berada di
- Bukittinggi untuk meninjau kemakmuran di Sumatera. Bunyi
mandat Presiden Soekarno/Wakil Presiden Hatta kepada Mr.



101

Syarifuddin Prawiranegara melalui kawatnya 19 Desember 1948
adalah sebagai berikut:2'¢ .

“’Kami Presiden Repoeblik Indonesia memberitahoekan
bahwa pada hari Minggoe tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00
pagi, Belanda telah moelai melantjarkan serangannja atas iboe
kota Yogyakarta.

Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan
kewajibannja lagi, kami mengoeasakan kepada Mr. Syafruddin
Prawiranegara, Menteri Kemakmoeran Indonesia oentoek mem-
bentoek pemerintah Repoeblik Indonesia Daroerat di Soema-
tera”.

Yogyakarta, 19 Desember 1948
Presiden " Wakil Presiden

Soekarno Moh. Hatta

Pada hari yang sama wakil presiden dan Menteri Luar Ne-
geri H. Agus Salim mengirim kawat kedua kepada Mr. Soedar-
sono Palar, dan Mr. AA. Maramis di New Delhi yang isinya,

Jika Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah
Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada mereka dikuasakan
untuk membentuk Etile Goverment Republik Indonesia di In-
dia. Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jen-
deral Sudirman yang masih dalam keadaan sakit mengundurkan
diri ke luar ibukota Yogyakarta dan memimpin perang gerilya.
Di Sumatera Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara
membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Akibat dari aksi militer itu Dewan Keamanan PBB pada
24 Januari 1949 segera bersidang. Amerika Serikat mengajukan
resolusi yang disetujui oleh semua anggota yang berisi : (a) hen-

216 \y SM. Rasjid, Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia),
Jakarta 1982. hal. 20.
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tikan permusuhan, (b) bebaskan presiden dan pemimpin-pemim-
pin RI yang ditangkap pada 19 Desember 1948, dan (c) meme-
rintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap me-
ngenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.%!7

Pihak TNI dalam waktu hampir satu bulan setelain serbuan
militer Belanda itu berhasil melakukan konsolidasi, karena TNI
tidak melakukan pertahanan linier. Ketika pasukan Belanda
menyerbu, TNI bergerax ke samping garis serbuan dan mulai
membalas serangan tentara Belanda. Sasarannya adalah garis-
garis komunikasi. Kawat-kawat telepon diputuskan, jalan dan
jembatan dirusak, konvoi-konvoi Belanda di siang hari dihadang
dan diserang, sehingga pihak Belanda terpaksa memecah kekuat-
annya dengan memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan
besar yang menghubungkan Kkota-kota yang didudukinya.
Dengan demikian serdadu Belanda terpaku pada ribuan pos
kecil di seluruh daerah Republik yang merupakan satu medan
gerilya yang luas. Setelah pasukan-pasukan Belanda tersebar di
luar kota-kota yang didudukinya, TNI mulai menyerang kota-
kota itu. Serangan Umum 1 Maret 1949 pada siang hari ter-
hadap Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel
Soeharto (sekarang Presiden) berhasil menduduki kota tersebut
selama enam jam. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa
TNI tidak hancur, bahkan masih mempunyai kemampuan ofen-
sif. Inisiatif sudah beralih ke pihak TNI, karena telah memper-
siapkan diri untuk perang jangka panjang sebagaimana yang
tersurat dalam Perintah Siasat No. 1.

Jalan buntu di bidang militer dibarengi dengan ancaman
Amerika Serikat untuk mencabut bantuan Marshall Plan, akhir-
nya memaksa Belanda untuk menerima KMB yang bermuara
kepada pengakuan kedaulatan sesuatu negara Indonesia ter-
hadap wilayah bekas Hindia Belanda.

217 pelita Rakjat, 27 Januari 1949.
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H. AKHIR PERANG KEMERDEKAAN
1. Pendekatan-pendekatan RI dengan Negara-negara Federal

Pada bulan Januari tahun 1949, karena didesak oleh resolu51
Dewan Keamanan PBB, Belanda kembali mengadakan pendekat-
an-pendekatan diplomatis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees
mengundang Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi
RI dalam perundingan lanjutan Renville, untuk membuka kem-
bali perundingan.218 Pertemuan itu merupakan yang pertama
sejak 19 Desember 1948. Pertemuan berikutnya pada 21 Ja-
nuari 1949 delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO)
atau musyawarah antara “negara-negara bagian”?!? yang ter-
diri atas Mr. Djumhana dan dr. Ateng. menghadap menemui
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta di Bangkok
guna menyampaikan pendirian BFO mengenai cara penyelesaian
konflik. Sehubungan dengan pendekatan-pendekatan diplomasi
itu, Mr. Moh. Roem, ketua delegasi Republik dalam perunding-
an lanjutan Renville, menyatakan bahwa RI bersedia berunding
dengan' BFO dengan syarat harus diawasi oleh Komisi PBB
apabila telah mencapai tingkatan formal.22? Pada 13 Februari
Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menyatakan pendirian
Pemerintah RI bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan
syarat dikembalikannya Pemerintah RI ke Yogyakarta dan
pemunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan
resolusi PBB.22! Usul Wakil Presiden Moh. Hatta ini kemu-
dian disetujui dan didukung oleh BFO. Hasil dari pendekatan
diplomasi RI, BFO dan Belanda ini pada 26 Februari 1949
Pemerintah Belanda mengumumkan niatnya untuk menye-
lenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang membicara-
kan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat “pe-
nyerahan” kedaulatan serta pembentukan Uni Indonesia—Be-
landa. Perkembangan selanjutnya secara resmi ‘pada 28 Fe-
bruari 1949. Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai

218 Merdeka, 14 Januari 1949.
219 1pid, 24 Januari 1949.

20 mid, 10 Februari 1949.
21 Ibid., 14 Maret 1949.
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Wakil Tinggi Mahkota pergi ke Bangka menemui Presiden
Soekarno dan beberapa orang pembesar RI lainnya guna me-
nyampaikan maksud Pemerintah Belanda yang terdiri atas
tiga masalah, yaitu:

.(a) pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag,
guna membahas "penyerahan” kedaulatan yang dipercepat,

(b) penarikan pasukan-pasukan Belanda secepatnya setelah
“penyerahan” kedaulatan,

(c) masalah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta, di-
nyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan.222

Selanjutnya Dr. Koets menyampaikan undangan kepada
presiden untuk menghadiri KMB di Den Haag. Pada 3 Maret
1949 Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan
penghubung BFO dan menegaskan pendirian RI, bahwa ke-
dudukan Pemerintah RI harus dipulihkan sebagai syarat di-
langsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan
Keamanan PBB. Sesuai pertemuan itu, pada keesokan harinya,
4 Maret 1949, Presiden Soekarno menyatakan kepada Wakil
Tinggi Mahkota bahwa ia tidak bersedia menghadiri KMB
kecuali dengan syarat, yaitu:

(1) pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk
memulai perundingan,

(2) kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia
dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan
terganggu.223

Dari pihak BFO mengeluarkan pernyataan bahwa BFO tetap

pada pendirian semula, yakni:

(a) supaya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta,

(b) Komisi PBB untuk Indonesia membantu melaksanakan
resolusi PBB,

(c) RI memerintahkan gencatan senjata.224

222 ppid, 19 April 1949.
223Merdelm, 19 April 1949.
- 224 pig | 19 April 1949.
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Pada 23 Maret 1949 Dewan Keamanan PBB mengirim kawat
kepada Pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa Komisi
PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan Resolusi
Dewan Keamanan pada 28 Januari 1949 dan tidak merugikan
tuntutan kedua belah pihak.225 United Nations Commission
for Indonesia (UNCI), memberikan bantuan terhadap:

(1) tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan
Keamanan 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2, yakni meng-
hentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian para
pemimpin RI ke Yogyakarta,

(2) menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengada-
kan KMB di Den Haag agar dapat diselenggarakan selekas-
226
nya.

Berdasarkan petunjuk dari Dewan Keamanan dan hasil pen-
dekatan politis antara pihak RI dan Belanda, pada 14 April
1949 Komisi PBB memprakarsai terselenggaranya perundingan
RI — Belanda. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes (se-
karang Duta Merlin) Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran
(Amerika Serikat). Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh.
Roem sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil
ketua. Adapun anggota-anggotanya adalah dr. Leimena, Ir.
Djuanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. J. Latuharhary disertai lima
orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van
Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A’
Jacob, Dr. 1.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.227

Merle Cochran yang memimpin perundingan ini sekali lagi
menyatakan bahwa perundingan diselenggarakan atas inisiatif
pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 29 Januari
1949. Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan pendirian
RI bahwa perundingan harus terlebih dahulu menyetujui pe-
ngembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta. Dengan kembalinya
Pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan bagi

225 pid | 14 Maret 1949.
226 pig
227 pid, 19 April 1949.
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delegasinya untuk mengambil keputusan bagi soal-soal lain-
nya22® Delegasi Belanda bersedia menyatakan mendahulukan
perundingan mengenai syarat-syarat untuk memungkinkan kem-
balinya Pemerintah RI ke Yogyakarta, dengan syarat terjamin-
nya persetujuan penghentian tembak-menembak dan penentuan
~waktu serta syarat penentuan pelaksanaan KMB di Den
Haag.22% Perundingan berjalan sangat lamban, masing-masing
pihak berpegang pada pendiriannya. Sementara itu Ketua Pe-
merintah Darurat RI Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyatakan
setuju terhadap pernyataan Mr. Moh. Roem dalam perundingan
itu.

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir
mengalami jalan buntu, maka pada 24 April Drs. Moh. Hatta
memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Selanjutnya pihak RI
mengadakan pertemuan informal dengan ketua delegasi Belanda
Dr. van Royen yang disaksikan oleh Merle Cochran.238 Hatta
menyatakan bahwa isi dalam pertemuan informal bermaksud
membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda.
Perundingan semacam itu kemudian dilanjutkan oleh ketua
Delegasi RI dengan ketua Delegasi Belanda sebanyak tiga kali,
yakni pada 28 April, 4 dan 5 Mei 1949.231

Mengenai pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta yang
dituntut oleh delegasi Republik, pada dasarnya Pemerintah
Belanda setuju dengan syarat harus diiringi dengan perintah
penghentian perang gerilya. Syarat ini dapat disetujui, namun
yang masih mengganjal adalah mengenai masalah luasnya daerah
kekuasaan RI. Petunjuk dari Bangka kepada ketua Delegasi RI
agar resolusi Dewan Keamanan dan pengembalian daerah RI
(menurut Persetujuan Renville) dilaksanakan secara berangsur-
angsur. Petunjuk dari Bangka lebih menekankan pengembalian
Pemerintah RI ke Kota Yogyakarta, sekali pun hanya dengan
daerah seluas lima mil persegi sebagai langkah permulaan,?32

228 perdeka, 19 April 1949.
ggﬂn’d., 18 April 1949.

231 pid, 4 Mei 1949.
232 id,, 25 April dan 6 Mei 1949.
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tetapi Delegasi RI menganggap bahwa wilayah lima mil persegi
sangat berbahaya bagi keamanan .Delegasi RI menuntut daerah
seluas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Lapangan Terbang
Maguwo dengan batas selatan Samudera Hindia. Sebaliknya
pihak Belanda menafsirkan Resolusi Dewan Keamanan tentang
pengembalian Pemerintah RI hanya ke Kota Yogyakarta dan
sekitarnya hanya seluas lima mil persegi. Belanda menolak me-
nyerahkan Lapangan Udara Maguwo (sekarang Pangkalan Udara
Adi Sutjipto). .

Pada hari itu pukul 17.00, di depan Komisi PBB ketua
Delegasi RI Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan
Wakil Presiden Moh. Hatta menyampaikan kesanggupan mereka
sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 23 Maret 1949 yaitu:

(1) pengeluaran perintah kepada “pengikut RI yang bersenjata”
untuk menghentikan perang gerilya,

(2) kerjasama dalam hal pengembalian perdamaian dan men-
jaga keamanan dan ketertiban,

(3) turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk
mempercepat “penyerahan” kedaulatan yang sungguh-
sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat tanpa
syarat. 233
Selanjutnya ketua Delegasi Belanda Dr. Van Royen mem-

bacakan pernyataannya yang berisi antara lain:

(1 Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama
di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk:
(a) mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu se-

belum kembalinya Pemenntah RI,
(b) mempelajari dan memberikan nasihat tentang: tmdakan"
yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang
gerilya dan kerjasama dalam hal pengembalian per-
damaian serta menjaga keamanan dan  ketertiban,
(2) Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus

233 Merdeka, 9 Mei 1949.
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bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu
daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta,

'(3) Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-
pemimpin Republik dan tahanan politik yang tertangkap
- sejak tanggal 19 Desember 1948,

4 Pemermtah Belanda menyetu)ua RI sebagai bagian dari
Negara Indonesia Serikat,

(5 Konferensn Meja Bundar di Den Haag akan diadakan selekas-
nya sesudah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Dalam
konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang cara-cara
mempercepat “’penyerahan” kedaulatan yang sungguh-
sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat.234

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem—Royen ter-
sebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatera memerintahkan
kepada Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih
pemerintah di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari
Yogyakarta.?3 Partai Politik yang pertama kali menyatakan
setuju dan menerima baik tercapainya Persetujuan Roem-—
Royen adalah Masyuml Dr. Sukiman selaku ketua umum
Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Delegasi
RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan
di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO
yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan
RL,2¢ sedangkan Mr. Sujono Hadinoto, ketua umum Partai
Nasional Indonesia (PNI) menyatakan bahwa Persetujuan
Roem—Royen merupakan suatu langkah ke arah tercapainya
penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia.?3’ Akhirnya
kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa
Persetujuan Roem—Royen sekalipun masih kurang memuaskan,
merupakan langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia—
Belanda.

234 Merdeka, 16 Mei 1949.

235 Ibid, 26 Mei 1949.

236 1bid,, 27 Mei 1949.

237 Ibid, 30 Mei 1949.
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Sebaliknya pihak Angkatan Perang menyambut adanya
persetujuan itu dengan perasaan curiga.?>® Panglima Besar
Angkatan Perang Jenderal Soediman pada 1 Mei 1949 mem-
peringatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memi-
kirkan masalah perundingan. Pernyataan sama yang memper-
tegas amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dikeluarkan
juga oleh Panglima Tentara dan Territorium Jawa Kolonel
AH. Nasution pada 5 Mei 949. Pernyataan itu mengetengahkan
bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanya merupakan
taktik perjuangan dan diperingatkan kepada semua komandan
agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan
politik dan untuk kepentingan militer.

Sebagai tindak lanjut Persetujuan Roem—Royen, pada
22 Juni diadakan perundingan formal antara RI, BFO dan
Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB dipimpin oleh
Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah :

(1) Pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan
pada 24 Juni 1949. Karesidenan Yogyakarta dikosongkan
oleh Tentara Belanda dan pada 1 Juli 1949 Pemerintah Rl
kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan
sepenuhnya di daerah itu,

(2) Mengenai penghentian permusuhan dan -dibahas setelah
kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.

(3) Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den
Haag.?%

Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogya-
karta, pada 13 Juli 1949 pukul 20.30 diadakan Sidang Kabinet
RI yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Sjafruddin Prawira-
negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/
Perdana Menteri Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan

untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai
Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.?*® Kemudian

238 Markas Besar Angkatan Darat, op. cit., hal 117 (stensil).

239 Iudonesia, 23 Juni 1949.
. 240 ppid , 15 Juli 1949.
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Persiden Soekarno memerintahkan Angkatan Perang untuk
menghentikan permusuhan yang berlaku sejak 15 Agustus
untuk wilayah Jawa dan 17 Agustus untuk wilayah Sumatera.
Perintah yang sama juga dilakukan oleh pihak Belanda.

2. Pengakuan Kedaulatan

Sekembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta, perunding-
an dengan BFO yang dirintis di Bangka dimulai lagi. Dari
Bangka telah menjadi pokok bahasan adalah pembentukkan
pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia
Serikat. Pada 19 -- 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara
kedua belah pihak, yang dissbut Konferensi Antar—Indonesia.
Konferensi itu memperlihatkan, bahwa politik, divide et impera
Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik
dari Republik Indonesia mengalami kegagalan. Pada Konferensi
Antar—Indonesia yang dislenggarakan di Yogyakarta itu
dihasilkan persetujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang
bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat :

(1) Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik
Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan
federalisme,

(2) RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu
oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat,

(3) Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah Dewan
Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara
Bagian (Senat). Pertama kali akan dibentuk Dewan Per-
wakilan Rakyat Sementara (DPRS),

(4) Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan
bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada
saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan :

(1) Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional.
Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang
RIS,
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(2) Pertahanan Negara adalah semata-mata hak Pemerintah
RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan
perang sendiri,

(3) Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata
soal bangsa Indonesia. Angkaran Perang RIS akan dibentuk
oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI
(TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia bekas satuan-
satuan militer Belanda.?*!

(4) Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat
merangkap sebagai panglima besar.?%?

Konferensi Antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta
pada 30 Juli 1949, dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang
membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah
diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk mem-
bentuk Panitia Persiapan Nasional yangbertugas menyelengga-
rakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja
Bundar (KMB). Pada 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno meng-
angkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Drs. Moh.
Hatta, Mr. Mohd. Yamin, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepo-
mo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr.
Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Mr. Sumardi, dan Kolonel
TB. Simatupang, sedangkan Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan
Hamid II dari Pontianak beserta anggota-anggotanya. Pada
23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai
pada 2 November 1949.

Hasil KMB diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. Pada
6 Desember 1949 KNIP menerima hasil-hasii KMB dengan
pemandangan 226 pro dan 62 kontra, serta 31 meninggalkan
sidang.

241 aman-satuan ini adalah Koninklyk Nederlandsch Indische Loger (KNIL),
Militaire Leiditvoort (ML), Koninklyk Marine (KM), Vellighieos Batalion (VB),
dan Torritoriale Bataljons.

242 Ronde Tafel Conferentie te Gravenhage en Documenten, Gravenhage,
1949, hal 143-158.
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Selanjutnya pada 15 Desember 1949 diadakan pemilihan
presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Ir. Soekarno
terpilih sebagai presiden pada 16 Desember 1949 dan pada 17
Desember diambil sumpahnya. Pada 20 Desember 1949 Kabinet
RIS yang pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Drs.
Moh. Hatta dilantik oleh presiden. Akhirnya pada 23 Desember
1949 Delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta ber-
angkat ke Nederland untuk menandatangani akte “penyerah-
an”’ kedaulatan dari Pemerintah Belanda.?*> Dan pada 27
Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland di-
adakan upacara penandatanganan naskah “penyerahan’ ke-
daulatan. Di Nederland bertempat di Amsterdam, Ratu Juliana,
Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan
Mr. A M.J.A. Sassen dan Ketua Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta
bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah
”penyerahan” kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama
di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi
Mahkota A.H.J. Lovink membubuhkan tanda tangannya pada
naskah penyerahan’’ kedaulatan.

- 23 pangsa Indonesia memakai istilah resminya “pengakuan kedaulatan”,
karena kita beranggapan, bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia
telah memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia.



BAB 11
DEMOKRASI LIBERAL

A. DARI KONSTITUSI RIS KE UNDANG-UNDANG DASAR
SEMENTARA

1. Republik Indonesia Serikat  (RIS)

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar
(KMB) pada 2 November 1949 di Den Haag Negeri Belanda, ter-
bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri
atas 16 negara bagian dengan masing-masing mempunyai luas
daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-
negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang
mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah wi-
layah Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan dan Negara
Indonesia Timur. Sebagai presiden atau kepala negara yang per-
tama RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai
perdana menteri serta tetap sebagai wakil presiden. Tokoh-
tokoh terkemuka yang duduk dalam Kabinet RIS antara lain
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof.
Dr. Supomo, Dr. Leimena, Arnold Mononutu, dan Ir. Herling
Laoh, dari pihak Republik sedangkan dari BFO adalah Sultan
Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.!

lanak Agung Gde Agung, Twenty Years Indonesia Foreign Policy, Yogya-
karta: Duta Wacana University Press 1990.
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Kabinet RIS merupakan .Zaken Kabinet,?> dan bukan kabi-
net koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik.

Hal ini berkaitan erat dengan pandangan bahwa bentuk ne-
gara serikat dalam RIS merupakan jalan sementara yang ditem-
puh dalam mencapai cita<cita nasional Indonesia Merdeka dari.
Sabang sampai Merauke. Apalagi penerimaan bentuk Negara
RIS dilihat dalam rangka penyelesaian pengembangan wilayah
Irian Barat dalam jangka waktu satu tahun setelah pengakuan
kedaulatan RI oleh Pemerintah Belanda.?

Di samping masalah penyelesaian Irian Barat, penerimaan
dibentuknya RIS didasarkan pandangan bahwa pemerintah ter-
sebut bersifat pemerintah peralihan yang harus menyelenggara-
kan segala persiapan untuk mengambil alih kekuasaan kolonial,
mengadakan pemilihan umum, dan membentuk Kkonstituante
(badan pembuat UUD).*

Dalam hubungan dengan sifat peralihan itu, Pemerintah RIS
:yang bersifat parlementer itu tidak dapat dijatuhkan oleh lem-
baga perwakilan (DPR atau sering disebut parlemen) yang ada.®

Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta memerin-
tah sampai 17 Agustus 1950. Dalam usia yang singkat itu Per-
dana Menteri Hatta harus memecahkan masalah-masalah intern
dalam kehidupan suatu negara muda. Seperti diketahui akibat
Perang Kemerdekaan, banyak prasarana yang hancur ditamban
keadaan ekonomi umum yang buruk. Dalam bidang ekonomi
masalah utamanya adalah inflasi dan defisit dalam anggaran
belanja. Untuk mengatasi inflasi pemerintah menjalankan ke-
bijaksanaan dalam bidang keuangan dengan mengeluarkan per-
aturan mengenai pemotongan uang pada 19 Maret 1950.

Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50
gulden ke atas dipotong menjadi separuh, sehingga nilainya ting-

2 Yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya.

3 Lihat naskah perundingan Konferensi Meja Bundar.

4 Lihat program Kabinet RIS yang berisi tujuh hal, dapat dibaca juga dari
keterangan Presiden RIS di depan DPR RIS dan Senat RIS. Ichtisar Parlemen atau
Risalah DPR RIS.

5 Lihat Pasal 122 Konstitusi RIS.
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gal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena
peraturan ini, tetapi pemerintah mulai dapat mengendalikan
inflasi. Di samping soal keuangan, ekonomi umum juga dapat
diperbaiki. Meletusnya Perang Korea memungkinkan perdagang-
an ke luar negeri meningkat, terutama bahan mentah (karet).
Dengan demikian pendapatan negara bertambah juga.

Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik
sipil maupun militer. Seusai perang, jumlah pasukan harus di-
kurangi, karena keuangan negara tidak mendukungnya. Bekas
tentara perlu mendapat penampungan bila diadakan rasionalisa-
si. Untuk itu pemerintah membuka Kkesempatan melanjutkan
pelajaran bagi bekas tentara di pusat-pusat latihan militer yang
memberi pendidikan keahlian menempuh karier sipil profesio-
nal. Di samping itu dilakukan juga usaha transmigrasi dengan
wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian
masalah pengalaman bekas tentara belum dapat dikatakan se-
lesai.

Dalam pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat) intinya diambil dari TNI, sedangkan yang
lain diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Be-
landa.®

Personel bekas anggota Angkatan Perang Belanda yang akan
dilebur ke dalam APRIS berjumlah sekitar 33.000 orang dengan
30 orang perwira, sedangkan dari Angkatan Udara diserahkan
10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputus-
an KMB yang menyebut TNI sebagai intinya ternyata telah
menimbulkan masalah psikologis. Di satu pihak TNI berkeberat-
an untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya dari
pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai
aparat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam
negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa
gerakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang mengirimkan
ultimatum kepada Pemerintah RIS dan Negara Pasundan serta

6 Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar Djakarta,
1956, hal. 21.
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menuntut untuk diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak
dibubarkannya negara tersebut.” Di Kalimantan Barat Sultan
Hamid H menentang masuknya TNI serta menolak untuk me-
ngakui Menteri Pertahanan RIS dan menyatakan bahwa dialah
yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul gerakan
Andi Azis dan di Ambon gerakan Republik Maluku Selatan
(RMS).®

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas
aktif. Hubungan dengan Negeri Belanda diusahakan untuk men-
jadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan
Irian Barat (Irian Jaya). Atas inisiatif pihak RI di Jakarta pada
bulan April 1950 dilangsungkan Konferensi Tingkat Menteri
yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Dalam konferensi
tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan
sengketa Irian Barat. Hasil konferensi ialah dibentuknya suatu
Komisi Irian, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil
Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ialah mengadakan penyeli-
dikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya kepada peme-
rintah masing-masing. Konferensi sepakat untuk melanjutkan
perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan
komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag
pada 4 Desember 1950.

Dalam konferensi tentang materi kedua, delegasi RI dengan
pimpinan Menteri Luar Negeri Mr. Mohamad Roem mengajukan
dua kali usul kompromi, yaitu agar pengakuan kedaulatan atas
Irian Barat dilaksanakan pada 27 Desember 1950, sedangkan
penyerahannya dapat dilaksanakan pada pertengaiian tahun
1951. Di samping itu Indonesia juga memberikan jaminan me-
ngenai kemerdekaan agama, hak-hak azasi manusia dan otonomi
seluas-luasnya bagi penduduk Irian Barat serta jaminan perlin-
dungan atas kepentingan-kepentingan Belanda di wilayah ter-
sebut. Pihak Belanda hanya sepakat pada suatu persetujuan
yang menyatakan bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pa-

7 Drs. Saleh A¢ad Djamhari, Ichtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI, (1945-

’ sekanngg, Djakarta, 1971, hal. 65.
Drs. Saleh A$ad Djambhari, op. cit., hal. 65-70.
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da Uni Indonesia-Belanda, sedangkan de fakfto pemerintahan
di wilayah tersebut tetap di tangan Belanda. Belanda menyaran-
kan pembentukan suatu Dewan Irian Barat di mana Indonesia
mempunyai wakil-wakil yang sama jumlahnya dengan wakil- -
wakil Belanda. Keadaan itu menunjukkan bahwa perundingan
sudah tidak bisa diharapkan lagi.’

2. Kembali ke Negars Kesatuan

Pada 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan di-
bentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persiapan
untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan bebe-
rapa bulan sebelumnya, sebab di dalam negara-negara bagian
kehendak untuk bersatu sudah lama timbul.!'°

Rakyat di negara-negara bagian umumnya menuntut agar
wilayahnya dikembalikan kepada Republik Indonesia. Pada 8
Maret 1950, di Bandung, melalui demontrasi rakyat Jawa Barat
menuntut agar Negara Pasundan dibubarkan dan seluruh wila-
yahnya dimasukkan ke dalam RI. Tuntutan ini ditampung RI,
dan selanjutnya Sewaka yang sebelumnya komisaris RIS diang-
kat menjadi gubernur RI untuk daerah Jawa Barat.

Keinginan mengubah RIS kebentuk Negara Kesatuan juga
timbul diberbagai negara bagian daerah lainnya. Dalam hubung-
an ini DPR RIS dan juga Senat RIS membicarakan hal-hal ter-
sebut dalam beberapa usul mosi yang diajukan oleh anggotanya.
Pada umumnya isi mosi itu mengusulkan penggabungan negara
bagian/daerah sebagai provinsi dari negara bagian RI dalam
RIS, kecuali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia
Timur."!

Penyelesaian usul gabungan negara/daerah ke dalam Negara
RI, kecuali Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Ti-

9 Departemen Luar Negeri, Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri,
Jakarta 1971, hal. 88, 219. :
. 10 Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakar-
ta, hal. 326-327.
Y1 Lihat Ichtisar Parlemen, begitu juga ketentuan dalam Konstitusi RIS pasal
134 1).
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mur, ditempuh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat
Nomor ‘11 Tahun:1950, ditambah lagi dengan serangkaian pe-
netapan presiden dalam bulan-bulan Maret dan April 1950!2
Untuk penyelesaian usul gabungan NST dan NIT ditempuh
dengan jalan perundingan antara kedua negara bagian tersebut
dengan Pemerintah RIS. Hal ini sesuai dengan usul mosi dalam
DPR RIS yang berpokok “mengajukan” kepada pemerintah
supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi
soal-soal yang hangat dan timbul sebagai akibat perkembangan
" politik di waktu-waktu yang akhir dengan cara integrasi dan
program tersebut.! 3 :

Dalam perkembangan selanjutnya, diselenggarakan kon-
ferensi segitiga antara  RIS—NIT—NST. Kedua negara bagian
tersebut (NIT dan NST) menyerahkan mandatnya kepada
Presiden RIS. Untuk selanjutnya Pemerintah RIS berunding
dengan Pemerintah RI yang melahirkan Piagam Persetujuan
19 Mei 1950. Atas dasar Piagam Persetujuan ini dibentuk
panitia bersama dengan tugas khusus menyusun Rancangan
UUD Negara Kesatuan.!4

Panitia bersama bekerja atas dasar pandangan yang ter-
cantum dalam piagam persetujuan yaitu, ke dalam, menyem-
purnakan penghidupan rakyat dan persatuan bangsa Indo-
nesia, sementara ke luar, memehhara hubungan baik dengan
negara-negara lain. Panitia bersama juga memperhatikan be-
berapa hal lain sesuai dengan maksud Piagam Persetujuan se-
perti penghapusan Senat, penghapusan Dewan Pertimbangan

; g Risalah DPR RIS, hal. 496-497.
14 Ichtisar Parlemen, hal. 134, dan 208.

Panitia beranggotakan 14 orang, tetapl ‘tinggal 12 orang karena dua orang
(Ir. Sakirman dan Hutomo Supandan, keduanya dari PKI) mengundurkan diri dengan
alasan tidak setuju dan tidak bertanggung jawab dengan cara-cara pembentukan yang
diusulkan oleh Pemerintah RIS. Keduabelas anggota tersebut ialah dari RI (Dr. Abdul
Hédlim, Mr. AA. Suhardi, Djohan Sjahruzah, Harsoedi, Dr. Rustamudji, dan Rh.
Kusnun), dan dari RIS: (Mr. Dr. Soepomo, Mr. Kosasih Purwanegara, Mr.AM Tam-
bunan, B. Sahetapy Engel, Ir. Lobo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan. Lihat Soepomo, -
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, hal. 8, lihat juga 20 tahun
Indonesia Merdeka, hal. 500-501. ,
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Agung. DPR Sementara terdiri atas penggabungan DPR—RIS
dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-—
KNIP). Konstituante terdiri atas anggota yang didapat melalui
pemilihan umum atas satu anggota mewakili 300.000 suara.!’

Setelah diadakan pembahasan di masing-masing lembaga
perwakilan (DPR RIS, Senat RI, dan BP—KNIP),!¢ Rancangan
UUD Negara Kesatuan diterima dalam DPR—RIS dengan 90
suara setuju dan 18 suara tidak setuju.!’ Sementara itu dalam
BP—KNIP, Rancangan UUD Negara Kesatuan diterima oleh 31
suara dan dua negara tidak setuju.!® Pada 15 Agustus 1950,
Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUD tersebut
yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Repu-
blik Indonesia 1950 (UUD 1950).

UUDS ini mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan
dari Konstitusi RIS. Menurut UUDS 1950 pemerintah mem-
punyai hak untuk mengeluarkan Undang-undang darurat atau
peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui
oleh DPR pada sidang berikutnya. Presiden juga dapat menge-
luarkan dekritnya kalau diperlukan, tetapi walaupun demikian,
kabinet, baik secara keseluruhan maupun secara perorangan,
bertanggungjawab pada DPR yang mempunyai hak untuk men-
jatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-
menterinya secara individual ! ®

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, disebutkan adanya kelembagaan negara yang terdiri
atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Negara, Dewan Per-

15 Risalah DPR—RIS, hal. 569.

16 Sesuai dengan kesepakatan dalam panitia bersama, Ibid.

17 ichtisar Parlemen (1950), No. 104, hal. 380-381. Sesuai ketentuan yang
ada, dalam Senat RIS tidak ada pemungutan suara.

18 4ntara, 14 Agustus 1950.

19 Notosoetardjo, Dokumen-dokumen KMB, Djakarta, 1956, hal. 53.
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timbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA).2°
Dalam pidatonya di hadapan sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu,
Ir. Soekarno antara lain mengatakan:

Yo toean-toean semoeanja tentoe mengerti, bahwa
Oendang-Oendang Dasar jang (kita) boeat sekarang ini adalah
‘Oendang-Oendang Dasar Sementara. Kalaoe boleh saja memakai
perkataan ini, adalah oentoek Oendang-Oendang Dasar kilat.
Nanti kalaoe kita telah bernegara didalam suasana jang lebih
tenteram Kkita akan mengoempoelkan kembali Madjelis Per-
moesjawaratan Rakjat jang dapat lebih ssmpoerna.21

Dalam UUD Sementara 1950 terdapat beberapa hal pokok
yang mewarnai kehidupan politik dan penentuan selama masa
berlakunya UUD Sementara. Masalah hubungan antara “par-
lemen-kabinet-presiden” menjadi perhatian pertama. Parlemen
menduduki posisi penting dan berperan utama, seperti peranan-
nya dalam menerima atau menolak pertanggungjawaban kabi-
net. Hal ini didasari pandangan sistem pertanggungjawaban
kabinet kepada parlemen.?? Peran lainnya adalah hak-hak DPR
untuk membuat perundang-undangan dan peraturan bagi pelak-
sanaan negara di tingkat nasional. Hal ini didasari pandangan
bahwa kedaulatan RI ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh
DPR. Lembaga ini merupakan satu-satunya badan kekuasaan
tertinggi yang menggambarkan kedaulatan rakyat.23 Hak DPR
yang menonjol adalah hak mosi dan resolusi serta hak petisi.24
Sepanjang perjalanan politik Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia, Parlemen sering berhadapan dengan adanya usul-usul
dari DPR dalam menggunakan hak mosi dan resolusi, dan dalam
petisi itu.

2OJC’I‘. Simorangkir dan Drs. Mang Rey Say, Tentang dan Sekitar Undang-
Undang Dasar 1945, hal. 26-27.
21Prof. Mr. H. Muh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, 1, Cet. 2, Djakarta,
1962, hal. 410.
22 YUD Sementara pasal 1 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka
dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.
23 Ichtisar Parlemen (1950), No. 103, hal. 378; lihat juga ulasan Sopomo,
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, hal. 22-23.
24 ysul mosi Sunario disetujui pemerintah tanpa pemungutan suara.
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Di sisi lain peranan dan kedudukan presiden berada dalam
kerangka tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung
jawab atas pelaksanaan pemerintah negara. Paham ini me-
nempatkan posisi presiden yang bersifat simbolis sebagai kepala
negara. Kedudukan simbolis ini menimbulkan pandangan
bahwa presiden berdiri di atas partai-partai dan menjadi faktor
penjamin stabilitas pemerintahan,?5 tetapi dalam kenyataan,
peran dan kedudukan presiden jauh dari yang dimaksud oleh
UUD Sementara. '

Dalam UUD Sementara terdapat pasal-pasal yang mengatur
tentang hal keagamaan, jaminan hak demonstrasi dan mogok,
masalah monopoli dan lapangan pekerjaan, hak senioritas dan
diskriminasi ras, dan hak pembagian daerah (otonomi dan swa-
praja).

B. SISTEM LIBERAL DAN PEMILU 1955
1. Ketidakstabilan Politik

Dari tahun 1950 sampai Pemilihan Umum tahun 1955 ter-
dapat lima kabinet, sehingga rata-rata setiap tahun terdapat
pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-
turut ialah Kabinet Natsir (September . 1950 -- Maret 1951),
Kabinet Sukiman (April 1951 -- Februari 1952), Kabinet
Wilopo (April 1952 -- 1953) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli
1953 -- 1955) dan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dapat di-
katakan dalam waktu rata-rata satu tahun itu, tidak ada kabinet
yang dapat melaksanakan programnya, bahkan pernah terjadi
partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri, yaitu Kabi-
net Ali I. Semua kabinet, termasuk yang resminya bersifat
Zaken Kabinet, didukung oleh koalisi dari pelbagai partai.
Komposisi pihak oposisi juga dapat berubah-ubah. Inilah yang
menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik.

Kabinet Natsir yang memerintah dari 6 September 1950
sampai 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi. PNI sebagai partai

3Lihat Zulfikar Ghazali "UUD Sementara Perspektif Politk”, fimu dan
Budaya, No. 9, Juni 1990. }
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kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta. Salah satu
sebab PNI menolak turut dalam kabinet ini ialah karena merasa
tidak diberi kedudukan yang sesuai keinginan partai tersebut.
Inti kabinet ini adalah Masyumi, ditambah dengan PIR, PSI,
Parindra, PSII, Parkindo. Katholik dengan meliputi juga ang-
g’o't"a-anggot'a kabinet yang non partai. Banyak di antara anggota
yang cukup punya nama dan dianggap ahli pada bidangnya,
sehingga sesungguhnya kabinet ini termasuk kuat. Tokoh- tokoh
terkenal di antaranya ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.
Assaat (bekas pejabat presiden -RI), Ir. Djuanda, dan Dr.
Sumitro Djojohadikusumo. Di antara program-programnya yang
penting ialah:

(1) mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum

untuk konstituante dalam waktu singkat,

(2) mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan
pemerintahan,

(3) menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman,

(4)'r_néngemban'gkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat sebagai dasar bagi ekonomi nasional yang sehat,

(5 m"e‘nyempurn'akan organisasi Angkatan Perang dan pemulih-
an bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masya-
rakat,

(6) memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun
Selam soal ‘keamanan, yang menjadl beban pemerintah ialah
perjuangan pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia.
Belanda rupa-rupanya tidak bermaksud untuk mengembalikan
Irian kepada Indonesia. Perundingan soal Irian Barat antara
Indonesia dengan Belanda dimulai pada 4 Desember 1950
semasa Kabinet Natsir, tetapi perundingan ini menemui jalan
buntu, karena masing-masing pihak tidak beranjak dari pendiri-
an mereka. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya
mosi S. Hadikusumo (PNI) sekitar pencabutan PP Nomor 39
Tahun 1950 tentang pemilihan anggota-anggota DPRDS yang
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diterima oleh Parlemen dengan 76 anggota setuju dan 45 ang-
gota tidak setuju, sehingga Kabinet Natsir mengundurkan
diri.2® Pada 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya
kepada Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari
PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono mendekati pe-
mimpin-pemimpin partai PNI dan Masyumi, sebab kedua partai
ini merupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu, tetapi
usaha Mr. Sartono mengalami kegagalan, karena itu pada 18
April 1951 ia mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Pada hari itu juga Presiden Soekarno menunjuk dua orang
formatur baru yaitu Sidik Djojosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman
Wirjosandjojo (Masyumi) untuk dalam waktu lima hari mem-
bentuk kabinet koalisi. Setelah diadakan perundingan, akhirnya
pada 26 April dapat diumumkan susunan kabinet baru di bawah
Perdana Menteri Dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi), dan
Wakil Perdana Menteri Suwirjo (PNI).

Program kabinet yang penting di antaranj;a ialah:

(1) Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara
hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman,
menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan,

(2) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran rakyat
nasional dalam jangka pendek dan memperbaharui hukum
agraria agar sesuai dengan kepentingan petani,

(4) Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam la-
pangan pembangunan,

(5) Mempercepat persiapan pemilihan umum untuk memberan-
tas konstituante dalam waktu yang singkat.

(6) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, me-
masukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.?’

26 »The Resignation of the Natsir Cabinet”, Indonesia Affairs, Vol. 1, No. 3,
March 1951. Mosi S. Hadikusumo ditandatangani juga oleh PIR. Partindo, Bursh,
PSII, Parkindo, PKI dan Tani. Risalah Perundingan 1951, Jilid IX, hal. 3250-1.

27Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945-1970. Djakarta : Pradjna Para-
mita, 1970.
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Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak mendapat
tantangan dalam parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI
sendiri. Salah satu sebab mundurnya Kabinet Sukiman ialah
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjata-
an dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual
Security Act (MSA), Undang-undang Keamanan Timbal-Balik.
Dalam parlemen masalah MSA itu menimbulkan usul mosi
Sunario.2® Usul mosi Sunario berangkat dari ketidakberhasilan
parlemen dan pemerintah untuk mencari kesamaan pandangan
tentang arti perjanjian internasional dalam hubungan dengan
pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pengusul mosi me-
nilai bahwa parlemen diabaikan dan tidak diajak berunding
dalam berbagai perjanjian internasional yang dilakukan peme-
rintah. Sunario, dengan alasan konstitusi,2® berpendapat
“campur tangan parlemen tindakan-tindakan di kalangan inter-
nasional itu”.3?® Pandangan yang dilakukan Sunario tentang
keterlibatan parlemen diterima oleh pemerintah.3!

Pada 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik -
Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)
menjadi formatur. Yang diminta oleh presiden kepada formatur
ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup
dari Parlemen. Usaha kedua formatur membentuk kabinet yang
kuat menemui kegagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang
caloncalon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada 19
Maret kedua formatur itu mengembalikan mandatnya, dan
presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru.
Akhirnya setelah berusaha dua minggu, pada 30 Maret Mr.
Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI
dan Masyumi, masing-masing mendapat jatah empat orang,
PSI dua orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia),
Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia
Raya), Partai Buruh dan PSII masing-masing satu orang dan go-

28Usul mosi Sunario ditandatangani pula oleh anggota dari Fraksi Buruh,
Masyumi dan Tani.

29l’engusul menunjuk pada UUD Sementara Pasal 120 (2).

30 Risalah Perundingan, 1952, jilid II, hal. 568.

31ysul mosi Sunario disetujui pemerintah tanpa pemungutan suara.
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longan tak berpartai tiga orang. Dalam menentukan susunan
personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim
yang terpadu sebagai Zaken Kabinet sehingga dapat secara
bulat mendukung kebijaksanaan pemerintah.

Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai

- kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di
Parlemen. Sikap dan posisi partai menjadi lebih jelas lagi selama
berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai Keterangan
Pemerintah dan Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah
tidak meminta kepercayaan, melainkan hanya memberitahu
kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaan-
nya kecuali apabila DPR menghendaki lain. Suara yang setuju
memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara,
sedangkan yang tidak ada lima suara. Suara yang tidak setuju
antara lain dari Partai Murba dan SKI (Sarekat Kerakyatan In-
donesia), sedangkan Fraksi Progresif, PRN, PIR, Fraksi Demo-
krat dan beberapa anggota tak berpartai memilih abstain.

Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi
yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang
ekspor Indonesia seperti karet, timah dan kopra, sedang ke-
cenderungan impor terus meningkat. Karena penerimaan
negara akan mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan
karena banyaknya komitmenkomitmen lama yang harus
dipenuhi, maka defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diada-
kan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan .
gaji pokok pegawai negeri sebesar 20% tetap dilaksanakan, te-
tapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedang-
kan hadiah lebaran tidak pula dapat diberikan.>2 Kesulitan lain
yang dihadapi ialah produksi panen yang menurun, sehingga
perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk meng-
impor beras.

Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk mem-
perbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil

32Wilopo S.H., Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya, Ja-
- karta 1978, hal. 28-29.
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langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapuskan sistem
sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk me-
ningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-
- barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Di lain pihak di-
lakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak ter-
hadap barang-barang non-essensial dan mewajibkan para impor-
tir membayar uang muka sebesar 40%.33 Program Kabinet
Wilopo terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan pe-
milihan umum (untuk Konstituante, DPR dan DPRD), ke-
makmuran, pendidikan rakyat dan keamanan, sedangkan
program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian
masalah hubungan Indonesia — Belanda dan pengembalian
Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik bebas-aktif
menuju perdamaian dunia.?4 Wilopo dengan kabinetnya banyak
menghadapi kesukaran. Salah satu masalah penting adalah soal
dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama Peristiwa 17
Oktober (lihat bagian ’Masalah-masalah Angkatan Darat’).

Kedudukan kabinet yang sudah goyah itu semakin goyah
karena masalah tanah di Sumatera Timur yang terkenal dengan
~ Peristiwa Tanjung Morawa.>® Peristiwa itu disebabkan karena
pemerintah, sesuai dengan apa yang diputuskan dalam per-
setujuan KMB, mengizinkan pengusaha asing kembali meng-
usahakan tanah-tanah perkebunan. Sebenarnya Mr. Iskaq
Tjokroadisurjo, Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukiman,
pada tahun 1951 sudah mengadakan kompromi sebagai dasar
penyelesaian masalah pengusahaan perkebunan asing.

Pemerintah sudah menyetujui dikembalikannya tanah
Deli Planters Vereeniging (DVP) yang sudah bertahun-tahun
ditinggalkan dan sementara itu digarap oleh petani Sumatera
Utara yang terdiri atas bangsa Indonesia dan keturunan Cina.
Kabinet Wilopo dengan Menteri Dalam Negeri Mohamad Roem

3bid,, hal. 29.

“Kementerian Penerangan, Keterangan dan Djaman Pemerintah atas Pro-
gram Kabinet Wilopo, Djakarta, 1952.

35 Antara, 17 Maret 1953, Ken Po, 17 Maret 1953; Wilopo S.H., Ibid, hal.
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(Masjumi) kemudian melaksanakannya. Pada 16 Maret 1953
polisi dengan kekerasan mengusir penduduk liar dari tanah
garapannya yang sejak lama sudah ditinggalkan oleh pengu-
saha perkebunan. Penduduk yang dihasut oleh kader-kader
Partai Komunis Indonesia menolak untuk pergi. Sebagai akibat-
nya terjadilah bentrokan senjata sehingga beberapa petani
terbunuh. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional
baik dari pers maupun dalam parlemen. Mosi tidak percaya
dilancarkan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia
(Sakti).3¢

Usul mosi Sidik ditolak oleh parlemen. PM Wilopo tetap
menyokong kebjaksanaan menteri dalam negeri, sementara
partai PM Wilopo (PNI) mendukung usul mosi kecuali dengan
meminta konsensi tertentu pada Masyumi. Hal ini ditolak oleh
Masyumi, dan sebelum diadakan pemungutan suara kabinet
telah meletakkan jabatan.}” Wilopo mengembalikan mandat-
nya kepada presiden pada 2 Juni 1953. Kabinet kembali demi-
sioner dan timbul krisis pemerintahan lagi.

Setelah mengalami masa krisis yang agak lama (58 hari)
akhirnya kabinet baru terbentuk dengan Mr. Ali Sastroamidjojo
(PNI) sebagai perdana menterinya. Kabinet ini merupakan
kabinet terakhir sebelum Pemilihan Umum 1955 dan terkenal
dengan nama kabinet Ali I atau Ali-Wongso yang diresmikan
pada 31 Juli 1953. Dalam kabinet ini Masyumi sebagai partai
kedua terbesar dalam Parlemen tidak turut serta dan sebagai
gantinya Nahdlatul Ulama (NU) muncul sebagai kekuatan
politik baru. Dalam parlemen Kabinet Ali Wongso didukung
oleh 122 setuju dan 24 tidak setuju.3®

Selain soal keamanan di daerah-daerah yang belum dapat
dipulihkan pada waktu itu, seperti gerombolan >’DI/TII”

36Usul mosi ditandatangani pula oleh BTI, Buruh, Progresif dan non partai

37Risalah Perundingan 1953, jilid VI, hal. 3420. dan jilid VII, hal. 3701.
Lihat juga Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional (Jakarta : Pustaka Utata
Grafiti, 1987), hal. 289-92.

38 chtisar Parlemen 1953 No. 147, hal. 847.
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Kartosuwiryo di Jawa Barat, ’DI/TII”” Daud Beureueh di Aceh °
dan “’DI/TII”’ Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan, Kabinet
Ali I juga menghadapi persoalan-persoalan lain, baik soal dalam
negeri maupun luar negeri. Salah satu persoalan di dalam negeri
yang harus diselesaikan ialah persiapan Pemilihan Umum yang
direncanakan akan diadakan pada pertengahan tahun 1955.

Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada 31 Mei
1954 dan diketuai oleh S. Hadikusumo (PNI). Pada 16 April
1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum
untuk Parlemen akan diadakan pada 29 September 1955.
Dengan adanya pengumuman ini kampanye yang dilakukan
oleh partai-partai semakin meningkat. Mereka masing-masing
berusaha untuk mendapat suara yang terbanyak dan kam-
panye sampai ke pelosok-pelosok desa.3®

Kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet
yang paling lama bertahan, dan banyak mendapat berbagai
usul interpelasi dan usul mosi, tetapi mampu bertahan karena
dukungan kalangan tertentu (baca : fraksi kiri seperti PKI,
SKI, BTI dan lainnya).*® Akhimya pada 24 Juli 1955 Ali
Sastroamidjodjo mengembalikan mandatnya. Salah satu sebab
utama jatuhnya kabinet itu adalah persoalan dalam pimpinan
dalam TNI-AD, sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober,
yang menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri
Pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku
di dalam lingkungan TNI-AD.*!

Pada 20 Juli 1955, NU memutuskan untuk menarik kembali
menteri-menterinya, yang kemudian diikuti oleh partai-partai
lain. Terjadinya keretakan dalam kabinet, memaksa Ali Sastro-
amidjojo mengembalikan mandatnya.

39 Herbert Feith, The Indonesian Election of 1955, Ithaca, New York, 1957,
hal. 353-354.

Zulfikar Ghazali, Mosi dalam Parlemen Indonesia. Laporan penelitian untuk
lembaga Penelitian UI, 1989.

4INugroho Notosusanto, Sedjarah dan Hamkam, Djakarta, 1968, hal. 120,
lihat pula bagian : "Masalah-masalah Angkatan Perang”.
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2. Pemilihan Umum 1955

Dalam periode yang dimulai dengan pelaksanaan pemilihan
umum 1955 sampai diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, pemerintah mengalami tiga kabinet yang silih berganti,
yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 — Maret
1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956 — Maret
1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 — Juli 1959). Setelah
Kabinet Ali-Wongso menyerahkan mandatnya kembali, pada
29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. ‘Hatta mengumumkan nama
tiga orang formatur yang bertugas membentuk kabinet baru.
Ketiga orang formatur itu ialah Sukiman (Masyumi), Wilopo
(PNI) dan Assaat (non-partai). Pada waktu itu Presiden Soe-
karno sedang ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji.

Ketiga formatur ini mencapai persetujuan akan menem-
patkan Hatta sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan,
tetapi kemudian timbul kesukaran karena Hatta masih men-
jabat sebagai wakil presiden. Karena seal itu, maka timbul
pertentangan pendapat antara PNI dan Masyumi, masing-
masing saling menolak rencana yang diajukan. Formatur (dari
Masyumi) mengajukan usul agar presiden mengumumkan
bahwa Hatta non-aktif sebagai wakil presiden selama menjadi
perdana menteri. Setelah tugasnya selesai, ia kembali sebagai
wakil presiden. Usul tersebut ditolak oleh PNI yang mengusul-
kan agar Parlemen mengeluarkan resolusi yang memungkinkan
Hatta sebagai warga negara memimpin kabinet parlementer.
Usul ini ditolak oleh Masyumi, dan Sukiman diinstruksikan
partainya untuk mengembalikan mandatnya. Pada 3 Agustus
ketiga formatur mengembalikan mandatnya.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap
(Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap
mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana
Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum.
PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk me-
nunjuk orang yang akan duduk di dalamnya, sedangkan for-
matur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur
sendiri. Jalan buntu hampir tak dapat dihindarkan, tetapi
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akhirnya Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet
baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri yang diisi
oleh beberapa orang Masyumi dan beberapa orang dari partai
lain. Dalam parlemen kabinet ini disetujui oleh 135 suara dan
dua suara tidak setuju.*?

Kabinet baru ini bertugas antara lain untuk :

(a) mengembalikan kewibawaan Pemerintah, yakni mengem-
balikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
kepada Pemerintah;

(b) melaksanakan ~pemilihan umum menurut rencana yang
sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen
baru.*®

Setelah kabinet terbentuk, Polisi Militer menangkap Ruslan
Abdul Gani dan Mr. Djody Gondokusumo, bekas menteri ke-
hakiman dalam Kabinet Ali I, dengan tuduhan korupsi. Wakil
Jaksa Agung Abdul Muthalib Moro mengumumkan bahwa
tindakan Polisi Militer ini tidak ada hubungannya dengan kabi-
net yang baru dibentuk.**

Tindakan Polisi Militer ini mendapat dukungan dari berbagai
kalangan dan tampak adanya hubungan yang dekat antara
Angkatan Darat dengan kabinet. Selanjutnya pada tanggal 14
Agustus 1955 serangkaian penangkapan terhadap pejabat tinggi
berlangsung. Tindakan ini merupakan salah satu pelaksanaan
program kabinet, yaitu pemberantasan korupsi.

Program lain dari Kabinet Burhanuddin Harahap yang ha-
rus diselesaikan seperti telah dijanjikan dalam pembentukan
kabinet, ialah pemilihan umum. Golongan oposisi mendesak
terus pada kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum itu
secepat mungkin. Panitia Pemilihan Umum Pusat telah menetap-
kan bahwa pemilihan untuk Parlemen akan diadakan pada

2 chtisar Parlemen 1956, No. 113 hal. 858. -

43 pedoman, 1 Agustus 1955 lihat juga Keterangan Pemerintah tentang Pro-
gram Kabinet Boerhanuddin Harahap di Dewan Perwakilan Rakyat, Kementrian Pe-
nerangan RI 1955.

“4Herbert Feith, op. cit., hal. 422; Berita Indonesia, 15 Agustus 1955.
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29 September 1955. Di dalam kabinet sendiri timbul perten-
tangan karena ada yang menghendaki pemilihan umum ditun-
da, dengan alasan persiapan belum selesai, dan sebaliknya ada
yang menuntut tetap diadakan pada waktu yang sudah- ditentu-
kan.*s

Semakin mendekati waktu yang ditentukan suasana semakin
tegang, sebab masing-masing pihak berusaha untuk menang.
Koran-koran partai saling menyerang partai lawannya, dan me-
lontarkan tuduhan-tuduhan tertentu.

Pada 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia
memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan
umum [ ini ternyata dimenangkan oleh empat partai besar yaitu
PNI, Masyumi, NU, dan PKI sedangkan, yang lain mendapat
suara jauh lebih sedikit dari keempat partai tersebut. Pemilihan
umum untuk konstituante diadakan pada 15 Desember 1955.
Pemilihan untuk lembaga Kabinet UUD lebih tenang dari pada
ketika menghadapi pemilihan untuk DPR.

Sementara itu dalam bulan Oktober terjadi penggantian
kepala Staf TNI-AD. Tiga orang calon diajukan yaitu Kolonel
Simbolon, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Zulkifli Lubis,
tetapi tidak ada kesepakatan dalam parlemen siapa dari ketiga
calon ini yang akan dipilih. Atas usul dari NU, Parlemen men-
calonkan Kolonel AH. Nasution, yang kemudian di terima oleh
yang bersangkutan pada 25 Oktober 1955. Akhirnya pada 28
Oktober 1955 diputuskan oleh kabinet bahwa Kolonel AH.
Nasution kembali diangkat menjadi kepala Staf Angkatan Darat.

Tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai de-
ngan selesainya Pemilihan Umum, sehingga perlu dibentuk
kabinet baru yang akan bertanggung jawab pada parlemen
baru. Pada 3 Maret 1956 Burhanuddin Harahap mengembalikan
mandatnya kepada Presiden Soekarno dan pada 8 Maret 1956
presiden menunjuk Ali Sastroamidjojo untuk membentuk kabi-

4SNU menuntut tetap dilaksanakan pada waktunya, sedangkan PSI dan PIR
menghendaki agar ditunda karena komposisi Panitia Pemilihan Pusat dan Daerah per-
lu diubah.
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net baru. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dari tiga partai
besar yaitu PNI, Masyumi, dan NU yang memegang peranan,
di samping beberapa partai kecil lainnya.

Terbentuknya kabinet dengan susunan yang lengkap di-
umumkan pada bulan 20 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjo-
jo yang baru ini mendapat tentangan dari PSI dan PKI Karena
kedua partai tersebut tidak diikutsertakan.*® Tantangan dari
partai-partai lain tidak begitu besar sebab banyak yang diajak
serta duduk dalam kabinet, personalia menteri-menterinya ada
24 orang.

Program kabinet yang disebut Rencana Lima Tahun, memu-
at rencana jangka panjang, misalnya usaha perjuangan memasuk-
kan Irian Barat ke Indonesia, melaksanakan pembentukan dae-
rah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota-anggo-
ta DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pe-
gawai, menyehatkan keuangan negara sehingga tercapainya im-
bangan anggaran-belanja serta berusaha untuk mewujudkan
pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional ber-
dasarkan kepentingan rakyat.*’” Namun demikian Kabinet Ali
Sastroamidjojo II juga tidak luput dari kesukaran-kesukaran,
di antaranya yang penting adalah berkobarnya semangat anti-
Cina.

Ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB oleh
Presiden Soekarno pada 3 Mei 1956, menimbulkan persoalan
bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada
anjuran untuk mengadakan nasionalisasi atau Indonesianisasi
terhadap perusahaan-perusahaan Belanda itu, tetapi sebagian
besar anggota kabinet menolak tindakan tersebut. Sementara -
itu banyak perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya,

46penolakan masuknya PKI ke dalam kabinet termasuk usul mulanya
PKI oleh Presiden Soekarno dikemukakan secara terbuka oleh Masyumi. Hal ini
didukung oleh Formatur lainnya dalam kesepakatan pemahaman bahwa Presiden
Soekarno adalah Presiden Konstitusional, sehingga pembentukan kabinet adalah ma-
salah di luar kewenangan presiden.

‘7Ketemngan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastro-
amidjojo II, Djakarta, 1956.
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terutama kepada orang-orang Cina karena pada umumnya me-
reka yang memiliki modal. Menanggapi keadaan itu, pada 19
Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir
Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya pemerintah menge-
luarkan peraturan untuk melindungi perusahaan-perusahaan
nasional, sebab perusahaan itu tidak mampu bersaing dengan
perusahaan-perusanaan asing, kiiususnya orang Cina.

Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dalam
masyarakat, dan lahirlah . “gerakan Assaat” di mana-mana.
Pemerintah menanggapi gerakan ini dengan pernyataan Menteri
Perekonomian Burhanuddin (NU) banwa pemerintah akan
memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan yang
100% diusahakan oleh pribumi.

Perasaan anti-Cina ini menimbulkan tindakan kekerasan
antara lain perusakan toko dan mobil milik seorang pengusaha
keturunan Cina sebagai ekor pemukulan terhadap seorang dok-
ter tentara. Selain itu juga tidak sedikit tulisan-tulisan anti-Cina
disebarkan, baik di Jakarta, Bandung, Semarang maupun So-
lo.4®

3. Kiisis Sesudah Pemilu 1955

Hasil Pemilihan Umum (29 September untuk Parlemen, 15
Desember 1955 untuk Konstituante), memperlihatkan gambar-
an luasnya pengaruh masing-masing partai. Yang menonjol ada-
lah munculnya NU dan PKI sebagai partai-partai besar di sam-
ping Masyumi dan PNI. Gambaran dari hasil pemilihan umum
dapat dilihat pada daftar-daftar terlampir.*°

Kabinet Ali II juga mendapat oposisi dari daerah-daerah di
luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pem-
bangunan daerah. Oposisi itu didukung oleh para panglima dae-
rah yang bersangkutan Gerakan daerah-daerah ini mendapat

%8Suluh Indonesia, 27 Juli 1956; Periksa Juga : Wilopo Zaman Pemerintah-
an Partai-partai dan Kelemahan-kelamahannya, hal. 48.

“Dr. Alfian, Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat,
Djakarta, 1971, hal. 33-36.
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simpati dari Partai Masyumi, PSI.dan lain-lain. Gerakan itu
akhirnya menimbulkan peristiwa PRRI/Permesta.

‘Dalam peringatan Sumpah Pemuda 1957 Presiden Soekarmo
menyatakan bahwa segala kesulitan yang dihadapi negara pada
waktu itu disebabkan terdapatnya banyak partai-partai politik,
sehingga ~merusak persatuan  negara, karena itu ada baiknya
partai-partai dibubarkan. Dengan alasan menyelamatkan negara,
Presiden Soekarno mengajukan suatu Konsepsi yaitu Demokrasi
Terpimpin. Konsepsi ini mendapat tantangan yang hebat. Se-
bagai reaksi terhadapnya, gerakan-gerakan daerah semakin men-
jadijadi dengan didirikannya Dewan Banteng di Sumatra Te-
ngah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Suma-
tra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan
dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.°

Pada bulan Februari 1957, Presiden Soekarno memanggil
semua pejabat sipil dan militer serta semua pimpinan partai ke
Istana. Merdeka. Dalam pertemuan ini Presiden Soekarno untuk
pertama  kalinya mengajukan konsepsinya yang berisi antara
lain :

(1) Dibentuknya Kabinet Gotong-Royong yang terdiri atas
wakil-wakil semua partai dltambah dengan golongan fungsi-
onal,

2) leentuknya ‘Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan
Pertlmbangan Agung), yang beranggotakan wakil-wakil par-
tai dan golongan fungmonal dalam masyarakat; dewan ini
berfungsl memberi nasihat kepada kabinet baik diminta atau
tidak.!

- Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik dan PRI menolak
konsepsi ini dan berpendapat bahwa mengubah susunan ketata-
negaraan. ‘seqagg:rgdx_kal harus diserahkan kepada konstituante.

‘Pada <22 April 1959 di hadapan  Konstituante, Presiden
Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan ’hntuk ‘kembali

soDamel S. Le., The Transition To Guided Democmcy Indonesum Politics,
1966, hal. 11-17.
$1presiden Sukarno, Menjelamatkan Indonesia, Diakarta, 1957, hal. 8-12.
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kepada Undang-Undang Dasar 1945”°. Anjuran presiden tersebut
diberikan setelah konstituante selama kurang-ebih tiga tahun
berdebat belum berhasil merumuskan sebuah Undang-Undang
Dasar.

C. POLITIK BEBAS - AKTIF

1. Politik Luar Negeri Indonesia

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak Perang Kemerdeka-
an berkembang sesudah Pengakuan Kedaulatan 1949. Kabinet
RIS di bawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan
luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara Asia dan
negara-negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia
masih terkait di Eropa, pasaran hasil bumi Indonesia masih ber-
pusat di Negara Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Un-
tuk kepentingan yang sama pemerintah mengirimkan Ir. Djuanda
guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Se-
rikat. Garis itu diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu
Kabinet Natsir (September 1950 — Maret 1951) setelah terben-
tuknya kembali Negara Kesatuan.

Kabinet Sukiman (April 1951 -- Februari 1952) pengganti
Kabinet Natsir, yang menempuh kebijaksanaan yang menyim-
pang dari politik bebas-aktif. Pada bulan Januari 1952 Menteri
Luar Negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat
dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam usaha
mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan Mutual
Security Act (MSA). Sekalipun masih di dalam tingkat pertukar-
an surat, kejadian ini mengundang reaksi dari pelbagai pihak.
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan in-
terpelasi atas kebijaksanaan politik luar negeri, yang menyang-
kut MSA. Pemerintah dianggap telah meninggalkan politik be-
bas-aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahan-
an Blok Barat.

Dasar hubungan dengan Amerika Serikat yang ditempuh
oleh Kabinet Sukiman diteruskan, tetapi ’perjanjian” Subardjo
- Cochran” diubah dengan bentuk lain yang tidak melebihi
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batas kerja sama biasa antarbangsa. Isi perjanjian dibatasi pada
bantuan ekonomi dan teknik saja.*? Bagi pemerintah, selanjut-
nya kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman ialah
menentukan batas ’kanan” bagi pelaksanaan politik bebas-aktif
* demi kepentingan Nasional. ‘

Upaya dan pelaksanaan yang lebih ofensif dan melonjak di
bidang diplomatik tampak pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Hal itu tercermin dalam jawabannya pada 3 Juni 1952 kepada
Parlemen agar pemerintah menetapkan sikap yang pasti antara
tiga kemungkinan politik luar negerinya, yaitu :

Pertama: Kkerjasama dengan semua negara dengan menitikbe-
ratkan kerja sama dengan Amerika Senkat dengan
segala konsekuensinya,

Kedua : kerja sama dengan semua negara dengan menitik-
beratkan kepada kerja sama dengan Uni Sovyet, de-
ngan segala konsekuensinya,

Ketiga : Kkerja sama dengan semua negara dengan menitik-
beratkan kepada penyusunan kekuatan ketiga, di
samping blok Amerika dan blok Uni Sovyet.

Selanjutnya dalam keterangannya kepada parlemen pada
25 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menge-
mukakan betapa pentingnya usaha pemupukan kerja sama an-
tara negara-negara Asia-Afrika. Dalam keterangannya tersebut
dikemukakan, Kerja sama dengan golongan negara-negara
Asia-Afrika (Arab) kami pandang penting benar, karena kami
yakin bahwa kerja sama erat antara negara-negara tersebut ten-
tulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamalan
dunia yang kekal.”

Kabinet berikutnya yang dipimpin oleh Burhanuddin Ha-
rahap berusaha menjalankan politik yang bebas-aktif dengan
agak dekat ke Barat. Selain dengan:Australia dan Amerika Se-
rikat, hubungan baik juga dijalin dengan Kerajaan Inggris, Si-

szDep:n'temen Luar Negeri, Duapuluh tahun Departemen Luar Negeri RI,
hal. 232, 241, 242.
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ngapura, dan Malaya. Salah satu hasilnya adalah Indonesia mem-
peroleh bantuan surplus makanan dari Amerika Serikat seharga
$ 96.700.000 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada
2 Maret 1956. Presiden Soekarno juga secara resmi diundang
untuk mengunjungi Amerika Serikat oleh John Foster Dulles,
menteri luar negeri Amerika Serikat yang datang ke Indonesia
pada bulan Maret 1956.

Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-negara
Barat, kunjungan itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwa
Indonesia menganut politik bebas-aktif. Presiden Soekarno pada
bulan Agustus 1956 mengunjungi Uni Sovyet. Dalam kunjungan
ini telah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan pemberian
bantuan ekonomi tanpa ikatan dari Uni Sovyet sebesar $
100.000.000.5* Pada bulan yang sama presiden mengadakan
kunjungan ke Cekoslovakia dan Yugoslavia. Kunjungan ke RRC
dilakukan pada bulan Oktober.

Dengan Belanda dicoba membuka hubungan baru untuk
menyelesaikan masalah Uni Indonesia-Belanda dan masalah
Irian Barat. Perundingan tentang hal ini memakan waktu yang
lama dan berlarut-larut, sehingga menimbulkan tentangan dari
partai-partai anggota kabinet sendiri. Indonesia dianggap meren-
dahkan diri dan meminta-minta pada Belanda. Pada akhirnya
pemerintah memutuskan Uni Indonesia-Belanda dibatalkan se-
cara sepihak. Tindakan ini disambut dengan hangat. Pada 22,23,
dan 24 Februari 1957 bendera Merah Putih dikibarkan sebagai
tanda syukur bahwa satu lagi sisa ikatan kolonial diputuskan.

2. Di Antara Dua Blok

Pandangan sikap pemerintah Indonesia tentang politik luar
negeri bebas-aktif dapat dikaji dari berbagai keterangan kabinet-
kabinetnya. Keterangan Kabinet Natsir kepada Parlemen pada
bulan September 1952.°* yang meninjau politik luar negeri

531de Anak Gde Agung, Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945—1965.
Paris, 1973, hal. 1980.

$4Sejak bulan Agustus 1950 sampai tanggal 4 Juli 1959, Negara Republik
Indonesia berada dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.



138

Indonesia dari segi pertentangan antara Amerika Serikat dengan
Uni Sovyet, antara lain menyebutkan, *Antara dua kekuasaan
yang telah timbul, telah muncul persaingan atas dasar perten-
tangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua
belah pihak sedang mencari dan mendapatkan kawan atau se-
kutu, membentuk golongan atau blok, yaitu blok-Barat dan
blok-Timur. Dengan demikian pertentangan paham dan haluan
makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan
perang dingin dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan menyebab-
kan perang di daerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh
kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia
telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri
yang bebas. Dan dalam menjalankan politik yang bebas itu ke-
pentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, di samping itu
pemerintah akan berusaha untuk membantu tiap-tiap usaha
untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa menjadi politik
oportunis yang hanya didasarkan perhitungan laba-rugi dan
tidak berdasarkan cita<cita luhur *2%%

Dalam keterangannya kepada Parlemen pada bulan Mei
1951, Sukiman antara lain mengatakan, “Politik luar negeri
RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang
menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara
hubungan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang .
menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa sahabat, ber-
dasarkan harga-menghargai, hormat-menghormati. Berhubung
dengan adanya ketegangan politik, yaitu antara blok Uni Sovyet
dan blok Amerika Serikat, maka Pemerintah Indonesia tidak
akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam
perang dingin yang terjadi antara dua blok itu”. Atas pendirian
di muka, Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB tersebut
untuk membela cita<ita perdamaian dunia.®¢

5SMoh. Hatta, Dasar-Dasar Politik Luar Negeri RI, Djakarta, 1953 hal. 17;
Departemen Iunar Negeri Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri,, hal.
59.60.

56 Ibid
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Kabinet Wilopo menerangkan kepada parlemen pada bulan
Mei 1952 antara lain, ” .. asal mulanya pemerintah menyata-
kan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk
menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua
aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewu-
judkan dua blok, yaitu Blok Barat dengan sekutusekutunya
dan Blok Timur dengan teman-temannya. Republik Indonesia
bersikap bebas dengan makna : (a) tidak memilih salah satu
pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu
dari dua blok dalam pertentangan itu dan (b) tidak mengikat
diri untuk selamanya atau akan bersikap netral dalam tiap-tiap
peristiwa yang terbit dari pertentangan antara dua blok itu tadi””.

Ternyata kemudian keterangan sikap yang semata-mata ber-
sifat negatif itu menimbulkan salah paham atau sedikit keragu-
raguan dalam kalangan politik dalam negeri maupun pada pihak
dua blok yang bertentangan itu. Dalam sesuatu soal atau peris-
tiwa yang timbul yang mengenai pertentangan antara dua blok
itu, Republik Indonesia tetap berdasarkan sxkapnya kepada po-
litik bebas-aktif, dengan mengingat:

(a) paham tentang niat dan tujuannya sebagai anggota yang
ikhlas setia dan bersungguh-sungguh daripada Perserikatan
Bangsa-Bangsa,

(b) pandangannya tentang kepentingan negara dan bangsanya
yang berpengaruh besar . pada jangka masa dekat ataupun
masa jauh.5”

Dalam pada itu jelas bahwa politik luar negeri itu tidak
semata-mata ditentukan oleh faktor subjektif, sesuai dengan
keinginan satu negara, atau perasaan simpati atau antipati
dari para negarawan serta pemimpin-pemimpin sesuatu
negara.’® Faktor-faktor objektif turut serta menentukan corak
politik luar negeri itu, karena itu sering terjadi bahwa haluan
politik luar negeri sesuatu bangsa, berlainan dengan politik
dalam negerinya dan tidak tergantung kepada ideologi sesuatu

5 Ibid.
58 ibid
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partai atau golongan yang pada suatu waktu memegang kekuasa-
an. Politik bebas-aktif adalah pada hal memilih sikap yang
ditentukan oleh kepentingan bangsa sendiri. Republik Indonesia
menggandengkan politik bebas-aktifnya dengan politik ber-
tetangga baik (good neighbour policy), dan berdasarkan se-
mangat demikianlah terselenggaranya Konferensi Asia—Afrika.

Perkembangan baru dalam pelaksanaan politik bebas—aktif
ini terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 -
Juli 1955). Kabinet Ali I tidak menitikberatkan hubungannya
ke Barat, tetapi lebih mendekatkan diri dengan negara-negara
Asia—Afrika dan negara-negara Blok Sosialis. Ali telah merintis
ofensif diplomatik bebas-aktif dan lain-ain.

Untuk meredakan Kketegangan dunia yang ditimbulkan
oleh ancaman perang nuklir antara kedua negara raksasa Ame-
rika Serikat dan Uni Sovyet, Indonesia kemudian berhasil
menyelenggarakan Konferensi Asia—Afrika di Bandung pada
bulan April 1955. Bagi bangsa Asia—Afrika, Konferensi A—A
merupakan titik kulminasi solidaritas di kalangannya. Konfe-
rensi memulai kerja sama baru dan pemberian dukungan lebih
tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Khusus bagi Indonesia
konferensi memberi dukungan utama bagi pembebasan wilayah
Irian Barat.

Kabinet Ali II (sesudah Pemilihan Umum) melaksanakan
hubungan dengan negara Blok Sosialis. Pada bulan Maret
1954 dibuka hubungan diplomatik dengan Uni Sovyet. Ber-
dasarkan atas prinsip politik bebas-aktif itu, sesudah Pemilihan
Umum 1955 presiden melaksanakan muhibah, baik ke negara-
negara Blok Barat (Mei — Juli 1956) maupun ke negara-negara
Blok Timur (Agustus 1955).5°

3. Konferensi Asia — Afirika

Contoh konkret politik bebas aktif adalah Konferensi
Asia—Afrika. Konferensi itu berawal pada Konferensi Kolombo
yang berlansung dari 28 April sampai 2 Mei 1954 dan dihadiri

59 Departemen Luar Negeri, op. cit, hal. 233.
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oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, Per-
dana Menteri U Nu dari Birma, Perdana Menteri Pandit Jawa-
haral Nehru dari India dan Perdana Menteri Sir John Kotelawala
dari Sri Langka.

Dalam konferensi tersebut Perdana Menteri Ali Sastroami-
djojo menyarankan agar pertemuan-pertemuan selanjutnya
diperluas dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lainnya
dari Asia—Afrika. Selanjutnya dalam akhir kunjungan PM Ali
Sastroamidjojo ke India dikeluarkan Pernyataan Bersama
Indonesia—India yang menekankan kembali perlunya diseleng-
garakan konferensi negara-negara Asia—Afrika yang akan ber-
manfaat bagi usaha menunjang perdamaian dunia serta menga-
dakan pendekatan-pendekatan mengenai masalah-masalah yang
sedang dihadapi.

Setelah berkunjung ke India, PM Ali Sastroamidjojo me-
ngunjungi Burma. Pada akhir kunjungannya dikeluarkan per-
nyataan bersama. Di dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa
Perdana Menteri Burma menganggap suatu Konferensi Asia—
Afrika perlu dan akan bermanfaat bagi perdamaian dunia.
Setelah itu diadakan pertemuan kembali para perdana menteri
peserta Konferensi Kolombo di Indonesia untuk membicara-
kan persiapan-persiapan konferensi negara-negara Asia—Afrika
di Indonesia.®°

Pertemuan selanjutnya diselenggarakan di Bogor dari

28 Desember sampai 31 Desember 1954. Konferensi Bogor

mengajukan rekomendasi untuk :

(1) mengadakan Konferensi Asia—Afrika di Bandung dalam
bulan April 1955,

(2) menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai
negara-negara Sponsor,

(3) menetapkan 25 negara-negara Asia—Afrika yang akan di-
undang,

(4) menentukan empat tujuan pokok dari Konferensi Asia—
Afrika, yaitu untuk : (a) memajukan kemauan baik dan

0 Ali Sastroamidjojo, Tonggak-Tonggak di Perjalannku, Jakarta, 1972, hal.
476471.
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kerja sama antara bangsa-bangsa Asia—Afrika dalam men-
jelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama
mereka serta memperkokoh hubungan persahabatan dan
bertetangga baik, (b) meninjau masalah-masalah hubungan
sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang
diwakili, (c) mempertimbangkan masalah-masalah sosial,
ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili,
(d) mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khu-
sus dari bangsa-banga Asia—Afrika, seperti masalah menge-
nai kedaulatan nasional, rasialisme dan- kolonialisme, dan

(5) meninjau kedudukan Asia—Afrika serta rakyatnya, serta
memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam
usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Setelah Konferensi Persiapan di Bogor, dari 18 - 25 April
1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung
dengan dihadiri oleh 24 negara undangan dan kelima negara
pengambil prakarsa. Negara-negara kolonial Barat pada umum-
nya menyangsikan kemampuan negara-negara baru itu untuk
menyelenggarakan suatu konferensi politik. Sambutan-sambut-
an dan dorongan-dorongan positif sebaliknya telah terdengar
dari pihak-pihak negara sosialis. Dengan makin kuatnya usaha
negara-negara sosialis dan negara-negara lain untuk menonjol-
kan peaceful-coexistence, agenda Konferensi Bandung memuat
lima pokok acara yang akan dibicarakan, yaitu :

(1) kerja sama ekonomi,

(2) kerja sama budaya,

(3) hak azasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri (di
dalamnya antara lain termasuk soal Palestina dan rasilisme),

(4) masalah-masalah bangsa-bangsa yang tidak merdeka (di
dalamnya antara lain termasuk soal Irian Barat dan Afrika),

(5) masalah Perdamaian Dunia dan kerja sama internasional

(di dalamnya termasuk beberapa segi tentang PBB, soal

koeksistensi, masalah Indo—Cina, Aden serta masalah

pengurangan persenjataan serta masalah-masalah senjata
pemusnah massal).®’

64 Departemen Luar Negéri, op. cit, hal. 116-118; lihat juga George Mc.
Turnan Kahin, The Asian-African Conference, New York, 1955, hal. 76-84.
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Dalam pidato pembukaannya mengenai keadaan dunia
Presiden Soekamno antara lain mengingatkan bahwa kolonialis-
me belum lagi mati.®? Pidato-pidato sambutan baik dari Indo-
nesia maupun dari para ketua delegasi negara peserta selain
telah menimbulkan suasana yang membesarkan semangat per-
saudaraan dan persatuan di antara para peserta konferensi
juga merupakan suatu pernyataan lahimya Asia—Afrika yang
baru.

Sesuai dengan Kketerangan pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sementara (14 Juni 1955) mengenai hasil-
hasil Konferensi Asia—Afrika, antara lain dikemukakan bahwa
konferensi dapat mengelakkan diri dari medan pertentangan
perang dingin. Selain itu beberapa ketegangan yang timbul di
beberapa bagian benua Asia—Afrika dapat diredakan. Konfe-
rensi ternyata juga dapat menerima cara pendekatan Indonesia
yaitu musyawarah dan mufakat. Sistem musyawarah dan mu-
fakat ternyata dapat diterapkan pada konferensi tersebut
dengan hasil yang baik. Dengan berkumpulnya 29 negara Asia—
Afrika yang memiliki aneka warna dasar hidup kemasyara-
katan, perekonomian, ketatanegaraan, sebenarnya telah di-
perihatkan ke-eksistensi secara damai dalam praktek.

Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu
Basic Paper on Racial Discrimination dan Basic Paper on Radio
Activity. Keduanya dianggap sebagai bagian dari keputusan
konferensi. Dokumen yang kemudian terkenal dengan nama
Dasasila Bandung ialah 10 prinsip yang tercantum dalam Decla-
ration on the Promotion of World Peace and Co-operation.%3
Kesepuluh perjanjian tersebut adalah:

(1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta
azas-azas yang termuat dalam piagam PBB,

(2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua
bangsa,

$2Roeslan Abdulgani, Perkembangan . . . . dan seterusnya, hal. 23; 161-169.
63Depanemen Luar Negeri, op. cit., hal. 248-249.
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(3) Mengakui semua persamaan suku bangsa dan persamaan
semua bangsa besar maupun kecil,

(4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dengan
soal-soal dalam negeri negara lain,

(5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri
sendiri secara sendiri-sendiri atau secara kolektif, yang sesuai
dengan piagam PBB,

(6) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan
kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah
satu negara-negara besar dan tidak melakukan tekanan ter-
harap negara lain,

(7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi
atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial
~ atau kemerdekaan politik suatu bangsa,

(8) Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan jalan
damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau pe-
nyelesaian hakim ataupun laindain cara damai lagi menurut
pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan
piagam PBB,

(9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama,

(10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasio-
nal.%4

Untuk Indonesia sendiri konferensi ini membawa keuntungan
yang nyata, yaitu ditandatanganinya persetujuan dwi-kewarga-
negaraan harus memilih salah satu, menjadi warga negara Indo-
nesia atau RRC, yang tidak bisa memilih dapat mengikuti ke-
warganegaraan ayahnya, dan keuntungan kedua ialah dukungan
yang diperoleh. berupa putusan Konferensi Asm—Afnka menge-
nai perjuangan merebut Irian Barat.®>

“George Mc T. Kahin, Asia Afrika Conference. Ithaca: Modern Indonesia
Project Comell University Press 1956; lihat juga Roeslan Abdulgani, The Bandung
Connection: Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Jakarta: PT. Gunung
Agung 1980.

%5 Herbet Feith op. cit,, hal. 393.
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D. MASALAH-MASALAH ANGKATAN PERANG
1. Peristiwa 17 Oktober 19526¢

Setelah Pengakuan Kedaulatan, pimpinan Angkatan Perang
khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala
Staf Angkatan Darat (KSAD) berusaha untuk mengkonsolidasi
dan memajukan TNI. TNI yang terdiri atas pejuang-pejuang
yang bermodalkan semangat dan masih diikat oleh loyalitas
pribadi, akan ditingkatkan menjadi angkatan perang yang lebih
tinggi mutu teknis militernya, lagi pula diikat oleh disiplin yang
melembaga. Jika usaha ini berhasil, Angkatan Perang akan men-
jadi sesuatu kekuatan sosial-politik yang utuh untuk memper-
tahankan keutuhan bangsa dan negara. Namun demikian ada
upaya untuk merusak cita-cita itu. Langkah-langkah mulai di-
ambil melalui seorang perwira senior. Kolonel Bambang Supeno,
yang mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak
mereka untuk menandatangani pernyataan agar presiden ‘meng-
ganti KSAD Kolonel AH. Nasution.®’

Pada 12 Juli 1952 diadakan pertemuan perwira-perwira
pimpinan Angkatan Darat dari pusat dan daerah dan kebanyak-
an di antara mereka tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh
Kolonel Bambang Supeno, inspektur infantri itu, karena me-
rusak solidaritas intern Angkatan Perang. Keesokan harinya
Kolonel Bambang Supeno menulis surat kepada perdana men-
teri, menteri pertahanan dan Parlemen. Di dalam surat itu ia me-
nyatakan bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan pada atasan-
nya. Sementara itu Parlemen mengadakan sidang yang mem-
bahas sebuah mosi yang menuntut agar diadakan perbaikan
dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan
Angkatan Perang.%®

Pada 18 Juli 1952 KSAP mengirim surat kepada peme-
rintah, mendesak agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai

S6AH. Nas\;ﬁon, “Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952”, Sinar Harapan,
9 November 1972.

" S7T.B. Simatupang, "Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952”,
Sinar Harapan, 16~21 Oktober 1972.

%8 Antara, 7 Maret 1953, Keng Po, 17 Maret 1953.
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dengan prosedur militer. Karena tindakan Kolonel Bambang
Supeno dianggap melanggar disiplin, maka Menteri Pertahanan
Sri Sultan Hamengkubuwono IX membebastugaskannya. Se-
mentara itu seksi pertahanan dari Parlemen memberi perhatian
yang serius terhadap masalah ini. Pembebasan tugas Kolonel -
Bambang Supeno ternyata ditolak ketika diajukan kepada
presiden.

Selanjutnya atas inisiatif Kolonel Djatikusumo, dengan se-
izin KSAP, diselenggarakan rapat kolegial pada 10 Oktober
yang dihadiri oleh para panglima serta para perwira menengah
yang berada di Jakarta. Dalam rapat tersebut diadakan per-
tukaran pendapat mengenai perdebatan kebijaksanaan Ke-
menterian Pertahanan dalam DPRS yang membahayakan ke-
utuhan organisasi Angkatan Perang serta negara. Rapat men-
capai kesepakatan untuk berkumpul lagi apabila ternyata DPRS
sampai menerima mosi. Rapat khusus lanjutan antara KSAD
dengan para panglima membicarakan mosi DPRS diadakan
pada 11 Oktober. Hasil keputusan rapat ialah bahwa mereka
secara solider akan menghadapi perkembangan selanjutnya.
Masih dalam rangkaian pembicaraan DPRS tentang Angkatan
Perang, pada 15 Oktober para panglima diundang rapat lagi
ke Staf Umum Angkatan Darat karena DPRS akan menyatakan
putusannya pada 16 Oktober. Dalam DPRS sendiri ada tiga usul
mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu:

(1) Mosi Burhanuddin yang berfokus pada ketidakpercayaan
terhggap kebijaksanaan menteri pertahanan dan pimpinan
AP.,

(2) Mosi Kasimo/Natsir yang mendesak peninjauan kembali
susunan Kementerian Pertahanan dan APRI,’°

(3) Mosi Manai Sophiaan yang menunwt peninjauan kembah
pimpinan Angkatan Perang
%?Usul Mosi Burhanuddin ditolak dengan 39 suara setuju dan 80 suara tidak

setuju Risalah Perundingan 1952, jilid XII, hal. 611-7.

"Usul Mosi Kasimo/Natsir ditarik karena pemerintah sependapat dengan
usul tersebut.

"' Usul Mosi Manai disetujui 91 suara dan ditolak 44 suara Risalah Perunding-
an 1952, jilid XII, hal 6121-3.
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Menghadapi perkembangan DPRS itu, pimpinan AD, ber-
dasarkan hasil konsensus dengan para panglima teritorium pada
16 dan 17 Oktober 1952, mengeluarkan Pernyataan Pimpinan
AD. Pernyataan yang terdiri atas tujuh butir keputusan itu,
pada butir kelima mengemukakan kekhawatiran akan terjadi-
nya ketidakstabilan. Pimpinan Angkatan Perang dalam per-
nyataannya tersebut antara lain mendesak kepada kepala
negara untuk membubarkan DPRS dan membentuk DPR baru.

Pernyataan itu ditandatangani oleh KSAD, para panglima
teritorium, asisten-asisten KSAD, dan inspektur-inspektur
kesenjataan/jawatan sebanyak 16 orang perwira menengah.
Penyampaian surat pernyataan tersebut dilaksanakan pada
17 Oktober kepada presiden dipercayakan kepada Wakil KSAD
Letkol Sutoko yang juga dipercayakan bertindak sebagai juru
bicara. Karena malam hari sebelumnya presiden sudah diberi-
tahu melalui Kolonel dr. Mustopo, maka ia merasa tidak begitu
terkejut. Presiden menolak desakan itu dan berjanji akan me-
nyelidiki lebih dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan
mendesak pemerintah agar mempercepat pemilihan umum.

Demonstrasi masyarakat di depan istana yang menuntut
pembubaran parlemen terjadi pada siang hari itu juga. Meng-
hadapi kemungkinan terjadinya demonstrasi, telah diadakan
penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan Ban-
teng dan Lapangan Merdeka.”

Akibat Peristiwa 17 Oktober, perpecahan di dalam tubuh
Angkatan Darat memerlukan waktu beberapa tahun untuk
mengatasinya. KSAD Konolen AH. Nasution mengajukan
permintaan berhenti. Ia merasa bertanggung jawab atas terjadi-
nya peristiwa tersebut.

2. Masalah Pimpinan Angkatan Darat

Usaha mengutuhkan kembali Angkatan Darat dicoba
dengan cara musyawarah antara golongan pro—17 Oktober
dan golongan anti—17 Oktober dalam pertemuan yang di-

7 Jenderal Dr. A.H. Nasution, 17 Oktober 1952, hal. 8—11.
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hadiri oleh 29 orang perwira senior Angkatan Darat di Yogya-
karta yang berlangsung dari 21 sampai 25 Februari 1955.
Pertemuan yang disebut Rapat Collegial (Raco) ini membahas
tiga masalah pokok, yaitu :

(1) Keutuhan dan persatuan Angkatan Darat,’
(2) Penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952, dan
(3) Pembangunan Angkatan Darat.

Raco menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik
Indonesia. Dengan ditandatangani Piagram Yogyakarta oleh
keduapuluh sembilan orang peserta Raco itu, Peristiwa 17
Oktober 1952 di kalangan Angkatan Darat dianggap selesai.

Tidak lama setelah berakhirnya konferensi Asia—Afrika,
KSAD Kolonel Bambang Sugeng meletakkan jabatannya karena
merasa tidak mampu melaksanakan isi Piagam Yogya. Ter-
jadilah kesukaran-kesukaran untuk menunjuk penggantinya,
tetapi akhirnya pemerintah memutuskan mengangkat Kolonel
Bambang Utojo, panglima Tentara dan Territorium II/Swi-
wijaya sebagai KSAD. Pengangkatan Kolonel Bambang Utojo
sebagai KSAD mendapat tantangan dari Wakil KSAD Kolonel
Zulkifli Lubis dan kalangan Angkatan Darat sendiri. Upacara
pelantikan KSAD baru yang dilaksanakan pada 27 Juni 1955
diboikot oleh para perwira senior Angkatan Darat, sedangkan
Zulkifli Lubis sebagai pejabat KSAD menolak untuk melak-
sanakan serah terima. Pemerintah yang tidak mendapat du-
kungan Angkatan Darat ternyata tidak dapat melakukan sesuatu
tindakan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis, sehingga akhirnya
kewibawaan pemerintah menjadi goyah apa lagi dengan adanya
mosi Zainul Baharuddin terhadap kebijaksanaan menteri per-
tahanan. Akibatnya Mr. Iwa Kusumasumantri mengundurkan
diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Krisis ini
memuncak setelah partai-partai pendukung pemerintah menarik
dukungannya. Parindra misalnya, pada 12 Juli menyerukan
penarikan menterinya yakni RP. Soejono dari kabinet, sedang-
kan PSII bahkan menuntut kabinet dibubarkan saja. Akhirnya
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali
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mandatnya kepada wakil presiden pada 24 Juli 1955 karena
saat itu presiden sedang menunaikan ibadah haji.”

3. Peristiwa Halim

Peristiwa yang hampir serupa di Angkatan Darat pada 27
Juni 1955 terjadi pula di Angkatan Udara. Di Pangkalan Udara
Cililitan (kini Halim Perdanakusuma) pada 14 Desember 1955
terjadi keributan menjelang pelantikan Wakil Kepala Staf
Angkatan Udara Komodor Udara Hubertus Suyono. Beberapa
saat sebelum Komodor Suyono dilantik, secara tiba-tiba 25
orang prajurit dari pasukan kehormatan bersama-sama maju
serta berteriak, “’Tidak setuju, tidak setuju”. Secara beramai-
ramai mereka meninggalkan barisan. Upacara pelantikan menga-
lami kegagalan, karena Menteri Pertahanan Burhanuddin Hara-
hap menolak melantik Komodor Suyono tanpa panji-panji.

Akibat peristiwa tersebut maka dilakukan tindakan-tindak-
an penangkapan terhadap para pelaku huru-hara. Masalah
pengusutannya diserahkan kepada Jaksa Tentara Agung. Guna
mengatasi peristiwa itu kemudian presiden/panglima tertinggi
dengan didampingi oleh KSAU. Laksamana Muda Surjadarma
dan Komodor Noordraven memberikan amanatnya di hadapan
para perwira AURI di Halim. Dalam penjelasannya di hadapan
para perwira, presiden menyatakan bahwa ia telah menerima
permohonan berhenti dari KSAU Surjadarma, tetapi telah
ditolaknya. '

Latar dari peristiwa Cililitan ini sebenarnya merupakan
masalah intern Angkatan Udara yang timbul sejak tahun 1950.
Pada 28 -- 29 Januari 1950 atas inisiatif Komodor Dr. Hardjo-
lukito diadakan rapat guna membahas masalah-masalah yang
dihadapi oleh Angkatan Udara dan dihadiri oleh 10 perwira
senior AURI dipimpin oleh Komodor Muda Suyono. Rapat
yang sama diselenggarakan di Bandung dari 30 Januari sampai
9 Februari dipimpin oleh Komodor Muda Wiweko. Dalam

73Wilopo S.H., Zaman Pemerintahan Partai-partai, hal. 41-42 lihat juga Ali
Sastroamidjojo, Tonggak-tonggak di Perjalananku, hal. 334-5.
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rapat ini pimpinan AURI dikecam, dianggap tidak mempunyai
kebijaksanaan yang tegas.

Sementara itu pada 2 Juli dan 12 Juli 1952 di Pangkalan
Halim diselenggarakan rapat yang membahas masalah pen-
didikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodor Muda
Suyono. Terjadinya rentetan rapat-rapat itu menunjukkan
bahwa di kalangan perwira AURI terdapat dua kelompok,
sebagian mendukung KSAU dan sebagian lagi menentang
kebijaksanaan KSAU. .

Tindakan selanjutnya dari Komodor Muda Suyono pada
30 Oktober 1952 adalah mengumpulkan para perwira Angkatan
Udara yang sudah diliputi oleh suasana pertentangan paham.
Karena tindakan-tindakannya, maka Suyono dipanggil oleh
KSAU dan pada 11 Mei 1953 diperintahkan untuk berangkat
ke luar negeri. Karena ia merasa bahwa perintah itu adalah
hukuman, maka ia kemudian minta izin kepada KSAU agar
diperbolehkan mengadukan masalahnya kepada Menteri Per-
tahanan. Permintaan diluluskan, tetapi ternyata surat pengadu-
annya diberikan tembusannya kepada DPR. Tindakan ini
dipersalahkan oleh pimpinan AURI. Peristiwa ini berlanjut
dengan adanya permohonan pengunduran diri beberapa perwira
muda penerbangan AURI. Permohonan pengunduran diri
beberapa perwira muda ini tidak dikabulkan oleh KSAU.

Menanggapi peristiwa intern AURI ini, pada bulan Januari
1954 Kabinet Ali Sastroamidjojo menyatakan mempertahankan
Surjadarma sebagai KSAU, sedangkan kepada Suyono dan
rekan-rekannya yang tidak menyetujui kebijaksanaan KSAU
diajukan pilihan akan tinggal atau keluar dari AURI. Komodor
Muda Suyono dikenakan tahanan. Suyono kemudian direha-
bilitasi dan untuk sementara ditugaskan pada Kementerian
Pertahanan. Penyelesaian peristiwa Halim dan masalah intern
AURI dilakukan oleh Menteri Pertahanan Burhanuddin Hara-
hap, jabatan yang dirangkapnya di samping sebagai perdana
menteri dengan membagi tugas dua persoalan yang masmg—
masing terpisah, yaitu :
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(1) Masalah yang terjadi di Pangkalan Halim diselesaikan oleh
Jaksa Tentara Agung,

(2) Penyempumaan AURI dalam arti yang luas ditugaskan
kepada GKS (Gabungan Kepala Staf) yang pada waktu
itu dipimpin oleh KSAD Mayor Jenderal AH. Nasution.
GKS diberi kebebasan untuk membentuk panitia khusus
untuk keperluan tersebut.”

E. MENANGGULANGI GANGGUAN KEAMANAN DALAM
NEGERI

1. Peristiwa APRA

Pada masa RIS tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh
pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui
kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari
dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat
dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang
takut akan kehilangan hak-haknya bila Belanda meninggalkan
Indonesia. Salah satu manifestasinya adalah gerakan yang
dikenal dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
di bawah pimpinan eks Kapten Raymond Westerling pada
bulan Januari 1950.

Salah satu selubung bagi gerakan itu adalah ideologi yang
hidup di kalangan rakyat. Westerling memahami bahwa sebagian
besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena
penjajahan, baik di bawah Belanda maupun di bawah Jepang,
mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti
yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

Dengan taktik gerak-cepat pasukan memasuki Kota Ban-
dung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang
mereka jumpai. Gerombolan APRA yang berjumlah lebih
dari 150 orang juga berhasil menduduki Markas Staf Divisi
Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang
hanya berjumlah 15 orang serta Letnan Kolonel Lembong.

™ Drs. Saleh As’ad Djamhari, op. cit, hal. 88—-89.
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Hanya tiga orang yang berhasil selamat karena dapat melolos-
kan diri dari pengepungan.

Keganasan gerakan APRA di Kota Bandung memakan
korban lebih dari 79 anggota APRIS tewas termasuk pen-
duduk sipil. Pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan
ke Bandung. Di Jakarta juga segera diadakan perundingan
antara Perdana Menteri RIS Hatta dengan Komisaris Tinggi
Belanda. Hasilnya adalah bahwa Mayor Jenderal Engels, koman-
dan tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk
meninggalkan kota sore hari itu. Setelah meninggalkan Kota
Bandung, gerombolan APRA menyebar ke berbagai tempat
dan terus dikejar APRIS.

Selain ke Bandung gerakan APRA juga diarahkan ke Jakar-
ta. Di sini Westerling mengadakan Kkerja sama dengan Sultan
Hamid Il yang menjadi menteri negara tanpa departemen
(portofolio) dalam Kabinet RIS. Menurut rencananya gerom-
bolan APRA ini akan menyerang gedung tempat diadakan
sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri dan
membunuh Menteri-Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX,
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budi-
ardjo dan Pejabat Staf Angkatan Perang Kolonel TB. Sima-
tupang,” tetapi berkat kesiagaan APRIS, usaha APRA di
Jakarta juga mengalami kegagalan. Walaupun demikian Wes-
terling dengan gerombolan APRA—nya masih terus mencoba
untuk mencapai tujuannya walaupun usahanya itu siasia.
Pada 22 Februari 1950 Westerling meninggalkan Indonesia
dengan pesawat terbang Belanda.

2. Peristiwa Makasar dan Kerusuhan KNIL

Rongrongan kedua yang dialami RIS adalah . petualangan
yang dijalankan oleh Kapten Andi Azis di Makasar (Ujung
Pandang). Motif peristiwa ini adalah sikap menolak masuknya
unsur-unsur TNI ke Sulawesi Selatan. Kapten Andi Azis adalah
perwira KNIL yang telah diterima ke dalam APRIS. Pada 30

75Persadja, Proses Peristiwa Sultan Hamid II, Djakarta, 1955, hal. 54—60.
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Maret 1950 ia bersamasama dengan pasukan KNIL yang
berada di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam
APRIS di hadapan Letnan Kolonel AJ. Mokoginta. Pada waktu
itu keadaan Makasar sendiri tidak tenang, sebab rakyat yang
anti-federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar
NIT secepatnya bergabung dengan RI.

Golongan yang setuju pada sistem federal juga mengadakan
demonstrasi, sehingga Kketegangan semakin memuncak. Di
samping itu pada 5 April 1950 terdengar berita bahwa Peme-
rintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang
berasal dari TNI/APRIS di bawah pimpinan Mayor HV. Worang,
diangkut dengan dua buah kapal dan sudah berlabuh di luar
Pelabuhan Makasar. Berita ini mengkhawatirkan pasukan KNIL
yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang
itu. Mereka bergabung dan menamakan diri ’Pasukan Bebas”
di bawah pimpinan Kapten Andi Azis.”® Pagi hari sekitar
pukul 05.00 Andi Azis dengan pasukannya menyerang markas
TNI di Makasar. Pasukan APRIS jumlahnya jauh lebih sedikit
dari gerombolan penyerbu. Beberapa orang prajurit TNI jatuh
menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letnan
Kolonel AJ. Mokoginta ditawan.

Pada 5 April Perdana Menteri NIT Ir. PD. Diapari mengun-
durkan diri karena tidak menyetujui tindakan Andi Azis.
Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro—
RI di bawah pimpinan Ir. M. Putuhena yang mendapat mandat
dari Pemerintah RIS untuk membubarkan NIT.””

Dalam menghadani gerak.n Andi Azis Pemerintah RIS
mengeluarkan ultimatum pada 28 April yang menginstruksi-
kan agar Andi Azis dalam 4 x 24 jam datang melaporkan diri
ke Jakarta, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,
juga diperintahkan agar pasukan dibuat pimpinannya konsi-

76 Herbert Feith, op. cit, hal. 67 . juga Major Bardosono; Peristiwa Sulawesi
Selatan, Djakarta, 1950.

TR.Z. Leiressa, Ir. Natum Putubean, Karya dan Pengabdiannya Jakarta :
IDSN 19,.
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nyasi, senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan di-
lepaskan. Keberangkatan Andi Azis ke Jakarta pada 15 April
dianggap terlambat untuk melaporkan diri, karena itu ia di-
tangkap sebagai pembangkang untuk kemudian diadili. Pada .
waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi
ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang.
Sementara itu Batalyon Worang yang belum jadi mendarat
di Makasar meneruskan perjalanan ke Jeneponto dan kemudian
mendarat di situ. Pasukan Worang kemudian bergerak ke arah
Makasar dan pada 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa
perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak.

Setelah seminggu lamanya Batalyon Worang menduduki
Makasar, pada 26 April, mendarat pasukan ekspedisi di bawah
kolonel AE. Kawilarang di pantai timur tenggara dan barat
Sulawesi Selatan. Kekuatan konvoi di bawah pimpinannya
terdiri atas 12 kapal dengan membawa dua tank pendarat serta
+ 12.000 orang pasukan. Dengan datangnya bantuan tersebut,
semangat tempur prajurit meningkat. Setiap prajurit hingga
perwiranya diberi peralatan senjata lengkap sesuai dengan ke-
tentuan yang ada.

Keamanan di Makasar tidak berlangsung lama, karena di
kota ini masih terdapat pasukan KL dan KNIL yang menunggu
penarikkan ke luar Kota Makasar. Pasukan KL—KNIL ini
sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan
pasukan APRIS.

Pasukan yang bertempat tinggal di dekat tangsi KNIL
‘dan tidak bersalah sering dianiaya atau dipukuli. Tindakan
yang sama juga dilakukan terhadap anggota APRIS yang sedang
berjalan tanpa senjata. Tindakan provokasi pasukan KNIL
terhadap APRIS semakin meningkat dan mulai melancarkan
serangannya menembaki pos APRIS, terutama asrama yang
berada di Kampemen Kis dan Tangsi Mattoangin. Keduanya
terletak di kota bagian selatan.

Pertempuran antara KNIL dengan APRIS/INI terjadi
pada 15 Mei 1950. Dalam pertempuran tersebut APRIS berhasil

-,
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memukul mundur pasukan lawan. Walaupun demikian ben-
trokan-bentrokan bersenjata masih juga terjadi seperti terhadap
tangsi di Mattoangin, Mariso (Kampemen Kis), Boomstraat
(dekat pelabuhan) dan Markas Staf KNIL di Hogepad. Selanjut-
nya pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-
tangsi KNIL itu. Dengan pertimbangan bahwa pertempuran
mungkin akan berlangsung di dalam Kota Makassar, maka
Komandan APRIS Sektor Makassar Letkol Soeharto me-
merintahkan kepada masing-masing sub sektor untuk mengi-
rimkan 1 kompi pasukan ke kota.

Untuk mengatasi kemelut tersebut, pada 18 Mei 1950
diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan KNIL.
Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Abdul Haris Nasution
sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam
perundingan itu disepakati bahwa akan dilakukan penjagaan
bersama oleh Polisi Militer (PM) dari pihak APRIS/TNI dan
- MP (Militer Politie) dari pihak KNIL di daerah tangsi-tangsi
KNIL. Di_daerah tersebut KNIL tak boleh keluar dan sebalik-
nya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan
patroli bersama.

Hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama bebe-
rapa bulan saja. Kota Makassar dan penduduknya kembali
dalam keadaan gelisah, karena pertempuran-pertempuran
berkobar lagi. Hal ini terjadi setelah terjadinya pembunuhan
terhadap seorang perwira APRIS Letnan Jan Ekel yang ter-
tembak mati oleh KNIL pada 1 Agustus 1950. Perwira ini
baru datang dari daerah Nusa Tenggara dan belum mengetahui
peraturan mengenai garis demarkasi, sehingga memasuki daerah
KNIL/KL.

Pertempuran meletus lagi pada 5 Agustus petang hari,
ketika Markas Staf Brigade Mataram secara tiba-tiba diserang
oleh KNIL/KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsi-
nya masing-masing di Kampemen Kis dan Mattoangin. Di sini
KNIL/KL kemudian dikepung. Serangan umum dilakukan oleh
APRIS dengan mengikutsertakan unsur-unsur infanteri maupun
artileri, serta kekuatan udara dan laut. Dalam pertempuran
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ini APRIS menggunakan taktik diri. Pada 8 Agustus KNIL/KL
sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat
kritis, maka pada hari itu juga pihak KL—KNIL minta berun-
ding. Perundingan diadakan antara Kolonel Kawilarang dengan
Mayor Jenderal Scheffelaar dari KL—KNIL. Hasil perundingan
menyatakan bahwa kedua pihak setuju menghentikan tembak
menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL—KNIL
harus sudah meninggalkan Makassar.

Dengan adanya persetujuan itu, keamanan di Makassar
pulih kembali dan semangat untuk bergabung dalam suatu
negara kesatuan tidak ada lagi penghalangnya.”™

3. Pemberontakan RMS

Cobaan lain yang dihadapi RIS dan berlanjut sampai masa
RI adalah gerakan separatis untuk membentuk negara” sendiri
yang tidak saja memisahkan diri dari NIT melainkan juga dari
RIS, yaitu yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS).
Pendiri RMS ijalah Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil,
bekas Menteri Kehakiman dan jaksa agung NIT.”® Persamaan
antara peristiwa-peristiwa Westerling, Andi Azis serta usaha-
usaha Soumokil adalah ketidakpuasan mereka dengan terjadi-
nya proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB. Pem-
berontakan-pemberontakan ini menggunakan unsur KNIL yang
merasa tidak pasti mengenai status mereka setelah KMB.

Bersamaan dengan peristiwa Andi Azis, timbul krisis kabinet
Negara Indonesia Timur (NIT). Golongan republiken yang
sebelumnya mendukung NIT kemudian berusaha membuba<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>